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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas 

berkat dan rahmat-Nya sehingga Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kota 

Bekasi Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan dengan baik.  
 

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah 

Nomor 4 Tahun 2021 tentang  Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi 

Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Bekasi, berkonsekuensi pada terjadinya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023. maka dokumen 

perencananaan lima tahunan yaitu Revisi Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi Tahun 2018-2023, maka 

setiap Perangkat Darah wajib menyusun Rencana Strategis 5 (lima) tahunan yang 

menggambarkan visi, misi, analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci 

keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja sesuai dengan tugas 

dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat 

indikatif. 
 

Penyusunan Revisi Rencana Strategis DPMPTSP 2018-2023, merupakan 

penyesuaian serta penyelarasan dalam rangka mendukung keberhasilan visi misi Wali 

Kota Bekasi Tahun 2018-2023 “KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU, 

SEJAHTERA DAN IHSAN” Selanjutnya visi tersebut dijabarkan tujuan dan sasaran 

strategis, serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

 

Kami menyadari Dokumen Rencana Strategis ini belum dapat memenuhi harapan 

semua pihak, karena itu masukan, kritik dan saran untuk perbaikan akan kami 

terima dengan terbuka. Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, kami 

berharap Renstra ini dapat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan. 

 

 

Bekasi,       Maret  2022 

 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
KOTA BEKASI 
 
 
 

 
LINTONG DIANTO PUTRA .AP., S.H., M.Si 
NIP. 19740829 199601 1 001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan di 

masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan 

sumber daya yang tersedia. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Perangkat 

Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). 

Revisi renstra DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2018-2023 disusun 

dalam rangka menindaklanjuti revisi RPJMD Kota Bekasi Tahun                    

2018-2023 sebagai pedoman penyelarasan kebijakan nasional dan sejalan 

dengan hasil evaluasi RPJMD melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi 

Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 

Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Tahun 2018-2023. perubahan tersebut dimungkinkan 

terjadi karena adanya pandemi COVID 19 yang berdurasi cukup lama 

sehingga menghambat bahkan berpotensi terhentinya pelaksanaan 

rencana pembangunan daerah. Kualitas dokumen renstra sangat 

ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, 

sehingga penyusunan Renstra sangat ditentukan oleh kemampuan 

Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, 

mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi. 

Revisi Renstra DPMPTSP Tahun 2018-2023 selain mengakomodir 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan 

pembangunan dan keuangan daerah yang mengatur penggolongan, 

pemberian kode dan daftar penamaan perencanaan pembangunan dan 

keuangan daerah, juga mengakomodir Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan 

inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur 

perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara 

sistematis sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan 

pembangunan daerah dan keuangan daerah. 
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Revisi renstra DPMPTSP Tahun 2018-2023 sesuai dengan hasil review 

yang dilakukan mencakup pada : 

1. Penyempurnaan tujuan dan sasaran DPMPTSP; 

2. Penyempurnaan indikator dan target kinerja; 

3. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan.  

Revisi Renstra DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2018-2023 merupakan 

dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 

(lima) tahun perencanaan jangka menengah. Perencanaan strategis ini 

menggambarkan  tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang 

meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan 

mengantisipasi perkembangan masa mendatang. 

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Perangkat Daerah disusun 

dengan tahapan:  

1. persiapan penyusunan;  

2. penyusunan rancangan awal;   

3. penyusunan rancangan; 

4. pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah; 

5. perumusan rancangan akhir; dan  

6. penetapan. 

Sesuai Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 117 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata 

Kerja pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kota Bekasi,  kedudukan DPMPTSP adalah sebagai unsur pelayanan 

masyarakat di bidang penanaman modal dan perizinan yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Bekasi, 

dengan tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis 

bidang penanaman modal dan perizinan terpadu, menyelenggarakan 

koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan 

http://bekasikota.go.id/files/fck/LD%20Perda%20Nomor%2002%20THN%202013%20TTG%20PERUBAHAN%20KEDUA%20PERDA%2005%20TTG%20LEMTEKDA.pdf
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pemerintahan Kota Bekasi di bidang penanaman modal dan perizinan 

terpadu meliputi aspek pelayanan perizinan, sosialisasi dan promosi 

penanaman modal, dan pengendalian investasi.  

Perumusan Revisi Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kota Bekasi 

Tahun 2018-2023 tidak terlepas dari penentuan tujuan, sasaran, arah 

kebijakan ataupun permasalahan yang dihadapi baik tingkat pusat 

maupun Provinsi. 

Ditingkat Provinsi, DPMPTSP Provinsi Jawa Barat menyebutkan 

bahwa terdapat 3 (tiga) masalah pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsinya yaitu : 

1. Pelambatan pertumbuhan ekonomi; 

2. Belum terciptanya investasi yang berkualitas dan berkelanjutan di 

Jawa Barat; 

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan belum 

sesuai target. 

Sebagai lembaga pelayanan penanaman modal, keterkaitan DPMPTSP 

Kota Bekasi juga merujuk pada Renstra BKPM Tahun 2020-2024 yang 

bertujuan :  

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk 

menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; 

2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk 

mendukung pelayanan publik yang prima. 

Selain menjalankan fungsi penanaman modal, pada DPMPTSP juga 

melekat fungsi pelayanan perizinan, yang tentunya dalam melaksanakan 

fungsi ini harus selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang di dalamnya mengatur tujuan 

pembentukan kelembagaan pelayanan publik yang sekurang-kurangnya 

meliputi :  

1. Pelaksanaan pelayanan; 

2. Pengelolaan pengaduan masyarakat; 

3. Pengelolaan informasi;  

4. Pengawasan internal;  

5. Penyuluhan kepada masyarakat, dan; 

6. Pelayanan konsultasi. 
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Untuk mendukung keberhasilan RPJMD Kota Bekasi Tahun                

2018-2023, revisi Renstra DPMPTSP Kota Bekasi sesuai dengan Visi dan 

Misi pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yaitu guna 

mendukung keberhasilan dari 45 (empat puluh lima) program prioritas 

pembangunan Daerah, pada Misi ke 1 (satu) yaitu Meningkatkan Kapasitas 

Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik serta Misi ke 3 (tiga) yaitu 

Meningkatkan Perekonomian Berbasis Potensi Jasa Kreatif dan 

Perdagangan yang Berdaya Saing, maka dalam mengimplementasikan 

program dan sasarannya disusunlah program dan kegiatan lima tahunan 

yang diuraikan dalam dokumen ini serta merupakan janji-janji politik 

kepala daerah dan wakil kepala daerah pada program ke “21 dan 22” 

sebagai berikut : 

21. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik melalui Mal 

Pelayanan Publik Kota Bekasi; 

22. Pengembangan layanan publik berbasis IT. 

 

 

1.2   Landasan Hukum 

Dalam Penyusunan Revisi Renstra DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2018-

2023  dilandasi regulasi antara lain sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007, 

Tambahan Lembaran negara Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 33); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 



REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018-2023 

DPMPTSP KOTA BEKASI 5 

 

Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 

Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah; 

9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 221); 

10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan 

Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 210); 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1312); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 

2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);  

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590); 

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 

Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventaarisasi 

Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 Tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kota Bekasi (Lembaran Daerah 

Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 13 Seri E); 

19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Bekasi 

Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kota Bekasi, 

Provinsi Jawa Barat: 110/2014); 

20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8); 

21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 

2018-2023; 

22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 

2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D); 

23. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2008 tentang Standar 

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada pada Pemerintah Kota 

Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 18 Seri:E); 
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24. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

pelaksanaan penyelenggaraan penanaman modal Kota Bekasi (Berita 

Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 53 Seri E); 

25. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 66 Tahun 2018 tentang Simplifikasi 

Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Di Lingkungan 

Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 

Nomor 66 Seri E); 

26. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Terintegerasi secara Elektronik (Online Single 

Submission) di Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Terintegerasi secara Elektronik (Online Single 

Submission) di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 

Nomor 49 Seri E); 

27. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 117 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata 

Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Bekasi; 

28. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 97 Tahun 2021 Tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 03   

Seri A); 

29. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 065.2/Kep.345-DPMPTSP/V/2020 

tentang Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Antrian Terintegrasi 

(SIMPEL ANTRI) Online di Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi; 

30. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.253-Org/V/2021 tentang 

Perubahan atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.450-

Org/VIII/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan 

Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerinta Kota Bekasi; 

31. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 067/Kep.268.A-DPMPTSP/V/2021 

tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 

067/Kep.615-DPMPTSP/XII/2020 tentang Standar Operasional 

Prosedur Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi; 
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32. Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 903/407/Bappelitbangda tentang 

Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan dan Pengadaan Barang/Jasa 

Sebagai Dampak Pandemi COVID19 Melalui Refocussing Kegiatan 

Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020; 

33. Keputusan Kepala DPMPTSP Kota Bekasi Nomor 503/Kep.542-

DPMPTSP/V/2020 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan 

Menggunakan Quick Response Code di Kota Bekasi. 

   

1.3. Maksud dan Tujuan 

 

1.3.1. Maksud 

Maksud dari penyusunan Revisi Renstra DPMPTSP Kota Bekasi 

Tahun 2018-2023 adalah : 

a. Memberikan gambaran arah kebijakan dan program dalam 

rangka pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang 

penanaman modal dan perizinan di DPMPTSP Kota Bekasi; 

b. Menyediakan informasi yang valid mengenai perubahan 

rencana jangka menengah tahun 2018-2023 sebagai dokumen 

acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, RKA-

OPD dan penetapan kinerja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 

2018-2023 sebagai wujud Transparansi dan Akuntabilitas 

Publik; 

c. Melaksanakan Penyesuaian dan Penyelarasan atas Renstra 

yang dibuat sebelumnya. 

 

1.3.2. Tujuan  

Tujuan disusunnya revisi Rencana Strategis DPMPTSP Kota 

Bekasi Tahun 2018-2023, yaitu : 

a. Sebagai pedoman perencanaan dan alat pengendalian kinerja 

dalam pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP untuk 

periode 5 (lima) tahun; 

b. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kota Bekasi Tahun 2018-2023 dengan Renstra DPMPTSP Tahun 

2018-2023, serta menciptakan tujuan, kebijakan, program, dan 
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kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP 

Kota Bekasi; 

c. Memudahkan di dalam mengkomunikasikan dan 

mensosialisasikan ke seluruh elemen internal maupun eksternal 

organisasi sehingga dapat meningkatkan komitmen dan motivasi 

semua pihak untuk mencapai tujuan akhir organisasi; 

d. Mengarahkan semua unsur kekuatan dan peluang yang ada 

serta faktor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi 

yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan 

serta pelayanan masyarakat yang di dasarkan pada prinsip 

“clean and good governance”. 

 

 

1.4 Sistematika Penyusunan 
 

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sistematika 

penulisan Renstra DPMPTSP Kota Bekasi 2018-2023 adalah sebagai 

berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

 Pada Bab ini Memuat : 

1.1 Latar Belakang mengemukakan secara ringkas 

pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra 

Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan 

pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra 

Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat 

Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra 

provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat 

Daerah. 

1.2 Landasan Hukum memuat penjelasan tentang undang-

undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan 

ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang 

struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan 

Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan 
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dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran 

Perangkat Daerah. 

1.3 Maksud dan Tujuan memuat penjelasan tentang 

maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat 

Daerah. 

1.4 Sistematika Penulisan menguraikan pokok bahasan 

dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta 

susunan garis besar isi dokumen. 
 

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) DPMPTSP 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, 

mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki 

DPMPTSP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, 

mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan 

melalui pelaksanaan Renstra DPMPTSP periode sebelumnya, 

mengemukakan capaian program prioritas DPMPTSP yang 

telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode 

sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang 

masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra 

DPMPTSP ini. 

2.1   Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP. 

 Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum 

pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi 

Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai 

dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. 

Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah 

ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah 

personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, 

prosedur, mekanisme). 

2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi. 

 Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya 

yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, 

asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. 
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2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)Kota Bekasi. 

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja 

Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra 

Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM 

untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja 

pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator 

lainnya. 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kota Bekasi. 

 Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap 

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah 

kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat 

Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan 

terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang 

berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi 

pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima 

tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam 

pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, 

dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang 

dibutuhkan. 
 

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT 

DAERAH 

Menjelaskan Permasalahan dan isu-isu strategis yang akan 

dihadapi, berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap 

pelaksanaan Tugas, Fungsi, Rincian Tugas Unit Kerja dan Tata 

Cara Kerja Dinas PMPTSP dalam Periode Tahun 2018-2023 

serta Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Terpilih. 

3.1. Identifikasi PermasalahanBerdasarkan Tugas dan 

Fungsi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada 

DPMPTSP Kota Bekasi. 

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah Terpilih. 

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi Jawa Barat. 
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 Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor 

penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari 

pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi 

permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari 

sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra 

Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota. 

3.4 Telaahan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis. 

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis. 

 

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah. 

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan 

sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. 

 4.1  Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat 

Daerah 
 

  BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 Menjelaskan mengenai Strategi dan Arah Kebijakan yang 

disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota 

Bekasi dalam lima tahun mendatang. 
 

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN  

 Menjelaskan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, 

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif  
 

BAB VII. KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN  

 Menjelaskan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang secara langsung 

menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun 

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian 

tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023. 

BAB VIII. PENUTUP 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL  

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BEKASI 

 

 
 

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi 

 

 Dasar hukum pembentukan Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi adalah Peraturan 

Wali Kota Bekasi Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi. Dalam 

peraturan wali kota tersebut, disebutkan bahwa DPMPTSP Kota Bekasi 

berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal. 
 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Bekasi 
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Susunan Organisasi DPMPTSP Kota Bekasi, terdiri atas: 

1. Kepala Dinas;  

2. Sekretariat, membawahkan Subbagian umum dan kepegawaian;  

3. Bidang Penanaman Modal; 

4. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; 

5. Bidang Pelayanan Data, Pengembangan Teknologi Informasi dan 

Pengaduan; 

6. Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan; 

7. Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha; 

8. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, 

mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan 

pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas 

yang meliputi bidang penanaman modal, pengendalian pelaksanaan 

penanaman modal, pelayanan data, pengembangan teknologi informasi 

dan pengaduan, pelayanan perizinan pembangunan serta pelayanan 

perizinan jasa usaha. 

2.1.1 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi 

 Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam 

memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan 

kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang penanaman 

modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pelayanan 

data, pengembangan teknologi informasi dan pengaduan, 

pelayanan perizinan pembangunan serta pelayanan perizinan jasa 

usaha untuk mencapai visi dan misi Dinas.  

1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi mempunyai fungsi : 

a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana 

kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah; 

b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan 

urusan lingkup bidang Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu;  
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c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas 

Sekretariat, Bidang-Bidang dan Kelompok Jabatan 

Fungsional;  

d. pembinaan administrasi perkantoran;  

e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait 

di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan 

Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka 

penyelenggaraan kegiatan Dinas;  

f. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas; 

g. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna 

Barang;  

h. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas 

sesuai ketentuan yang berlaku;  

i. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas 

kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan 

kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;  

j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota. 

 

2.1.2 Sekretaris Dinas 

1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 

memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan 

pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan 

yang meliputi urusan Perencanaan, Umum dan Kepegawaian 

serta Keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan 

yang baik. 

2) Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat mempunyai 

fungsi:   

a. pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama 

kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas; 

b. penyusunan bersama program kerja dan rencana 

kegiatan Dinas berdasarkan pada visi dan misi Dinas;  

c. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan 

Sekretariat; 
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d. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan 

dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum 

lingkup Dinas; 

e. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan 

kepegawaian Dinas; 

f. Perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung 

dan belanja tidak langsung serta bahan rencana 

kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang 

inventaris Dinas; 

g. penyelenggaraan pelayanan kehumasan; 

h. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian 

pelaksanaan tugas bawahan; 

i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan 

Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala; 

j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah 

Kepala Dinas. 

 

2.1.3 Bidang Penanaman Modal 

1) Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas membantu 

Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan 

mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan 

pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Dinas yang meliputi perencanaan dan pengembangan iklim 

penanaman modal, promosi penanaman modal serta 

deregulasi penanaman modal untuk mencapai pelaksanaan 

teknis urusan di bidangnya. 

2) Untuk menyelenggarakan tugas, Penanaman Modal 

mempunyai fungsi : 

a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang; 

b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana 

strategis sesuai lingkup bidang tugasnya; 

c. perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, 

pemutakhiran, bimbingan teknis, pengembangan, 

pengusulan dan pengoordinasian dalam pelaksanaan 

perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal 

yang meliputi data dan informasi potensi usaha, 
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penanaman modal daerah kota, potensi daerah serta 

bidang-bidang usaha; 

d. perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, 

pengembangan, fasilitasi dan pengoordinasian dalam 

pelaksanaan promosi penanaman modal yang meliputi 

promosi di dalam dan di luar negeri, market survey dan 

market intelligent di dalam dan luar daerah serta 

publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi; 

e. perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, 

pengkajian, penelaahan, analisa, pemantauan dan 

evaluasi dalam pelaksanaan deregulasi penanaman modal 

yang meliputi pemberian insentif, pemberian fasilitas 

penanaman modal dan pengembangan iklim penanaman 

modal; 

f. pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanan tugas 

dengan Perangkat Daerah terkait; 

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam 

lingkup tugasnya; 

h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah 

Kepala Dinas; 

i. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada 

Kepala Dinas. 

2.1.4 Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 
 

1) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, 

mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan 

teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Dinas yang meliputi pemantauan pelaksanan 

penanaman modal, pembinaan pelaksanaan penanaman modal 

serta pengawasan pelaksanaan penanaman modal untuk 

mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. 

2) Untuk menyelenggarakan tugas, Pengendalian Pelaksanaan 

Penanaman Modal mempunyai fungsi : 

a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang; 
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b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana 

strategis sesuai lingkup bidang tugasnya; 

c. perumusan kebijakan, perencanaan, pengumpulan, 

analisa, pengoordinasian, verifikasi dan evaluasi dalam 

pemantauan pelaksanaan penanaman modal yang 

meliputi kegiatan pendataan realisasi investasi melalui 

aplikasi LKPM online dan Perizinan Berusaha Terintegrasi 

secara Elektronik melalui online single submission (OSS);  

d. perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, 

penyuluhan pengoordinasian, pembinaan, pengendalian, 

bimbingan teknis dan evaluasi dalam pembinaan 

pelaksanaan penanaman modal yang meliputi penanam 

modal, rumusan penetapan pembatalan/ 

pembekuan/pembatalan/ pencabutan izin dan 

penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan;  

e. perumusan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, 

pemeriksaan, pengoordinasian dan evaluasi dalam 

pengawasan pelaksanaan penanaman modal yang 

meliputi perusahaan yang menggunakan fasilitas barang 

modal, bahan baku dan bahan penolong serta perusahaan 

berdasarkan izin yang dimiliki;  

f. pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanan tugas 

dengan Perangkat Daerah terkait;  

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam 

lingkup tugasnya;  

h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah 

Kepala Dinas;  

i. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada 

Kepala Dinas. 

2.1.5 Bidang Pelayanan Data, Pengembangan Teknologi Informasi  

            Dan Pengaduan 

 

1) Bidang Pelayanan Data, Pengembangan Teknologi Informasi 

dan Pengaduan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas 

dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan 
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perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi 

pengolahan data penanaman modal, pengembangan teknologi 

informasi, serta pelayanan administrasi, informasi dan 

pengaduan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di 

bidangnya. 

2) Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pelayanan Data, 

Pengembangan Teknologi Informasi dan Pengaduan 

mempunyai fungsi : 

a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang; 

b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana 

strategis sesuai lingkup bidang tugasnya; 

c. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, pengumpulan, 

penyusunan, verifikasi dan validasi dalam pengolahan 

datapenanaman modal yang meliputi data dan laporan 

penanaman modal; 

d. perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, 

pembinaan dan pengendalian dalam pelaksanaan 

pengembangan teknologi informasi yang meliputi sistem 

informasi penanaman modal; 

e. perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, 

pendataan, penginventarisasi, fasilitasi dan pengembangan 

dalam pelaksanaan pelayanan administrasi, informasi dan 

pengaduan yang meliputi pelayanan perizinan, data 

perizinan dan pengaduan terkait perizinan; 

f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah 

Kepala Dinas; 

g. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada 

Kepala Dinas. 

 

2.1.6 Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan 
 

1) Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan mempunyai tugas 

membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, 

dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan 

pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Dinas yang meliputi pelayanan perizinan penataan ruang, 
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pelayanan perizinan lingkungan serta pelayanan perizinan 

konstruksi untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di 

bidangnya. 

2) Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Penanaman Modal 

mempunyai fungsi : 

a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang; 

b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana 

strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;  

c. perumusan kebijakan dalam pelaksanaan pelayanan 

perizinan penataan ruang yang meliputi meliputi Izin 

Lokasi (IL) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 

d. perumusan kebijakan dalam pelaksanaan pelayanan 

perizinan lingkungan yang meliputi izin lingkungan, izin 

pembuangan air limbah, izin operasional pengelolaan 

limbah B3 untuk penghasil dan izin pengelolaan limbah B3 

untuk usaha jasa;  

e. perumusan kebijakan dalam pelaksanaan pelayanan 

perizinan konstruksi yang meliputi izin usaha jasa 

konstruksi dan izin penyelenggaraan/pemasangan reklame;  

f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam 

lingkup tugasnya;  

g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah 

Kepala Dinas;  

h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada 

Kepala Dinas. 

 

2.1.7 Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha 
 

1) Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha mempunyai tugas 

membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, 

dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan 

pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Dinas yang meliputi pelayanan perizinan perdagangan, 

pelayanan perizinan perhubungan dan ketenagakerjaan serta 

pelayanan perizinan operasional pendidikan dan kesehatan 

untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. 



REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018-2023 

DPMPTSP KOTA BEKASI 21 

 

2) Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pelayanan Perizinan 

Jasa Usaha mempunyai fungsi : 

a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang; 

b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana 

strategis sesuai lingkup bidang tugasnya; 

c. perumusan kebijakan dalam pelaksanaan pelayanan 

perizinan perdagangan yang meliputi izin usaha 

perdagangan (izin usaha perdagangan umum, izin usaha 

toko swalayan, izin usaha pusat perbelanjaan), Nomor 

Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Usaha Perdagangan 

Minuman Beralkohol (SIUP-MB) golongan B dan C, Tanda 

Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dan Tanda Daftar Gudang 

(TDG);  

d. perumusan kebijakan dalam pelaksanaan pelayanan 

perizinan perhubungan dan ketenagakerjaan yang meliputi 

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang (Izin Angkutan 

Orang Dalam Trayek, Izin Angkutan Tidak Dalam Trayek, 

Izin Trayek/Operasi Angkutan Umum/Taksi dan 

Angkutan), Izin Penggunaan Tempat Makam (IPTM), Izin 

pengelola Parkir Kendaraan Bermotor yang dikelola oleh 

pihak swasta (Izin Penyelenggaraan Parkir Elektronik 

Dengan Palang Pintu, Izin Penyelenggaraan Valet Parkir, 

Izin Penitipan Motor, Izin Penyelenggaraan Parkir Tidak 

Berbayar), Izin lembaga pelatihan kerja (LPK) dan Izin 

Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta – Antar Kerja 

Lokal (LPPKS-AKL);  

e. penyiapan bahan kebijakan dalam pelaksanaan pelayanan 

perizinan operasional pendidikan dan kesehatan yang 

meliputi Izin Operasional Klinik, Izin Apotek, Izin Toko 

Obat, Izin Optikal, Izin Penyelenggaraan Tukang Gigi, Izin 

Salon Kecantikan, Izin Operasional Laboratorium Klinik 

Umum dan Khusus (Umum Pratama), Izin Pengobatan 

Tradisional, Izin Mendirikan Rumah Sakit, Izin Operasional 

Rumah Sakit, Izin Operasional Puskesmas, Izin Praktek 

Dokter, Izin Praktek Bidan, Izin Pendirian Sekolah Swasta, 

meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan 
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Sekolah Menengah Pertama (SMP), Izin Penyelenggaraan 

Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit, Izin 

Toko Alat Kesehatan, Usaha Mikro Obat Tradisional, 

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-

IRT), Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) 

Alat Kesehatan Rumah Tangga dan (PKRT), Izin Praktek 

Perawat, Izin Praktek Apoteker, Izin Praktek Asisten 

Apoteker, Izin Praktek Perawat Gigi, Izin Praktek Analis 

Kesehatan, Izin Praktek Gizi/Nutrisionist, Izin Praktek 

Teknis Sanitarian, Izin Praktek Fisioterafi, Izin Praktek 

Radiografer, Izin Praktek Perekam Medis, Izin Praktek 

Elektromedik, Izin Praktek Kardiovaskuler, Izin Praktek 

Transfusi Darah, Izin Praktek Terapis Wicara, Izin Praktek 

Refraksionis Optisien, Izin Praktek Okupasi Terapi, Izin 

Praktek Akupunktur, Izin Praktek Penata Anestesi, Izin 

Praktek Psikologi, Izin Praktek Dokter Hewan, Izin Praktek 

Para Medik Veteriner, Izin Rumah Potong Hewan, Izin 

Usaha Veteriner, Izin Usaha Peternakan, Izin Usaha 

Perkebunan, Izin Usaha Tanaman Pangan, Izin Usaha 

Hortikultura, Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil 

Perikanan, Surat Izin Usaha Perikanan dan Izin 

Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal 

(PAUDDIKMAS);  

f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam 

lingkup tugasnya;  

g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah 

Kepala Dinas;  

h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada 

Kepala Dinas. 

 

2.1.8 Kelompok Jabatan Fungsional 

Di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai 

dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.  
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 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan 

kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-

masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, terdiri 

atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang 

keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

  Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana 

disebutkan di atas, ditentukan berdasarkan kebutuhan yang 

didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja yang 

ditetapkan sesuai dengan Keputusan Wali Kota.  

 Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional 

sebagaimana disebutkan dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan 

pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang 

keahlian dan keterampilan.  

 Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan sub-koordinator 

pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang 

lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator 

masing-masing.  

 Sub-Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional 

mempunyai tugas koordinasi penyusunan rencana, 

pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, 

serta pelaporan pada satu Kelompok Substansi 

 

2.1.9 Tim Teknis 

   Menindaklanjuti ketentuan Bab VI pasal 6 Peraturan 

Walikota Bekasi Nomor 66 Tahun 2018 tentang Simplifikasi 

Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dan Non Perizinan 

di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan Instruksi Wali Kota 

Bekasi Nomor : 503/104/DPMPTSP tentang Penempatan Tim 

Teknis Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kota Bekasi serta dalam rangka optimalisasi 
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pelayanan perijinan Perangkat Daerah yang diberi tugas 

melaksanakan urusan penerbitan rekomendasi teknis wajib 

menempatkan tim teknis pada kantor DPMPTSP Kota Bekasi dan 

dimonitoring secara rutin setiap hari oleh Pejabat tim teknis 

eselon IV masing-masing Perangkat Daerah. Tim Teknis 

mempunyai tugas sebagai berikut:  

1. Melaksanakan penelitian terhadap persyaratan teknis terkait 

permohonan perizinan;  

2.  Melaksanakan verifikasi factual di lapangan berdasarkan 

permohonan perizinan dan/atau non perizinan yang diajukan 

oleh pemohon sesuai dengan bidang tugasnya;  

3.  Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait permohonan 

perizinan;  

4.  Membuat Berita acara Hasil Penelitian;  

5.  Wajib melakukan rapat pembahasan penerbitan 

rekomendasim perizinan di DPMPTSP; dan 

6. Perhitungan penetapan besaran biaya retribusi sesuai analisis 

perhitungan. 

 Tim teknis yang ditugaskan wajib hadir sesuai jam kerja 

yang berlaku serta melakukan absensi kehadiran pada 

DPMPTSP. Kelengkapan sarana dan prasarana tim teknis 

difasilitasi oleh DPMPTSP, selanjutnya wajib menyusun evaluasi 

mingguan dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota  Bekasi. 

 

2.1.10 Standar Operasional Prosedur 
 

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

(Permenpan) NomorPER/21/M-PAN/11/2008 tentang Pedoman 

Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) Administrasi 

Pemerintahan  diperlukan untuk mewujudkan birokrasi yang 

efektif, efisien dan ekonomis tidak lain adalah perbaikan kualitas 

pelayanan publik. perbaikan tersebut merupakan proses 

penyelenggaraan administrasi pemerintahan sehingga lebih 

mencerminkan birokrasi yang mampu menjalankan fungsi 

pemerintahan sesuai dengan kriteria tersebut. adapun beberapa 

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di lingkungan 

DPMPTSP berdasarkan sebagai berikut : 



REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018-2023 

DPMPTSP KOTA BEKASI 25 

 

Tabel 2.1 

Daftar Standar Operasional Prosedur (SOP) 

NO JUDUL SOP 

1. Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Capaian Kinerja 

2. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Strategis 

(RENSTRA) Pada DPMPTSP Kota Bekasi 

3. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKIP) Pada DPMPTSP Kota Bekasi 

4. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 

Pada DPMPTSP Kota Bekasi 

5. Standar Operasional Prosedur Surat Masuk Pada DPMPTSP Kota 

Bekasi 

6. Standar Operasional Prosedur Surat Keluar Pada DPMPTSP Kota 

Bekasi 

7. Standar Operasional Prosedur Usulan Kenaikan Gaji Berkala Pada 

DPMPTSP Kota Bekasi 

8. Standar Operasional Prosedur Usulan Kenaikan Pangkat Pada 

DPMPTSP Kota Bekasi 

9. Standar Operasional Prosedur Pengajuan Cuti Pada DPMPTSP Kota 

Bekasi 

10. Standar Operasional Prosedur Permohonan Pembuatan Tabungan 

dan Asuransi Pensiun (Taspen) Pada DPMPTSP Kota Bekasi 

11. SOP Permohonan Pembuatan Kartu Pegawai (Karpeg) Pada DPMPTSP 

Kota Bekasi 

12. Standar Operasional Prosedur Permohonan Pembuatan Kartu 

Istri/Kartu Suami (Karis/Karsu) Pada DPMPTSP Kota Bekasi 

13. Standar Operasional Prosedur Pengajuan Pensiun Pada DPMPTSP 

Kota Bekasi 

14. Standar Operasional Prosedur Usulan Izin Belajar Pada DPMPTSP 

Kota Bekasi 

15. Standar Operasional Prosedur Pengajuan Permintaan ATK dan 

Cetakan Pada DPMPTSP Kota Bekasi 

16. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Kartu Inventaris Ruangan 

(KIR) Pada DPMPTSP Kota Bekasi 
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NO JUDUL SOP 

17. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Kartu Inventaris Barang 

(KIB) Pada DPMPTSP Kota Bekasi 

18. Standar Operasional Prosedur Pengajuan Surat Permintaan 

Pembayaran (SPPLS) Barang dan Jasa Pada DPMPTSP Kota Bekasi 

19. SOP Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tambah Uang 

(TU) Pada DPMPTSP Kota Bekasi 

20. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA) Pada DPMPTSP Kota Bekasi 

21. Standar Operasional Prosedur Pengajuan Surat Permintaan 

Pembayaran (SPPLS) Gaji dan Tunjangan Pada DPMPTSP Kota Bekasi 

22. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Operasional (LO) 

Pada DPMPTSP Kota Bekasi 

23. Standar Operasional Prosedur Pengajuan Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP) Uang Persediaan (UP) Pada DPMPTSP Kota Bekasi 

24. Standar Operasional Prosedur Pengajuan Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP) Tambah Uang Persediaan Nihil (TUN) Pada 

DPMPTSP Kota Bekasi 

25. Standar Operasional Prosedur Pengajuan Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP) Ganti Uang (GU) Pada DPMPTSP Kota Bekasi 

26. Standar Operasional Prosedur Pengajuan Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP) Ganti Uang Persediaan Nihil (GUN) Pada DPMPTSP 

Kota Bekasi 

27. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Neraca Pada DPMPTSP 

Kota Bekasi 

28. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Perubahan 

Ekuitas (LPE) Pada DPMPTSP Kota Bekasi 

29. Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Promosi Sumber 

Potensi Daerah (Pameran Potensi Daerah) 

30. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan Kepala Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi 

tentang Penanaman Modal 

31. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Peraturan 

Walikota/Keputusan Walikota tentang Penanaman Modal 
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NO JUDUL SOP 

32. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemantauan Penanaman 

Modal Pada DPMPTSP Kota Bekasi 

33. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pembinaan Penanaman 

Modal Pada DPMPTSP Kota Bekasi 

34. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengawasan Penanaman 

Modal Pada DPMPTSP Kota Bekasi 

35. Standar Operasional  Prosedur Izin Penyelenggaraan Parkir di 

Lingkungan DPMPTSP Kota Bekasi 

36. Standar Operasional Prosedur Pencabutan Izin Praktek Tenaga Kerja 

Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Pada DPMPTSP Kota Bekasi 

37. Standar Operasional Prosedur Monitoring Pelayanan Pada Mal 

Pelayanan Publik (MPP) dan Gerai Pelayanan Publik (GPP) Kota 

Bekasi 

38. Standar Operasional Prosedur Monitoring Pengaduan Pelayanan Pada 

Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Gerai Pelayanan Publik (GPP) Kota 

Bekasi 

39. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja 

40. Standar Operasional Prosedur Pengenaan Sanksi Administratif 

Kegiatan Usaha di Kota Bekasi 

41. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat 

Risiko Rendah Melalui Online Single Submission (OSS) 

42. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat 

Risiko Menengah Rendah Melalui Online Single Submission (OSS) 

43. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat 

Risiko Menengah Tinggi Melalui Online Single Submission (OSS) 

44. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat 

Risiko Tinggi Melalui Online Single Submission (OSS) 

45. Standar Operasional Prosedur Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 

Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT) 

46. Standar Operasional Prosedur Izin Penyelenggaraan/Pemasangan 

Reklame Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT) 

47. Standar Operasional Prosedur Izin Penggunaan Tempat Makam 

(IPTM) Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT) 
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NO JUDUL SOP 

48. Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Dokter Melalui Sistem 

Layanan Perizinan Terpadu (SILAT) 

49. Standar Operasional Prosedur Izin Penyelenggaraan Tukang Gigi 

Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT) 

50. Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Bidan Melalui Sistem 

Layanan Perizinan Terpadu (SILAT) 

51. Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Perawat Melalui Sistem 

Layanan Perizinan Terpadu (SILAT) 

52. Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Apoteker Melalui Sistem 

Layanan Perizinan Terpadu (SILAT) 

53. Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Tenaga Teknik 

Kefarmasian Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT) 

54. Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut 

Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT) 

55. Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Analis Kesehatan Melalui 

Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT) 

56. Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Gizi/Nutrisionist Melalui 

Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT) 

57. Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Teknisi Sanitarian Melalui 

Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT) 

58. Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Fisioterapi Melalui Sistem 

Layanan Perizinan Terpadu (SILAT) 

59. Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Radiografer Melalui 

Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT) 

60. Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Perekam Medis Melalui 

Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT) 

61. Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Elektromedik Melalui 

Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT) 

62. Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Kardiovaskuler Melalui 

Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT) 

63. Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Transfusi Darah Melalui 

Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT) 

64. Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Terapis Wicara Melalui 

Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT) 
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NO JUDUL SOP 

65. Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Refraksionis Optisien 

Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT) 

66. Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Okupasi Terapi Melalui 

Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT) 

67. Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Akupunktur Melalui 

Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT) 

68. Standar Operasional Penerbitan Izin Praktek Penata Anestesi Melalui 

Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT) 

69. Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Psikologi Melalui Sistem 

Layanan Perizinan Terpadu (SILAT) 

70. Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Epidemiolog Kesehatan 

Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT) 

71. Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Promosi Kesehatan dan 

Ilmu Perilaku Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT) 

72. Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Pembimbing Kesehatan 

Kerja Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT) 

73. Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Tenaga Biostatistik dan 

Kependudukan Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT) 

74. Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Tenaga Kesehatan 

Reproduksi dan Keluarga Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu 

(SILAT) 

75. Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Entomolog Kesehatan 

Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT) 

76. Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Mikrobiolog Kesehatan 

Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT) 

77. Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Audiologis Melalui Sistem 

Layanan Perizinan Terpadu (SILAT) 

78. Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Ahli Teknologi 

Laboraturium Medik Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu 

(SILAT) 

79. Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Radioterapis Melalui 

Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT) 

80. Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Ortotik Prostetik Melalui 

Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT) 
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NO JUDUL SOP 

81. Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Fisikawan Medik Melalui 

Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT) 

82. Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Teknisi Gigi Melalui 

Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT) 

83. Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Penyehat Tradisional 

Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT) 

84. Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Dokter Hewan Melalui 

Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT) 

85. Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Paramedik Veteriner 

Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT) 

86. Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Dokter Hewan Melalui 

Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT) 

87. Standar Operasional Prosedur Izin Pelaku Teknik Bangunan Melalui 

Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT) 

88. Standar Operasional Prosedur Izin Hak Pemakaian Tempat Dasaran 

(HPTD) Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT) 

89. Standar Operasional Prosedur Izin Pendirian Program atau Satuan 

Pendidikan Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT) 

90. Standar Operasional Prosedur Izin Penyelenggaraan Satuan 

Pendidikan Non Formal Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu 

(SILAT) 

91. Standar Operasional Prosedur Izin Pengelolaan Usaha Pasar Rakyat 

Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT) 

92. Standar Operasional Prosedur Izin Kartu Pengawas Melalui Sistem 

Layanan Perizinan Terpadu (SILAT) 

93. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik Pada Mal Pelayanan 

Publik (MPP) Kota Bekasi. 
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2.2 SUMBER DAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 

TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BEKASI 

 

2.2.1 Kondisi Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi 

Kondisi dan potensi yang ada di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi merupakan faktor 

kekuatan yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam 

mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Bekasi bidang urusan 

Penanaman Modal, adapun faktor-faktor kekuatan tersebut antara 

lain : Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 117 Tahun 2021 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta 

Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kota Bekasi. 

Sumber Daya Aparatur merupakan unsur yang sangat 

penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut. 

Untuk Sumber Daya Aparatur di lingkungan Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki latar belakang 

dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal. Secara 

kuantitatif, DPMPTSP memiliki pegawai yang cukup memadai, 

yaitu sebanyak 235 orang, terdiri dari 76 orang Aparatur Sipil 

Negara (ASN) dan 168 orang Non ASN, dengan ringkasan sebagai 

berikut : 

 
Tabel 2.2 

Jumlah PNS di Lingkungan DPMPTSP Kota Bekasi                     

Berdasarkan Klasifikasi Jabatan 

No KLASIFIKASI JABATAN  JUMLAH 

1. 

2. 

3. 

4. 

Jabatan Struktural 

Jabatan Fungsional tertentu 

Jabatan Fungsional Khusus 

Jabatan Fungsional Umum 

8 

17 

3 

39 

 Jumlah 67 
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Tabel 2.3 

Jumlah PNS di Lingkungan DPMPTSP Kota Bekasi                     

Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan  

No KLASIFIKASI PENDIDIKAN PNS JUMLAH 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

S-2 

S-1 

D IV 

Sarjana Muda/ D III 

SLTA 

20 

39 

0 

1 

7 

 Jumlah 67 

 
Tabel 2.4 

Jumlah Pegawai Non ASN di Lingkungan DPMPTSP Kota Bekasi                      

Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan  
 

No KLASIFIKASI PENDIDIKAN Non 
PNS 

JUMLAH 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

S-2 

S-1 

DIV 

Sarjana Muda/ D III 

D II 

SMA 

SMP 

5 

88 

1 

19 

1 

53 

1 

 Jumlah 168 

 
Tabel 2.5 

Jumlah PNS di Lingkungan DPMPTSP Kota Bekasi                      

Berdasarkan Klasifikasi Golongan / Ruang 
 

No KLASIFIKASI 
GOLONGAN/RUANG 

JUMLAH 

1. 

2. 

3. 

IV/c 

IV/b 

IV/a 

1 

0 

10 

 SUB JUMLAH GOL IV 11 

3. 

4. 

5. 

6. 

III/d 

III/c 

III/b 

III/a 

27 

9 

8 

7 

 SUB JUMLAH GOL III 51 
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7. II/d 3 

8. II/c 1 

9. II/b 1 

 SUB JUMLAH GOL II 5 

 JUMLAH TOTAL 67 

 

Tabel 2.6 
 Jumlah Pegawai di Lingkungan Dinas PMPTSP Kota Bekasi  

s/d September Tahun 2022 

Berdasarkan Berdasarkan Jenis Kelamin  
 

No JENIS KELAMIN JUMLAH 

1. 

2. 

PRIA 

WANITA 

137 

98 

 Jumlah 235 

 

Tabel 2.7 
Jumlah Pegawai di Lingkungan Dinas PMPTSP  

Kota Bekasi s/d Bulan September Tahun 2022 

Berdasarkan Berdasarkan Umur 

 

No JENIS KELAMIN JUMLAH 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

<25 

25-35 

36-45 

46-55 

>56 

18 

90 

96 

27 

4 

 Jumlah 235 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Sarana dan Prasarana Penunjang DPMPTSP Kota Bekasi 

  Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu 

Pintu Kota Bekasi memiliki aset sesuai dengan kondisi pada Tabel 

2.8 adalah sebagai berikut : 
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Tabel 2.8 
DAFTAR ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN 

SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG DPMPTSP KOTA BEKASI 
 

NO NAMA BARANG JUMLAH NILAI (Rp.) 

1 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu 

1.551 10.687.664.211,00 

  KOMPUTER 417 4.243.001.191,00 

  -    Mainframe (Komputer Jaringan) 1 33.000.000,00 

  -    P.C Unit 166 2.004.730.867,00 

  -    Lap Top 21 276.805.600,00 

  -    Note Book 11 105.920.550,00 

  -    Hard Disk 18 70.616.400,00 

  -    Scanner (Peralatan Mini Komputer) 3 45.000.000,00 

  -    Printer (Peralatan Personal Komputer) 147 639.520.649,00 

  -    Scanner (Peralatan Personal Komputer) 17 438.333.250,00 

  -    External/ Portable Hardisk 2 5.275.000,00 

  -    Peralatan Personal Komputer lainnya 1 6.900.000,00 

  -    Server 12 475.895.875,00 

  -    Router 2 31.139.000,00 

  -    Acces Point 5 12.200.000,00 

  -    Peralatan Jaringan lainnya 11 97.664.000,00 

  PERALATAN OLAH RAGA 2 30.000.000,00 

  -    Peralatan Permainan lainnya 2 30.000.000,00 

  ALAT ANGKUTAN 15 2.244.589.400,00 

  -    Sedan 1 471.170.000,00 

  -    Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) 8 1.691.495.000,00 

  -    Sepeda Motor 6 81.924.400,00 

  ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR 3 28.300.000,00 

  -    alat ukur universal   lainnya (dst) 3 28.300.000,00 

  ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA 1.052 3.849.852.620,00 

  -    Lemari Besi/Metal 1 3.620.320,00 

  -    Lemari Kayu 5 20.450.000,00 

  -    Rak Besi 12 79.900.000,00 

  -    Filing Cabinet Besi 23 53.155.600,00 

  -    Rotary Filling 3 82.194.000,00 

  -    Locker 2 13.615.200,00 

  -    Lemari Kaca 28 134.229.840,00 

  -    CCTV - Camera Control Television System 22 100.350.000,00 

  -    Papan Visual/Papan Nama 5 253.520.000,00 

  -    Alat Penghancur Kertas 6 16.300.000,00 

  -    Mesin Absensi 7 36.500.000,00 

  -    Overhead Projector 4 42.175.000,00 

  -    Display 2 99.400.000,00 

  -    LCD Projector/Infocus 3 7.050.000,00 

  -    Mesin Antrian 4 132.100.000,00 

  -    Alat Kantor Lainnya 3 97.412.500,00 

  -    Meja Kerja Kayu 1 4.900.000,00 

  -    Kursi Besi/Metal 30 21.483.000,00 

  -    Meja Rapat 1 6.500.000,00 

  -    Meja Resepsionis 2 23.808.000,00 

  -    Meja Tambahan 1 1.906.500,00 

  -    Meja 1/2 Biro 12 32.784.000,00 

  -    Kursi Rapat 44 89.980.000,00 

  -    Kursi Putar 16 16.885.000,00 

  -    Kursi Biasa 4 2.000.000,00 

  -    Bangku Tunggu 45 104.595.400,00 

  -    Sofa 20 186.193.500,00 

DAFTAR ASET TETAP - PERALATAN MESIN   Halaman 1 dari 2 
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  -    Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner 1 4.800.000,00 

-    Lemari Es 2 5.650.000,00 

-    A.C. Window 10 132.973.600,00 

-    A.C. Split 24 179.211.400,00 

-    Televisi 26 246.550.000,00 

-    Loudspeaker 8 14.200.000,00 

-    Sound System 1 9.350.000,00 

-    Microphone 2 3.200.000,00 

-    Stabilisator 12 44.295.000,00 

-    Camera Video 4 66.993.800,00 

-    Camera film 6 37.600.000,00 

-    Dispenser 8 15.536.000,00 

-    Coffee Maker 1 1.800.000,00 

-    Meja Kerja Pejabat Eselon III 2 13.857.000,00 

-    Meja Kerja Pegawai Non Struktural 200 499.067.000,00 

-    Meja Tamu Biasa 2 5.766.000,00 

-    Meja Rapat Pejabat lainnya 2 21.631.800,00 

-    Kursi Kerja Pejabat Eselon II 2 6.998.250,00 

-    Kursi Kerja Pejabat Eselon III 55 129.467.300,00 

-    Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 221 337.288.310,00 

-    Kursi Kerja Pejabat lainnya 26 53.371.400,00 

-    Kursi Hadap Depan Meja Kerja lainnya 65 129.967.500,00 

-    Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis 53 174.100.400,00 

-    Buffet Kayu 13 53.170.000,00 

ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR 56 260.059.000,00 

-    Audio Mixing Console 1 4.500.000,00 

-    Uninterruptible Power Supply (UPS) 1 12.750.000,00 

-    Microphone Cable 3 2.700.000,00 

-    Digital LED Running Text 1 19.700.000,00 

-    Rak Peralatan 1 8.900.000,00 

-    Layar Film/Projector 2 18.931.000,00 

-    Telephone (PABX) 1 1.850.000,00 

-    Telephone Mobile 20 89.200.000,00 

-    Handy Talky (HT) 7 23.686.000,00 

-    Facsimile 1 2.650.000,00 

-    alat komunikasi telephone   lainnya (dst) 9 57.792.000,00 

-    Switching Matrix and Server 3 1.950.000,00 

-    alat komunikasi lainnya   lainnya (dst) 6 15.450.000,00 

ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN 2 2.262.000,00 

-    Alat Kedokteran umum lainnya 1 900.000,00 

-    Alat Kesehatan Umum lainnya 1 1.362.000,00 

ALAT LABORATORIUM 1 5.000.000,00 

 
 

-    Generator Set(Lab Scale) 1 5.000.000,00 

ALAT PERSENJATAAN 3 24.600.000,00 

-    Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran 
Tembak Udara) 

3 24.600.000,00 

TOTAL 1.551 10.687.664.211,00 

  

DAFTAR ASET TETAP - PERALATAN MESIN   Halaman 2 dari 2 

 

Sumber data : BPKAD Kota Bekasi Tahun 2021 
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2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 

TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BEKASI 
 

 

 

2.3.1   Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 

 

Pengukuran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mencakup target yang ditetapkan 

dalam Rencana Strategis yang diselaraskan dengan Realisasi 

Capaian, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala daerah 

dan Wakil Kepala Daerah. DPMPTSP memiliki 3 (tiga) Indikator 

Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan 

fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Bekasi.  

Pencapaian Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama ke 1 

yaitu Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP yang merupakan ukuran 

keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama dari suatu 

tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi. Nilai Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditetapkan sebagai Indikator 

Kinerja Utama/Indikator Sasaran untuk mengukur meningkatnya 

akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan 

pemerintah untuk mencapai Misi I RPJMD 2018-2023 yaitu 

Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, 

karena nilai akuntabilitas instansi pemerintah merupakan salah 

satu indikator penilaian untuk menilai tingkat akuntabilitas atau 

pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan 

anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang 

berorientasi kepada hasil (result oriented goverment). Untuk 

mengukur peningkatan kapasitas penilaian yang baik disamping 

melalui indeks reformasi dan birokrasi juga Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu entry 

point utama untuk mewujudkan reformasi birokrasi. 

Adapun capaian indikator Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP dapat 

dilihat pada tabel berikut : 
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TABEL 2.9 
 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

NILAI (LHE) AKIP DPMPTSP 

 TAHUN 2017-2021 
 

 
Sumber data : Data LHE Inspektorat terhadap DPMPTSP Kota Bekasi S/D Tahun 2021, Diolah 

 

Dengan melihat tabel tersebut di atas bahwa target dari tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 tidak ada penentuan target 

untuk nilai LHE AKIP DPMPTSP. Baru ditahun 2021 s/d 2023 pada renstra perubahan di tahun 2021, penyesuaian  indikator dan 

target tersebut  dimasukkan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

Untuk mengukur Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berpedoman pada Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan bahwa dalam rangka peningkatan 

kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana 

impelentasi SAKIP suatu instansi/unit kerja. Hasil evaluasi AKIP ini dinyatakan dalam suatu nilai peringkat. 

NO 

 

INDIKATOR 

KINERJA 

SASARAN 

 

SATUAN 

TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA 

TAHUN 

2017 

TAHUN 

2018 

TAHUN 

2019 

TAHUN 

2020 

TAHUN 

2021 

TAHUN 

2017 

TAHUN 

2018 

TAHUN 

2019 

TAHUN 

2020 

TAHUN 

2021 

TAHUN 

2017 

TAHUN 

2018 

TAHUN 

2019 

TAHUN 

2020 

TAHUN 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

1 Nilai (LHE) 

AKIP 

DPMPTSP 

Nilai - - - - 83,75 80,03 81,90 - 83,63 84,47 - - - 115 100,85% 
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Dengan melihat tabel di atas, maka dapat menunjukan bahwa 

secara kuantitas Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP s/d tahun 2021 dapat 

mempertahankan capaian kinerja dengan memperoleh nilai 84,47% 

dan dengan tingkat akuntabilitas kinerja A.   

Hasil evaluasi s/d Tahun Anggaran 2022 merupakan akumulasi 

penilaian terhadap komponen kinerja yang dievaluasi meliputi 5 (lima) 

komponen Manajemen Kinerja yaitu : Perencanaan Kinerja, 

Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian 

Kinerja. 

Faktor penentu keberhasilan pencapaian indikator nilai 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah s/d Tahun 2021 ini 

dikarenakan Pemerintah Kota Bekasi menindaklanjuti rekomendasi-

rekomendasi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam surat Deputi Bidang 

Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan 

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 

sehingga DPMPTSP Kota Bekasi sebagai salah satu perangkat daerah di 

Kota Bekasi turut melaksanakan tindaklanjut dari rekomendasi-

rekomendasi tersebut dengan melakukan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

1. Menyempurnakan crosscutting kinerja antara DPMPTSP dengan 

perangkat daerah Kota Bekasi. Untuk melihat keterkaitan pola 

hubungan kerja antar instansi perangkat daerah; 

2. Menyusun Proses Bisnis sebagai dasar memperbaiki cascade 

kinerja mulai organisasi hingga individu; 

3. Penyusunan Indikator Kinerja Individu; 

4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pencapaian kinerja 

Sasaran Strategis, Capaian Program dan Kegiatan, serta 

penyerapan anggaran. Monev dilakukan untuk memastikan 

program kegiatan merupakan cara yang paling efektif dan efisien. 
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2.3.2   Kinerja Pelayanan Perizinan  

 

  Pencapaian Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama ke 2 

yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan 

Non Perizinan yang merupakan Keberadaaan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (PTSP) sebagai bagian yang tak terpisahkan pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi 

serta memberikan gambaran semangat Kota Bekasi dalam 

mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, mudah dan 

transparan, mewujudkan kemudahan dan kepastian hukum bagi 

masyarakat dalam memperoleh  pelayanan perizinan, dan 

terwujudnya hak-hak masyarakat dan investor untuk 

mendapatkan pelayanan prima di bidang perizinan.  

  Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang 

Nomor 25 tahun 2001 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(Kementerian PANRB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara 

Pelayanan Publik, maka perlu melaksanakan pemantauan dan 

evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, guna 

memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan 

pelayanan publik. Salah satu cara pengukuran kualitas pelayanan 

publik adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat. 

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran 

secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan 

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat 

masyarakat. Melalui survei ini diharapkan mendorong partisipasi 

masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja 

penyelenggara pelayanan serta mendorong penyelenggara 

pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan 

melakukan pengembangan melalui inovasi-inovasi pelayanan 

publik. 

  Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat pada 

DPMPTSP Kota Bekasi penyusunannya berpedoman pada 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
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Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 

dimana untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan publik baik yang bersifat barang, jasa maupun 

administratif digunakan 9 (Sembilan) unsur penting yaitu 

Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya Tarif, Produk 

Layanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Sarana dan 

Prasarana dan Penanganan pengaduan saran dan masukan yang 

diukur terhadap 4 (empat) lokasi layanan pada DPMPTSP Kota 

Bekasi. 

Adapun capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dapat dilihat pada tabel       

berikut : 
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TABEL 2.10 
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  

TAHUN 2017-2021 
 

 
Sumber data : Renstra 2018-2023 dan Data LKIP dan Renja terhadap DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2017 s.d 2021 

 

 

 

 

 

 

NO 

 

INDIKATOR 

KINERJA 

SASARAN 

 

SATUAN 

TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA 

TAHUN 

2017 

TAHUN 

2018 

TAHUN 

2019 

TAHUN 

2020 

TAHUN 

2021 

TAHUN 

2017 

TAHUN 

2018 

TAHUN 

2019 

TAHUN 

2020 

TAHUN 

2021 

TAHUN 

2017 

TAHUN 

2018 

TAHUN 

2019 

TAHUN 

2020 

TAHUN 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

1 Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

(IKM) 

Pelayanan 

Perizinan 

dan Non 

Perizinan 

Indeks 82.10 82.50 82,70 82,80 82,90 82.20 82.67 82,75 82,80 84.11 100,12 100,2 100,06 100 101,45 
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Pencapaian Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama ke 2 

yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan 

Non Perizinan, pada Tahun 2017-2021 selalu mencapai target.  

Dengan melihat data historis selama lima tahun terakhir rata-

rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan 

perizinan di Kota Bekasi adalah sebesar 76,61–88,30 atau dengan 

nilai mutu “B”. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan 

kualitas pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Bekasi terus melakukan 

berbagai upaya perbaikan khususnya yang terkait dengan 

peningkatan waktu penyelesaian perizinan. 

Rasio kenaikan capaian indeks kepuasan masyarakat 

didukung antara lain : 

1. Pendirian Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Gerai Pelayanan 

Publik (GPP) yang bersifat integrative dan komprehensif 

dibeberapa tempat seperti di MPP Mal BTC Bekasi Timur, GPP 

Mal Atrium Pondok Gede dan GPP Cibubur Junction; 

2. Pengembangan SDM ASN DPMPTSP terus dilakukan untuk 

menabah profesionalisme dalam memuaskan masyarakat 

pemohon izin, hal tersebut berdampak pada peningkatan nilai 

IKM, salah satunya adalah adanya reward and punishment 

(kode etik); 

3. Tersosialisasinya pemahaman masyarakat mengenai kinerja 

pelayanan perizinan yang sudah mulai ada perubahan dengan 

dilakukannya sosialisasi secara berkala yang dilakukan oleh 

DPMPTSP Kota Bekasi diantaranya adalah : 

a. One Day Service Pelayanan Perizinan kepada Dunia 

Usaha, asosiasi dan masyarakat; 

b. Sosialisasi perizinan melalui media sosial (Instagram, 

Facebook & Twitter); 

c. Sosialisasi Perizinan melalui Web-site Kota Bekasi; 

d. Sosialisasi melalui media massa. 

4. Telah memiliki SOP DPMPTSP Berdasarkan Keputusan 

Walikota Bekasi Nomor : 060/Kep.66-DPMPTSP/II/2022 

tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Non Berusaha 
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di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi; 

5. Memiliki SOP DPMPTSP Berdasarkan Keputusan Walikota 

Bekasi Nomor : 067/Kep.377-DPMPTSP/VIII/2021 tentang 

Jenis Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizian 

Berusaha Berbasis Resiko pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi. 

6. Perbaikan dan pengembangan sistem informasi secara 

berkelanjutan terus dilakukan untuk memberikan kemudahan 

dalam pelayanan perizinan kepada masyarakat seperti : 

a. Simplikasi perizinan; 

b. Layanan pengantaran perizinan untuk perizinan dengan 

kriteria tertentu; 

c. Pelayanan perizinan berbasis online serta aplikasi tracker 

(pelacakan/pegecekkan progress); 

d. DPMPTSP  Kota Bekasi  melakukan inovasi dengan 

meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Antrian 

Terintegrasi (SIMPEL ANTRI) Online di Mal Pelayanan 

Publik, sehingga memudahkan masyarakat dalam 

mengurus dan menggunakan layanan di Mal Pelayanan 

Publik dengan mendaftar secara online sebelumnya; 

e. DPMPTSP Kota Bekasi menggunakan QR Code dalam 

validasi serta keabsahan produk perizinan yang 

memudahkan pemohon dapat mencetak izin secara 

mandiri. 

7. Adanya jumlah izin yang terbit dan laporan pengaduan 

masyarakat terhadap layanan perizinan yang terselesaikan 

pada DPMPTSP; 

8. Adanya Pelayanan yang dilakukan, melalui aplikasi online 

seperti SILAT dan OSS, sehingga masyarakat dimudahkan 

melalui pelayanan tersebut.  

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kota Bekasi meluncurkan inovasi terhadap penyelenggaraan 

penerbitan Rekomendasi Online melalui aplikasi Sistem Layanan 

Terpadu (SILAT) dan menggunakan fitur Tanda Tangan Elektronik 

(TTE). Hal ini sesuai dengan Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor : 
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503/333/DPMPTSP tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan 

Perizinan dan Non Perizinan Melalui Penerbitan Rekomendasi 

Online Menuju Pelayanan Multi Prima Di Kota Bekasi. Sistem 

Infornasi Layanan Terpadu (SILAT) yang dapat diakses melalui 

laman www.silat.bekasikota.go.id;   

Dalam pelaksanaan tugasnya pada Dinas Penanaman Modal 

dan pelayanan Terpadu Satu Pintu, selain aplikasi Silat di 

keluarkan Undang-Undang cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 

tentang cipta kerja dan sesuai pasal 185 UU cipta kerja yang 

mengamanatkan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor                    

5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko,  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko di 

daerah dalam mempermudah perizinan bagi pelaku usaha 

UMK/UMKM dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal 

RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara 

Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menjadi panduan 

dasar dalam pelaksanaan OSS RBA. Kementerian, Lembaga, dan 

Daerah menyepakati akan diadakannya program pengawasan 

bersama yang berkolaborasi dengan OPD Teknis Pusat dan 

Daerah yang berwenang. OSS RBA dapat di akses melalui 

www//dpmptsp@bekasikota.go.id; 

Dalam akses tersebut, Masyarakat akan mendapatkan layanan 

yang lebih luas untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non 

perizinan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan dan 

akuntabel, maka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi dilaksanakan secara 

elektronik. Dengan adanya system aplikasi perizinan online proses 

perizinan lebih mudah dipantau oleh OPD Teknis secara online.  

Sesuai dengan roadmap yang telah dibuat Tahun 2021 

merupakan target waktu pelayanan perizinan yang dilaksanakan 

secara online baik produk perizinan maupun rekomendasi teknis. 

Penerapan rekomendasi online tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) 

OPD Teknis yaitu : 

1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi;  

http://www.silat.bekasikota.go.id; 
mailto:www//dpmptsp@bekasikota.go.id
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2. Dinas Perhubungan Kota Bekasi; 

3. Dinas Pendidikan Kota Bekasi; 

4. Dinas Kesehatan Kota Bekasi; 

5. Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi; 

6. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota 

Bekasi; 

7. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Kawasan Pertanahan 

Kota Bekasi; 

8. Dinas Tata Ruang Kota Bekasi; 

9. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi; 

10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi 

 

Pelayanan Perizinan dan non perizinan untuk mendukung 

nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) didukung pula dengan 

adanya pengaduan kepada masyarakat dalam rangka 

mengevaluasi kinerja pelayanan perizinan penanaman modal 

sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, DPMPTSP terus 

berusaha meningkatkan kualitas pelayanan melalui pengelolaan 

layanan informasi dan pengaduan masyarakat yang masuk terkait 

pemberian layanan di lingkup DPMPTSP baik  yang berupa saran, 

kritik maupun masukan yang bersifat konstruktif. Maksud dan 

tujuan Layanan informasi dan pengaduan yaitu : 

1. Sebagai sarana perbaikan pelayanan publik; 

2. Peningatan kepercayan masyarakat; 

3. Sebagai dasar pengambilan keputusan/kebijakan; 

4. Terbangunnya system pelayanan public yang transparan, 

partisipatif dan akuntabel. 

Adapun bentuk pengaduan masyarakat merupakan 

penyampaian aduan atau informasi dari masyarakat yang dapat 

dilakukan dengan 2 cara yaitu : 

1. Pengaduan secara langsung 

Dilakukan secara langsung oleh masyarakat/pemohon 

dengan cara datang langsung ke ruangan pengaduan 
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dan/atau bertemu langsung dengan petugas yang menangani 

pengaduan. 

2. Pengaduan secara tidak langsung  

Pengaduan secara tidak langsung biasanya dilakukan melalui 

Short Message Service (SMS), Surat, Faximili, E-mail, Telepon, 

Website/aplikasi yang dibuat secara khusus untuk saluran 

pengaduan online, yaitu Sistem Aplikasi Pengaduan 

Masyarakat. 

  Tindak lanjut pengaduan berupa jawaban langsung, 

perbaikan, dan rencana perbaikan maupun rekomendasi. Laporan 

layanan informasi dan pengaduan  diumumkan setiap bulan 

dengan cara di upload di “Layar Pintar” agar mudah dilihat dan 

diketahui oleh masyarakat.  

 

Berikut ini perbandingan jumlah laporan penerbitan izin dan 

non perizinan dari Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 2.11 

Laporan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan  

dari Tahun 2017-2021 

 

NO Penerbitan 

izin 

Tahun 

2017 

Tahun 

2018 

Tahun 

2019 

Tahun 

2020 

Tahun 

2021 

1 Pelayanan 
Perizinan 

dan Non 

Perizinan 
 

42.307 49.973 34.580 35.839 33.701 

 

Sumber data : pada bidang pelayanan data, pengembangan teknologi informasi dan 

pengaduan. 

 

Pada tabel diatas terlihat di Tahun 2018 kenaikan jumlah 

penerbitan izin lebih besar dari tahun sebelum nya dan 

sesudahnya dikarenakan jenis izin terbanyak yang dimohon 

adalah Reklame dan diikuti oleh IMB. Sedangkan pada tahun 

2019-2021 mulai berkurang seiring dengan adanya pelayanan 

perizinan online yang diterapkan.  

pada Tahun 2021 Jumlah izin terbit dan izin terbit dengan 

pemenuhan komitmen pada DPMPTSP pada di peroleh melalui 
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sistem SILAT dan OSS dengan realisasi sebesar 33.701 izin dengan 

total izin yang terdiri dari :  

1. izin terbit melalui OSS sebanyak : 6.029; 

2. izin terbit dengan pemenuhan komitmen melalui aplikasi 

SILAT  sebanyak : 27.672. 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kota Bekasi tidak puas diri dengan hasil Indeks 

Kepuasan Masyarakat (IKM) yang sudah diraih saat ini oleh 

karena itu untuk kedepan DPMPTSP akan lebih meningkatkan 

perbaikan dan inovasi dari segala aspek secara terus menerus 

dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan kepada 

masyarakat secara optimal. Selain itu, DPMPTSP berupaya agar 

pengaduan terkait dengan perizinan setiap tahunnya akan terus 

berkurang.  

Berikut ini perbandingan jumlah laporan Pengaduan 

masyarakat yang terselesaikan dari Tahun 2017-2021 adalah 

sebagai berikut : 

 

Tabel 2.12 
Perbandingan Data Pengaduan Masyarakat pada DPMPTSP 

dari Tahun 2017-2021 
 

NO Tahun Jumlah 

Pengaduan 

Penyelesaian 

1 Tahun 2017 
 

32 Telah diselesaikan 

2 Tahun 2018 

 

58 Telah diselesaikan 

3 Tahun 2019 
 

64 Telah diselesaikan 

4 Tahun 2020 

 

63 Telah diselesaikan 

5 Tahun 2021 
 

80 Telah diselesaikan 

 

Berdasarkan tabel 2.12 di atas jumlah pengaduan yang 

masuk dari tahun 2017-2021 mengalami kenaikan hal tersebut 

dikarenakan selain keluhan yang banyak terdapat juga saran dan 

masukkan dari pemohon dan masyarakat untuk kemajuan 

peningkatan pelayanan DPMPTSP Kota Bekasi kedepannya. 
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2.3.3   Kinerja Penanaman Modal 

 

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DPMPTSP) mencakup target yang tertuang dalam 

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis yang 

diselaraskan dengan Realisasi Capaian yang dilaksanakan sesuai 

dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi. Indikator kinerja ke 

3 yaitu nilai realisasi investasi PMDN dan PMA merupakan 

ukuran keberhasilan atas kebijakan penanaman modal yang 

diterapkan Pemerintah Kota Bekasi dalam menciptakan iklim 

usaha yang kondusif dan mempertahankan keberadaan investasi 

yang sudah ada serta menarik investor baru dengan 

meningkatkan promosi daerah, maupun usaha kerjasama dan 

investasi dengan calon investor dalam dan luar negeri. 

Investasi PMDN/PMA terjadi peningkatan yang cukup tinggi 

sejak Tahun 2017 s.d 2021, hal tersebut dapat dilihat dari 

peningkatan realisasi Investasi capaian tahunan,  seperti dalam 

table 2.9 di bawah ini : 

m…………………………………………………………….
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Tabel 2.13 
Tabel Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada Realisasi Investasi Kota Bekasi 

 

 

 

 
 

 

NO 

 

 
 

 

TAHUN 
TARGET 

 INVESTASI 

 

NILAI INVESTASI 

PERTUMBUHAN 
INVESTASI 

(%) 

 

TENAGA KERJA INDONESIA 

 

TENAGA KERJA ASING 

 

KET 

 
SPIPISE 

 
NON SPIPISE 

PENYERTAAN 

MODAL 

PEMERINTAH 

KOTA BEKASI 

 

 
TOTAL INVESTASI 

  
SPIPISE 

 

NON 
SPIPISE 

 
TOTAL 

 
SPIPISE 

 

NON 
SPIPISE 

 
TOTAL 

 

 
INVESTASI PMA 

 
INVESTASI PMDN 

     
PMA 

 
PMDN 

   
PMA 

 
PMDN 

   

1 2017 6.537.134.929.669 2.640.853.070.000 1.387.221.735.673 10.075.572.464.138 45,250,000,000 14,148,897,269,811 28,89 2,721 1,061 data 
tidak 

tersedia 

3,782 - - data 
tidak 

tersedia 

- 
 

 

2 

 

2018 
7.190.848.422.636 

 

3.697.706.700.000 

 

2.674.864.900.000 

 

4.053.481.904.800 

 

34,000,000,000 

 

10,460,053,504,800 

 

-14,02 

 

915 

 

1,525 
data 
tidak 

tersedia 

 

2,440 

 

20 

 

- 
data 
tidak 

tersedia 

 

20 

 

 
3 

 
2019 

11.506.058.855.280 
 

3.154.301.900.991 
 

4.086.281.800.000 
 

581,563,370,008 
 

- 
 

7,822,147,070,999 
 

-17,92 
 

1,981 
 

2,329 
data 
tidak 

tersedia 

 
4,310 

 
- 

 
- 

data 
tidak 

tersedia 

 
- 

 

 
4 

 
2020 

7.710.811.636.000 
 

2.872.652.699.709 
 

3.788.747.200.000 
 

- 
 

- 
 

6.661.399.899.708 
 

-17,20 
 
- 

 
1.645 

data 
tidak 

tersedia 

 
1.645 

 
175 

 
1.411 

data 
tidak 

tersedia 

 
1.586 

 

 

5 

 

2021 
6.927.855.895.697 

 

3.029.161.733.071 

 

5.137.934.300.000 

 

- 

 

- 

 

8.167.096.033.071 

  

3.764 

 

2.408 
data 

tidak 
tersedia 

 

6.172 

 

709 

 

3 
data 

tidak 
tersedia 

 

712 

 

 Nilai Rata-rata : 9.451.918.755.678 
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Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian realisasi investasi 

pada Tahun 2017 paling tinggi realisasi investasi sebesar 

Rp.14.148.897.269.811 dikarenakan  data investasi yang diambil 

berdasarkan dari perusahan-perusahaan yang patuh terhadap LKPM 

maupun yang tidak. Namun begitu dibandingkan dengan capaian 

realisasi investasi Tahun 2018 masih melebihi target dari yang 

ditargetkan pada Renstra 2018-2023 dengan target akhir sebesar 

Rp7.190.848.422.636,65 atau kenaikan sebesar 10% dari taget tahun 

sebelumnya dan dengan capaian realisasi investasi Tahun 2018 sebesar 

Rp10.460.053.504.800 serta prosentase kenaikannya mencapai 145%. 

Peningkatan nilai investasi di Kota Bekasi mengalami peningkatan 

yang cukup signifikandari yang ditargetkan 10% dengan realisasi 

sebesar 145%. hal tersebut disebabkan ada beberapa kebijakan yang 

dikeluarkan mampu mendorong pertumbuhan investasi lebih dari 

harapan, kebijakan tersebut diantarannya : 

1. Keterbukaan dari Pemerintah Kota Bekasi menyambut para 

investor asing akan berinvestasi; 

2. Peluang investasi di Kota Bekasi dalam bidang jasa perdagangan 

masih terbuka dan masih sangat luas; 

3. Kemudahan dalam pelayanan perizinan membuat banyak investor 

tertarik untuk berinvestasi di Kota Bekasi; 

4. Inovasi pelayanan perizinan berupa perizinan online, One Day 

Servis (ODS), Simple antri, QR Code (cetak langsung) dan 

pelayanan pengantaran izin yang sudah selesai langsung ke 

pemohon; 

5. Upgrade system informasi yang terus ditingkatkan setiap tahun. 

Sedangkan di tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 ada 

peningkatan dan penurunan nilai realisasi investasi tersebut. Hal ini 

disebabkan pada tahun 2019 tidak tercapai dari target karena adanya 

pernyataan tertulis yang diberlakukannya yaitu PP24 Tahun 2018 

tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elekronik 

(OSS) dan sesuai Peraturan Perka BKPM No.7 Tahun 2018 tentang 

pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal 

bahwa realisasi investasi harus berdasarkan LKPM/SPIPISE, 

Kurangnya kepatuhan para pelaku usaha untuk melaporkan LKPM, 

Kurangnya pemahaman pelaku usaha akan mekanisme Sistem 

Pelaporan Penanaman Modal (LKPM) pasca diberlakukannya OSS, 
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sehingga banyak LKPM tidak akurat, Perubahan sistem penghitungan 

realisasi nilai investasi yang hanya menggunakan LKPM sebagai satu-

satunya sumber data dan tidak menggunakan data non LKPM (SIUP) 

sebagai sumber data investasi, sehingga realisasi investasi tidak 

sepenuhnya dapat dihitung, dan Adanya penetapan target investasi 

(10%) yang tidak rasional, melebihi kenaikan target investasi nasional 

yang hanya naik 4%. 

Pencapaian nilai realisasi pada Tahun 2019 juga didukung oleh 

adanya kegiatan pameran dan workshop yang diikuti oleh DPMPTSP 

Kota Bekasi. Adapun beberapa kegiatan pameran dan workshop yang 

diikuti sebagai berikut : 

a. Workshop Promosi Investasi Daerah; 

b. Jabar Bussiness Matching; 

c. West Java Investment Summit (WJIS) 2019; 

d. Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2019. 

 

Pada Tahun 2020 nilai realisasi investasi juga menurun sebesar                

-14,83% dari Target sebesar 10%, realisasi tersebut tidak tercapai dari target 

dikarenakan adanya situasi pandemi covid-19 yang berpengaruh 

terhadap perkembangan perekonomian dan investasi khususnya yang 

ada di Kota Bekasi, Keterbatasan potensi investasi di Kota Bekasi 

diantaranya keterbatasan lahan sebagai potensi dasar sehingga sulit 

dalam pengembangannya, antara lain : property, konstruksi, 

perdagangan dan jasa yang selama ini masih jadi andalan investasi di 

kota Bekasi. Melihat perkembangan Pada Tahun 2019, sektor 

konstruksi merupakan potensi realisasi investasi yang dominan 

memberikan kontribusi seperti pembangunan elevated tol, LRT, KCIC, 

jalan tol Cimanggis-Cibitung yang pekerjaannya masuk wilayah Kota 

Bekasi. Tetapi di Tahun 2020, sektor tersebut di atas sudah masuk 

tahap penyelesaian.  

Jika dikaitkan dengan realisasi investasi pelaksanaan kegiatan 

pada penanaman modal tersebut juga didorong melalui sebagai berikut  

1. Kegiatan Pemberdayaan UMKM Melalui Kemitraan dengan PMA dan 

PMDN adalah Meningkatnya Kemampuan Ekonomi dan Realisasi 

Investasi UMKM di Kota Bekasi; 

2. Kegiatan Analisis Profil Potensi Investasi Kota Bekasi adalah 

“Informasi Potensi Investasi untuk Mencapai Realisasi Investasi 

PMA/PMD. 
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Pada tahun 2021 Perubahan penurunan target investasi menjadi 

sebesar 4% dikarenakan penetapan target peningkatan nilai investasi 

yang melebihi kenaikan target Nasional dan provinsi Jawa Barat yang 

hanya sebesar 4%. Juga karena keterbatasan lahan sebagai potensi 

dasar investasi di Kota Bekasi. Serta adanya pendemic covid-19 yang 

menurunkan minat usaha masyarakat. 

Pencapaian realisasi investasi pada tahun 2021 mencapai 22,6% 

atas indikator persentase nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN) 

sebesar 565%, sehingga capaian indikator pada tahun 2021 hasil yang 

diperoleh menunjukkan realisasi yang melampaui target yang sudah 

ditentukan. 

Adapun keberhasilan tercapaianya target tahun 2021 dipengaruhi 

oleh beberapa faktor antara lain : 

1. Sosialisasi kepatuhan pelaku usaha dalam 

melaporkan kegiatan penanaman modal yang dilakukan secara 

door to door; 

2. Mulai tumbuh kepatuhan pada pelaku usaha terhadap kewajiban 

dalam melaporkan kegiatan penanaman modalnya; 

3. Dengan dilakukannya program 95% vaksinasi oleh Pemerintah Kota 

Bekasi memacu geliat pertumbuhan ekonomi pada masa pendemi. 

Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari 

DPMPTSP Kota Bekasi untuk mempertahankan capaian kinerja 

Persentase Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA),                      

diantaranya : 

a. Melakukan evaluasi terhadap indikator program agar seluruh 

Bagian di DPMPTSP memiliki indikator program yang harus tercapai 

dan memiliki keterkaitan erat dengan kegiatan-kegiatan serta tugas 

pokok dan fungsi masing-masing bagian agar kinerjanya maksimal; 

b. Melakukan evaluasi capaian program dan kegiatan per triwulan 

pada setiap Bagian dan menjadikan hasil evaluasi berkala tersebut 

menjadi bahan peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya; 

c. Melakukan pemantauan, pengawasan dan pembinaan kepada para 

pelaku usaha dalam mengembangkan dan memacu investasinya di 

Kota Bekasi. 

Walaupun sudah melampaui target nilai investasi yang sudah 

ditentukan namun bagaimanapun Kota Bekasi termasuk peringkat 5 
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besar se Jawa Barat, hal tersebut dikarenakan Provinsi Jawa Barat 

memiliki target kenaikan nilai investasi sebesar 3% dari target tahun 

sebelumnya. 

 

Sejak Tahun 2017 masih berdirinya Badan Pelayanan Perizinan 

Terpadu sampai dengan berubahnya nomenklatur menjadi lembaga 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

telah memiliki beberapa penghargaan yang di raih sampai dengan Tahun 

2021 yaitu :            

1. WOW Public Services Excellence Award Jawa Barat 2017Tahun 

2017; 

2. Piagam Penghargaan Wali Kota Bekasi Award 2017 (Bekasi smart 

City) Tahun 2017; 

3. Indonesia's Attractiveness Award Tahun 2017; 

4. Investment Award untuk nominasi sebagai Penyelenggara 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Terbaik Tahun 2018; 

5. Piagam Penghargaan Gubernur Jawa Barat sebagai Dinas PMPTSP 

Terbaik Kota Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2018; 

6. Piagam Penghargaan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagai Role Model 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori “Sangat Baik” Tahun 

2019; 

7. Penghargaan “The Best Leadership and Professional” yang diberikan 

oleh ilpa Award category Tahun 2019 kepada Kepala Dinas. 

8. Terbaik I Kota Sektor PTSP Lomba Inovasi Daerah Tatanan  Normal 

Baru Produktif dan Aman COVID-9 dari Kementerian Dalam Negeri  

Wali Kota Bekasi, Dr. Rahmat Effendi menerima langsung 

penghargaan yang diserahkan oleh Deputi Pelayanan Publik, 

Kemenpan RB; 

9. Juara Favorit 3 Daerah Favorit Lomba Inovasi Daerah Tatanan 

Kehidupan Baru (New Normal), diserahkan langsung oleh Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian. Penghargaan 

tersebut berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kompleks 

Kemendagri, Jakarta; 

10. Best In Profesional & Leadership. 

11. Juara 1 Lomba Video Inovasi Kategori PTSP; 

12. Juara 3 Favorit Video Inovasi. 
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13. Peringkat Ke-3 Terbaik Nasional Tingkat Kota dan 10 Besar Tingkat 

Nasional dengan nilai 91,259 Lomba Penilaian Kinerja Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanan 

Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah Tahun 2021 dari Kementrian 

Investasi/BKPM RI; 

14. Penganugerahan The 3 RD West Java Investment Summit Award 

Tahun 2021 kepada Kota Bekasi sebagai peringkat  terbaik 1 

tingkat Jawa Barat atas keberhasilannya sebagai kota dengan nilai 

investasi PMA tertinggi tingkat Jawa Barat  Tahun 2021. 

dilaksanakan pada Hari Kamis, 21 Oktober 2021 bertempat di Hotel 

Savoy Homan Bandung. Penghargaan langsung diberikan oleh 

gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan diserahkan kepada 

Sekretaris Daerah Kota Bekasi, yang berlangsung di Hotel Savoy 

Homann, Bandung; 

15. Penganugerahan Inovasi Perangkat Daerah pada Kegiatan Bekasi 

Innovation Week 2021 yang diselenggarakan oleh Badan 

Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah 

Kota Bekasi Hari Kamis, 21 Oktober 2021 bertempat di Hotel 

Santika Mega City Kota Bekasi diberikan kepada DPMPTSP Kota 

Bekasi yang berhasil memperoleh : 

a. Juara I Kategori Inovasi Terbaik; 

b. Juara III Perangkat Daerah Terinovatif. 

16. Penghargaan Pejabat Pengelola Informasi daerah (PPID) terbaik bagi 

Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota 

Bekasi, tanggal 17 Agustus 2021 di Plaza Pemerintah Kota Bekasi : 

a. Juara I dengan Kategori Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) Pembantu; 

b. Juara I dengan Kategori Pengelola Pengaduan Publik. 

17. Penghargaan dari Badan Publik Pemerintah Kota/Kabupaten 

Informatif se-Jawa Barat Tahun 2021 yaitu sebagai Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Terbaik; 

18. Anugerah Smart City Indonesia Tahun 2021 dari Kementerian 

Komunikasi dan Informatika republic Indonesia dimana Mal 

Pelayanan Publik (MPP) Grha H. Dudung T. Ruskandi Kota Bekasi 

masuk dalam Kategori Smart City Smart Governance; 

19. Penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 

Tahun 2021 dari Ombudsman Republik Indonesia. 
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Tabel 2.14 
Pencapaian Kinerja Pelayanan 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)  

Kota Bekasi 
 

NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 

Fungsi OPD 

Target Renstra Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

I Aspek Pelayanan Umum 
 
 

               

 Fokus layanan Urusan 
bukan Wajib 
 
 

               

1 Indeks Kepuasan 
Masyarakat Pelayanan 
Perizinan dan Non 
Perizinan 
 
 

82,10 82,50 82,70 82,80 82,90 82,20 82,67 82,75 82,80 84.11 100 100 100,06 100 101,45 

1 Peningkatan Pelayanan 
Perizinan 

               

1 Penyusunan Peraturan 
Wali Kota Pelayanan 
Perizinan Online 

1 Dokumen 

Peraturan Wali 

Kota 

- - - - 1 Dokumen 

Peraturan Wali 

Kota 

- - - - 100 - - - - 
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NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 

Fungsi OPD 

Target Renstra Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

2 Pengembangan Sistem 
Pelayanan Perizinan 
Online 

 1 Sistem 

Perubaha
n Bisnis 
pada 
Simyand
u 

 1 sistem 
Aplikasi 
Pembuat
an 
aplikasi 
berbasis 
android/ 
IOS, 

 Komputer 

22 unit 

 Scanner 
5 unit 

 Printer 13 

unit 

- - - -  1 Sistem 

Perubaha
n Bisnis 
pada 
Simyand
u 

 1 sistem 
Aplikasi 
Pembuat
an 
aplikasi 
berbasis 
android/ 
IOS, 

 Komputer 

22 unit 

 Scanner 
5 unit 

 Printer 13 

unit 

- - - - 100 - - - - 

3 Pemeliharaan dan 
pengelolaan Data Sistem 
Informasi Manajemen 
Pelayanan Perizinan 
Terpadu di Kota Bekasi 

1 aplikasi 
web 

programer 
1 database 

arsip 
perizinan 

- - - - 1 aplikasi 
web 

programer 
1 database 

arsip 
perizinan 

- - - - 100 - - - - 
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NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 

Fungsi OPD 

Target Renstra Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

4 Sosialisasi SOP Pelayanan 
Perizinan Terpadu Kota 
Bekasi 

 25 buku 

laporan 

 20 Kali 
Tayang 
Radio 
Spot 

 8 Kali 

Tayang 
Talk 
show 
radio 

 2000 
Buku 
saku 

 3000 Exp 
leaflet 

1 
adventorial 

- - - -  25 buku 

laporan 

 20 Kali 
Tayang 
Radio 
Spot 

 8 Kali 

Tayang 
Talk 
show 
radio 

 2000 
Buku 
saku 

 3000 Exp 
leaflet 

1 
adventorial 

- - - - 100 - - - - 

5 
Review dan 

penyempurnaan SOP 

Pelayanan Perizinan 

Terpadu 

1 Dokumen 

SOP 

Perizinan 

- - - - 1 Dokumen 

SOP 

Perizinan 

- - - - 100 - - - - 
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NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 

Fungsi OPD 

Target Renstra Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

6 Pengembangan Sarana 
dan Prasarana 
Pendukung 
penyelenggaraan 
pelayanan perizinan 
terpadu 

1 paket 

pengadaan 

peralatan 

alat kantor 

DPMPTSP, 

16 unit 

komputer, 

5 unit 

printer 8,8 

ipm 

black/white

, 1 unit 

printer LQ 

2190, 8 

unit printer 

P1102, 5 

unit 

scanner 

outomatic 

dokumen 

feder 

 

- - - - 1 paket 

pengadaan 

peralatan 

alat kantor 

DPMPTSP, 

16 unit 

komputer, 

5 unit 

printer 8,8 

ipm 

black/white

, 1 unit 

printer LQ 

2190, 8 

unit printer 

P1102, 5 

unit 

scanner 

outomatic 

dokumen 

feder 

 

- - - - 100 - - - - 
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NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 

Fungsi OPD 

Target Renstra Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

7 Penyusunan Dokumen 
rencana dan laporan 
kinerja DPMPTSP 

 1 

dokumen 
Renstra                
2013-
2018 

 1 
dokumen 

Renja 
2018 

 2 buku 

hasil 
survey 

IKM 2017 

 1 
dokumen 

Lakip 
2017 

 

- - - -  1 

dokumen 
Renstra                
2013-
2018 

 1 
dokumen 

Renja 
2018 

 2 buku 

hasil 
survey 

IKM 2017 

 1 
dokumen 

Lakip 
2017 

 

- - - - 100 - - - - 
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NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 

Fungsi OPD 

Target Renstra Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

8 Sinergitas Pelayanan 
Perizinan Terpadu di Kota 
Bekasi Berstandar ISO 
9001:2008 

12 
Dokumen 
izin (Berita 
acara tim 
teknis) 
 
12  
Dokumen 

rekapitulas
i dan 
realisasi 
penerbitan 
izin dan 
non izin 
 
1 kali 
Kegiatan 
rapat kerja 
DPMPTSP 
 
6 kali 
kegiatan 
rapat 
koordinasi 
dengan 
SKPD 
teknis 
 

6 
Dokumen 
izin (berita 
acara dan 
rekomenda
si teknis) 
 
6 

Dokumen 
rekapitulas
i dan 
realisasi 
laporan 
penerbitan 
izin dan 
non izin 

 
2 Laporan 
evaluasi 
kinerja 
DPMPTSP 
Kota Bekasi 

- - - 12 
Dokumen 
izin (Berita 
acara tim 
teknis) 

12  
Dokumen 
rekapitulasi 

dan 
realisasi 
penerbitan 
izin dan 
non izin 

1 kali 
Kegiatan 
rapat kerja 
DPMPTSP 

6 kali 
kegiatan 
rapat 
koordinasi 
dengan 
SKPD 
teknis 

6 
dokumen 
izin 
(berita 
acara dan 
rekomend
asi teknis) 
 

6 
Dokumen 
rekapitula
si dan 
realisasi 
laporan 
penerbita
n izin dan 
non izin 
 
2 Laporan 
evaluasi 
kinerja 
DPMPTSP 
Kota 
Bekasi 

- - - 100 100 - - - 
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NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 

Fungsi OPD 

Target Renstra Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

9 Survey IKM Tahun 2018 
- 2 kali - - - - 2 kali - - - - 100 - - - 

10 Pengelolaan Sistem 
Pelayanan Perizinan 
Online dan 
Pengembangan Aplikasi 
Terintegrasi pada 
DPMPTSP 

- 

 

 

 

 

 

 

 

1 S
sistem 
Pengemban
gan sistem 
dan 
aplikasi 
 
1 Server 

1 
Komputer 

1 p

r

i

n

t

e

r 

- - - - 
1 sistem 
Pengemb
angan 
sistem 
dan 
aplikasi 
 
1 Server 

1 
Komputer 

1 printer 

- - - - 100 - - - 

11 Pengelolaan Data Sistem 
Pelayanan Perizinan 
Online dan 
Pengembangan Aplikasi 
Terintegrasi pada 
DPMPTSP 

- 1 

Surveliance 

ISO 

9001:2015 

- - - - 1 

Survelian

ce ISO 

9001:201

5 

- - - - 100 - - - 
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NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 

Fungsi OPD 

Target Renstra Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

2 Program Pengelolaan 
Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu 
 

- - 55 60 - - - 60  101  - - - 109% 168% - 

12 Kegiatan Peningkatan 
Kinerja Pelayanan pada 
Mall Pelayanan Perizinan 
(MPP) 

- - 
55 jenis 

pelayanan 
60 Jenis 

- - - 
60 jenis 

pelayanan 
101 Jenis 

- - - 
109% 168% 

- 

13 Kegiatan IKM Pelayanan 
Perizinan 
 
 

- - 
2 Kali 2 Kali - 

- - 
2 Kali 2 Kali 

- - - 
100% 100% 

- 

14 Kegiatan Pengembangan 
Pelayanan pada Mall 
Pelayanan Perizinan 
(MPP) 

- - 
- 1 MPP 4 

GPP 
 

- 
- - 

- 1 MPP 2 
GPP 

 

- - - 
- 100% 

- 

3 Program Pengolahan 
Data dan Informasi 

- - 
100% 100% - 

- - 
100% 100% - 

- - 
100% 100% - 

15 Kegiatan Pengelolaan dan 
Pengembangan Sistem 
Pelayanan Perizinan 
Online 

- - 
1 sistem 1 sistem - 

- - 
1 sistem 1 sistem - 

- - 
100% 100% - 

16 Kegiatan Pengembangan 
Sistem Pelayanan 

Perizinan Online 
 

- - 
- 69 Jenis - 

- - 
- 69 Jenis - 

- - 
- 100% - 
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NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 

Fungsi OPD 

Target Renstra Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

4 Program Pelayanan 
Penanaman Modal 

- - 
105   

- - 
163   

- - 
155%   

17 Kegiatan Pelayanan 
Perizinan 
dan Non Perizinan 
secara Terpadu Satu 
Pintu dibidang 
Penanaman Modal yang 
menjadi Kewenangan 
Daerah Kabupaten/ 
Kota 
 

- - 
- - 100% 

- - 
- - 100% 

- - 
- - 100% 

18 Sub Kegiatan Penyediaan 
Pelayanan 
Terpadu Perizinan dan 
Nonperizinan Berbasis 
Sistem Pelayanan 
Perizinan Berusaha 
Terintegrasi secara 
Elektronik 

- - 
- - 105 

layana
n 

- - 
- - 163 

layana
n 

- - 
- - 155% 

19 Sub Kegiatan 
Pemantauan Pemenuhan 
Komitmen Perizinan dan 
Non Perizinan 
Penanaman Modal 
 

- - 
- - 2 

Lapora
n 

- - 
- - 2 

lapora
n 

- - 
- - 100% 
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NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 

Fungsi OPD 

Target Renstra Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

5 Program Pengelolaan 
Data Dan Sistem 
Informasi Penanaman 
Modal 
 

- - 
- - 100% 

- - 
- - 78,6% 

- - 
- - 78,6% 

20 Kegiatan Pengelolaan 
Data dan 
Informasi Perizinan dan 
Non Perizinan yang 
Terintegrasi pada 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 
 
 

- - 
- - 100% 

- - 
- - 96,62

% 
- - 

- - 96,62% 

21 Sub Kegiatan Pengolahan, 
Penyajian 
dan Pemanfaatan Data 
dan Informasi Perizinan 
dan Non Perizinan 
berbasis Sistem 
Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik 
 
 
 

- - 
- - 12 

bulan 
- - - - 12 

bulan 
- - 

- - 100% 
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NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 

Fungsi OPD 

Target Renstra Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

2 Persentase Peningkatan 
Nilai Investasi Berskala 
Nasional (PMDN/PMA) 
 

- - 10% 10% 4% - - -25,22% -14,83% 

 

22,6% 

Rp.8.1

67.09

6.033.

071 

- - -252,19% -148,3% 

 

565% 

6 Program Peningkatan 
Promosi dan Kerjasama 
Investasi  

- - 25% 38% 24% - - 21,74% 33,45% 72,27

% 

- - 87,0% 88% 301% 

22 Promosi Potensi dan 
Peluang Investasi di Kota 
Bekasi 

6 Event - - - - 6 Event - - - - 100 - - - - 

23 Kajian Analisis 
Penanaman Modal 

1 Dokumen - - - - 1 Dokumen - - - - 100 - - - - 

24 Pemantauan dan 
Pengawasan Penanaman 
Modal 

1 laporan - - - - 1 laporan - - - - 100 - - - - 

25 Penilaian Perusahaan 
PMA/PMDN Terbaik di 
Kota Bekasi 

100 

Perusahaan 

- - - - 100 

Perusahaan 

- - - - 100 - - - - 
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NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 

Fungsi OPD 

Target Renstra Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

26 
Penyelenggaraan Bekasi 

Summit 

 

200 

pengusaha 

1 film 

dokumente

r 

- - - - 200 

pengusaha 

1 film 

dokumente

r 

- - - - 100 - - - - 

27 
Sinergitas Pengembangan 

Promosi / Penanaman 

Modal dan Kerjasama 

Daerah 

 

1 kali 

Terselengga

rannya 

acara temu 

instansi 

penanaman 

modal 

pemerintah 

kabupaten/

kota se- 

jawa barat 

dan 1 kali 

event 

pameran 

- - - - 1 kali 

Terselengga

rannya 

acara temu 

instansi 

penanaman 

modal 

pemerintah 

kabupaten/

kota se- 

jawa barat 

dan 1 kali 

event 

pameran 

- - - - 100 - - - - 
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NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 

Fungsi OPD 

Target Renstra Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

28 
Sosialisasi Penyusunan 

LKPM di ota Bekasi 

 

- 200 peserta - - - 100 

Perusahaan 

- - - - 100 - - - - 

29 
Monitoring dan Evaluasi 

PMA/PMDN di Kota 

Bekasi 

 

- 300 

PMA/PMD

N 

- - - 100 

Perusahaan 

- - - - 100 - - - - 

30 
Sosialisasi Regulasi 

Penanaman Modal 

 

- 200 orang - - - - - - - - - - - - - 

7 Program Pengendalian 
Pelaksanaan Penanaman 
Modal 
 
 

- - 25% 38% 24% - - 21,74% 33,45% 72,27

% 

- - 87,0% 88% 301% 

31 Kegiatan Pengawasan, 
Monitoring dan Evaluasi 
PMA/PMDN 
 
 
 

- - 
500 PMA/ 

PMDN 
90 PMA/ 

PMDN 
- 

- - 
- 90 PMA/ 

PMDN 
- 

- - 
- 100% - 
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NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 

Fungsi OPD 

Target Renstra Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

32 Kegiatan Training LKPM 
bagi PMA/PMDN diKota 
Bekasi 
 
 
 

- - 
500 

peserta 
- - 

- - 
- - - 

- - 
- - - 

33 Kegiatan Forum 
Komunikasi Investasi 
PMA/PMDN 
 
 
 
 

- - 
1 Kali - - 

- - 
- - - 

- - 
- - - 

34 Kegiatan Pengendalian 
Pelaksanaan 
Penanaman Modal yang 
menjadi Kewenangan 
Daerah Kabupaten/Kota 
 
 

- - - - 100% - - - - - - - - - - 

 Sub Kegiatan Koordinasi 
dan 
Sinkronisasi Pembinaan 
Pelaksanaan Penanaman 
Modal 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - 
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NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 

Fungsi OPD 

Target Renstra Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

 Sub Kegiatan Koordinasi 
dan 
Sinkronisasi Pengawasan  
Pelaksanaan Penanaman 
Modal 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - 

8 Program Promosi 
Penanaman Modal  

- - 10% 10% 12.10
3 izin 

- - 61,4% 34,68% 33.70
1 izin 

- - 614% 346,8% 278% 

35 Kegiatan Promosi Peluang 
Investasi 

- - 4 event - - - - 4 event - - - - 100% - - 

36 Kegiatan Sosialisasi 
Regulasi Penanaman 
Modal 
 

- - 200 org - - - - - - - - - - - - 

37 Revisi Peraturan Daerah 

Nomor 12 Tahun 2014 
Tentang Penyelenggaraan 
Penanaman Modal 

- - - 1 Perda - - - - - - - - - - - 

38 Seminar Promosi Peluang 
Investasi 

- - - 1 Orang - - - - - - - - - - - 
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NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 

Fungsi OPD 

Target Renstra Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

39 Kegiatan Penyelenggaraan 
Promosi Penanaman 
Modal Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota 

- - - - 100% - - - - 100% - - - - 100% 

 Sub Kegiatan 
Pelaksanaan Kegiatan 
Promosi Penanaman 
Modal Daerah 
Kabupaten/Kota 

- - - - 1 
Event 

- -   1 
Event 

- - - - 100% 

9 Program Perencanaan 
dan Pengembangan 
Iklim Penanaman Modal 

- - 10% 10% - - - 10,32% 8,63% - - - 103.29% 86,39% - 

10 Program Pengembangan 
Iklim Penanaman Modal 

- - - - 4% - - - - 22,6% - - - - 565% 

40 Kegiatan Penyusunan 
Profil Potensi Investasi 

- - 1 Buku - - - - - - - - - - - - 

41 Kegiatan Review RUPM 
Kota Bekasi Tahun 2015 

- - 1 
Dokumen 

- - - - - - - - - - - - 
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NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 

Fungsi OPD 

Target Renstra Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

42 Kegiatan Analisis Profil 
Potensi Investasi Kota 
Bekasi (DID) 

- - - 1 
Dokumen 

- - - - 1 
Dokumen 

- - - - 100% - 

43 Kegiatan Pemberdayaan 
UMKM Melalui Kemitraan 
dengan PMA dan PMDN 
(DID) 

- - - 165 
UMKM 

- - - - 165 
UMKM 

- - - - 100% - 

44 Kegiatan Penetapan 
Pemberian 
Fasilitas/Insentif 
Dibidang Penanaman 
Modal yang menjadi 
Kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota 

- - - - 100% - - - - 95,22
% 

- - - - 95,22% 
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NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 

Fungsi OPD 

Target Renstra Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

 Sub kegiatan Penetapan 
Kebijakan 
Daerah mengenai 
Pemberian 
Fasilitas/Insentif dan 
Kemudahan Penanaman 
Modai 

- - - - 1 
Lapora
n Profil 
Peman
tauan 
Usaha 

 
1 

Lapora
n Profil 
Penga
wasan 
Perusa
haan 

 
1 

Instru
ksi 
Wali 
Kota 

- - - - 1 
Lapora
n Profil 
Peman
tauan 
Usaha 

 
1 

Lapora
n Profil 
Penga
wasan 
Perusa
haan 

 
1 

Instru
ksi 
Wali 
Kota 

- - - - 95,22% 

45 Kegiatan Pembuatan Peta 
Potensi Investasi 
Kabupaten/Kota 

- - - - - - - - - - - - - - - 

 Sub Kegiatan 
Penyusunan Rencana 
Umum Penanaman Modal 
Daerah Kabupaten/Kota 

- - - - - - - - - - - - - - - 
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NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 

Fungsi OPD 

Target Renstra Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

9 Sub Kegiatan Penyediaan 
Peta Potensi dan Peluang 
Usaha Kabupaten/Kota 

- - - - - - - - - - - - - - - 
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Tabel 2.15 

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Kota Bekasi 

 

NO Indikator Kinerja sesuai 

Tugas dan Fungsi OPD 

Anggaran pada Tahun Realisasi padaTahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- Pertumbuhan% Pertumbuhan 

% 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Anggaran Realisasi  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

 Pendapatan Daerah - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Pendapatan Asli Daerah - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1 Peningkatan Promosi dan 

Kerjasama Investasi 

          

        

1 Promosi Potensi dan 

Peluang Investasi di Kota 

Bekasi 

 

 

 

R
p
. 2

5
0
.0

0
0
.0

0
0
 

0
 

0
 

0
 

0
 R

p
. 2

1
6
.5

9
4
.4

8
0
 

0
 

0
 

0
 

0
 86.64% 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
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NO Indikator Kinerja sesuai 

Tugas dan Fungsi OPD 

Anggaran pada Tahun Realisasi padaTahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- Pertumbuhan% Pertumbuhan 

% 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Anggaran Realisasi  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

2 Kajian Analisis Penanaman 

Modal 

 

 

 

 

 

R
p
. 1

4
4
.6

8
2
.0

0
0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

R
p
. 1

4
4
.3

8
7
.0

0
0
 

0
 

0
 

0
 

0
 99.80% 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

3 Pemantauan dan 

Pengawasan Penanaman 

Modal 

 

 

R
p
. 1

0
0
.0

0
0
.0

0
0
 

       R
p
. 9

9
.1

3
9
.0

4
0
 

    

99.14% 
    0

 

0
 

0
 

4 Penilaian Perusahaan 

PMA/PMDN Terbaik di 

Kota Bekasi 

R
p
. 2

0
0
.0

0
0
.0

0
0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

R
p
. 1

9
7
.1

1
4
.9

3
2
 

0
 

0
 

0
 

0
 98.56% 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
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NO Indikator Kinerja sesuai 

Tugas dan Fungsi OPD 

Anggaran pada Tahun Realisasi padaTahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- Pertumbuhan% Pertumbuhan 

% 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Anggaran Realisasi  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

5 Penyelenggaraan Bekasi 

Summit 

 

 

 

R
p
. 

6
0
0
.0

0
0
.0

0
0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

R
p
. 

5
7
8
.7

5
8
.4

7
4
 

0
 

0
 

0
 

0
 96.46% 0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

6 Sinergitas Pengembangan 
Promosi / Penanaman 
Modal dan Kerjasama 
Daerah 
 

R
p
. 

1
0
0
.0

0
0
.0

0
0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

R
p
. 9

8
.0

8
2
.1

4
6
 

0
 

0
 

0
 

0
 98.08

% 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

7 Sosialisasi Penyusunan 
LKPM di ota Bekasi 
 

0
 

R
p
1
0
0
.0

0
0
.0

0
0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

8 Monitoring dan Evaluasi 
PMA/PMDN di Kota Bekasi 
 

0
 R
p
2
5
0
.0

0
0
.0

0
0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
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NO Indikator Kinerja sesuai 

Tugas dan Fungsi OPD 

Anggaran pada Tahun Realisasi padaTahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- Pertumbuhan% Pertumbuhan 

% 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Anggaran Realisasi  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

9 Sosialisasi Regulasi 
Penanaman Modal 
 

0
 R

p
1
0
0
.0

0
0
.0

0
0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

2 Program Pengendalian 

Pelaksanaan Penanaman 

Modal 

 

 

0
 

0
 

1
6
0
.0

0
0
.0

0
0
 

1
9
.9

2
0
.0

0
0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
9
.9

2
0
.0

0
0
 

0
 

0
 100% 0 0
 

0
 0 0 0 

10.  Jumlah PMA/PMDN yang 

Diawasi, Dimonitori dan 

dievalauasi 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 0 0 0 0
 

0
 0 0 0 

11.  Tersusunnya LKPM oleh 

PMA/PMDN se Kota 

Bekasi 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 0 0 0 0
 

0
 0 0 0 

12.  Jumlah Pertemuan dengan 

Investor 

 

 

 

0
 

0
 

1
6
0
.0

0
0
.0

0
0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
6
0
.0

0
0
.0

0
0
 

0
 

0
 93,04% 0 0 0 0 0 0 0 
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NO Indikator Kinerja sesuai 

Tugas dan Fungsi OPD 

Anggaran pada Tahun Realisasi padaTahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- Pertumbuhan% Pertumbuhan 

% 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Anggaran Realisasi  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

13.  Pengawasan Monitoring 

dan Evaluasi PMA/PMDN 

 

 

 

0
 

0
 

0
 

1
9
.9

2
0
.0

0
0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
9
.9

2
0
.0

0
0
 

0
 0 100% 0 0 0 0 0 0 

14.  Training LKPM Bagi 

PMA/PMDN di Kota Bekasi 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 0 0 0 0 0 0 0 0 

  3 Program Pengendalian 

Pelaksanaan Penanaman 

Modal yang Menjadi 

Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 0 0 0 0 0 0 0 0 

15.  Koordinasi dan 

Sinkronisasi Pembinaan 

Pelaksanaan Penanaman 

Modal 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 0 0 0 0 0 0 

16.  Koordinasi dan 

Sinkronisasi Pengawasan 

Pelaksanaan Penanaman 

Modal 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 0 0 0 0 0 0 
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NO Indikator Kinerja sesuai 

Tugas dan Fungsi OPD 

Anggaran pada Tahun Realisasi padaTahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- Pertumbuhan% Pertumbuhan 

% 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Anggaran Realisasi  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

4 Program Pengelolaan 

Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (PTSP) 

 

 

 

0
 

0
 

5
.4

2
2
.1

1
5
.0

0
0
 

1
1
.2

3
9
.6

7
0
.7

5
0
 

0
 

0
 

0
 

3
.1

3
6
.1

8
7
.7

5
1
 

7
.7

4
7
.5

2
9
.8

8
6
 

0
 0 0 57,8

4% 

68,93

% 

0 0 0 0 

17.  Operasional Penunjang 

Pelayanan Mal Pelayanan 

Publik (MPP) 

 

 

 

0
 

0
 

5
.4

0
2
.1

1
5
.0

0
0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

3
.1

2
4
.2

3
4
.2

5
1
 

0
 

0
 

0
 

0
 57,83

% 

0 0 0 0 0 

18.  Peningkatan Kinerja 

Pelayanan pada Mall 

Pelayanan Perizinan (MPP) 

 

 

 

0
 

0
 

0
 

2
.9

0
8
.5

8
1
.7

5
0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

2
.2

8
2
.8

9
6
.4

8
6
 

0
 

0
 

0
 0 78.49

% 

0 0 0 0 
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NO Indikator Kinerja sesuai 

Tugas dan Fungsi OPD 

Anggaran pada Tahun Realisasi padaTahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- Pertumbuhan% Pertumbuhan 

% 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Anggaran Realisasi  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

19.  Pengembangan Pelayanan 

pada Mall pelayanan 

Perizinan 
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20.  Jumlah Dokumen 

Rekapitulasi dan Realisasi 

Penerbitan Izin dan Non 

Perizinan 
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21.  Jumlah Laporan Perizinan 

Bidang Pembangunan 

(Dokumen Izin dan 

Rekapitulasi Realisasi 

Laporan Penerbitan Izin 

dan Non Izin) Per Semester 
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22.  Jumlah Laporan Perizinan 

Bidang Jasa Usaha 

(Dokumen Izin dan 

Rekapitulasi Realisasi 

Laporan Penerbitan Izin 

dan Non Izin) Per Semester 
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NO Indikator Kinerja sesuai 

Tugas dan Fungsi OPD 

Anggaran pada Tahun Realisasi padaTahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- Pertumbuhan% Pertumbuhan 

% 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Anggaran Realisasi  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

23.  Jumlah Survei IKM 
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24.  IKM Pelayanan Perizinan 
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25.  Pengelolaan dan 

Pengembangan Sistem 

Pelayanan Perizinan 
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5 Pelayanan Perizinan dan 

Non Perizinan Secara 

Terpadu Satu Pintu 

Dibidang Penanaman 

Modal yang Menjadi 

Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 
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NO Indikator Kinerja sesuai 

Tugas dan Fungsi OPD 

Anggaran pada Tahun Realisasi padaTahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- Pertumbuhan% Pertumbuhan 

% 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Anggaran Realisasi  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

26.  Penyediaan Pelayanan 

Terpadu Perizinan dan 

Non Perizinan Berbasis 

Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara 

Elektronik 
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27.  Pemantauan Pemenuhan 

Komitmen Perizinan dan 

Non Perizinan Penanaman 

Modal 
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5 Program Pengolahan 

Data dan Informasi 
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28.  Jumlah Sistem Pelayanan 

Perizinan Online yang 

Dikelola 
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NO Indikator Kinerja sesuai 

Tugas dan Fungsi OPD 

Anggaran pada Tahun Realisasi padaTahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- Pertumbuhan% Pertumbuhan 

% 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Anggaran Realisasi  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

29.  Jumlah Perwal yang 

Direvisi 
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   6 Program Pengolahan 

Data dan Informasi 

Perizinan dan Investasi 
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30.  Pengelolaan dan 

Pengembangan Sistem 

Pelayanan Perizinan 
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31.  Pengembangan Sistem 
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Online 
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NO Indikator Kinerja sesuai 

Tugas dan Fungsi OPD 

Anggaran pada Tahun Realisasi padaTahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- Pertumbuhan% Pertumbuhan 

% 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Anggaran Realisasi  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

   7 Program Pengelolaan 

Data dan Informasi 

Perizinan dan Non 

Perizinan yang 

Terintegrasi pada 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 
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32.  Pengolahan, Penyajian dan 

Pemanfaatan Data dan 

Informasi Perizinan dan 

Non Perizinan berbasis 

Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara 

Elektronik 

0
 

0
 

0
 

0
 

5
0
0
.0

0
0
.0

0
0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

4
8
3
.1

1
7
.5

0
0
 

0
 

0
 

0
 0 96,62

% 

0 0 0 

   8 Program Perencanaan 

dan Pengembangan Iklim 

Penanaman Modal 
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NO Indikator Kinerja sesuai 

Tugas dan Fungsi OPD 

Anggaran pada Tahun Realisasi padaTahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- Pertumbuhan% Pertumbuhan 

% 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Anggaran Realisasi  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

33.  Buku Profil Potensi 

Investasi Kota Bekasi 
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34.  Dokumen Revisi RUPM 
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35.  Analisis Profil Potensi 

Investas Kota Bekasi 
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36.  Pemberdayaan UMKM 

Melalui Kemitraan dengan 

PMA dan PMDN 
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9 Program Promosi 

Penanaman Modal 
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NO Indikator Kinerja sesuai 

Tugas dan Fungsi OPD 

Anggaran pada Tahun Realisasi padaTahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- Pertumbuhan% Pertumbuhan 

% 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Anggaran Realisasi  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

37.  Jumlah Event Pameran 
Promosi Peluang Investasi 
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40.  Revisi Peraturan Daerah 

Nomor 12 Tahun 2014 

Tentang Penyelenggaraan 

Penanaman Modal 
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NO Indikator Kinerja sesuai 

Tugas dan Fungsi OPD 

Anggaran pada Tahun Realisasi padaTahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- Pertumbuhan% Pertumbuhan 

% 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Anggaran Realisasi  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

 Penyelenggaraan Promosi 

Penanaman Modal yang 

Menjadi Kewenangan 

Daerah Kabupaten/Kota 
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42.  Pelaksanaan Kegiatan 

Promosi Penanaman Modal 

Daerah Kabupaten/Kota 
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 Penetapan Pemberian 

Fasilitas/ Insentif 

Dibidang Penanaman 

Modal yang Menjadi 

Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 
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43.  Penetapan Kebijakan 
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NO Indikator Kinerja sesuai 

Tugas dan Fungsi OPD 

Anggaran pada Tahun Realisasi padaTahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- Pertumbuhan% Pertumbuhan 

% 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Anggaran Realisasi  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

 Program Peningkatan 
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44.  Pembayaran Utang atas 

Kegiatan Pelayanan Publik 

Mall Atrium Pondok Gede 
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Pada Tabel 2.15 terkait dengan kinerja anggaran Anggaran pada 

Tahun 2017 program dan kegiatan masih berada di Bagian Kerjasama 

(KSI). Untuk Tahun 2018-2021 Program dan Kegiatan berkaitan dengan 

penanaman modal dan investasi sudah beralih ke DPMPTSP. Realisasi 

capaian kinerja Tahun 2018 pada Program Peningkatan Promosi dan 

Kerjasama Investasi yang tidak tercapai target kinerjanya secara otomatis 

mengurangi capaian target Renstra dan untuk mengatasi hal tersebut 

maka akan dilakukan upaya untuk penambahan target kinerja pada tahun 

yang akan datang untuk mencukupi target Renstra yang telah ditetapkan.  

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil 

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu  perencanaan yang 

lebih teliti dalam membuat suatu kegiatan dan Melakukan penyesuaian 

dalam penganggaran tahun berikutnya.  

Rasio Pada Tahun 2018-2021 antara realisasi dengan anggaran 

petahunnnya sekitar 90 persen, hal ini menandakan bahwa kegiatan yang 

dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Program yang mendukung 

peningkatan kinerja pada Penanaman Modal rata-rata mengalami 

pertumbuhan anggaran hal disebabkan oleh : 

1. adanya pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan dua (2) Gerai 

Pelayanan Publik (GPP); 

2. up grade system informasi yang terus ditingkatkan setiap tahunnya 

dimana di Tahun 2020 DPMPTSP Kota Bekasi sudah melakukan 

simplikasi perizinan melalui mekanisme perizinan Online; 

3. meningkatkan pelayanan perizinan, DPMPTSP Kota Bekasi 

menggunakan QR Code dalam validasi serta keabsahan produk 

perizinan serta melakukan inovasi dengan meluncurkan aplikasi 

Sistem Informasi Pelayanan Antrian Terintegrasi (SIMPEL ANTRI) 

Online; 

4. Up grade system informasi yang terus ditingkatkan setiap tahun 

dimana di Tahun 2021 DPMPTSP Kota Bekasi sudah melakukan 

simplikasi perizinan melalui mekanisme perizinan Online yang pada 

saat ini ada 67 izin yang proses pembuatan sudah memakai aplikasi 

SILAT (Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu) dan rencana di Tahun 

2022 semua perizinan di DPMPTSP akan berbasis online yang 

tujuannya untuk mencapai pelayanan yang cepat, mudah dan 

transparan;  
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5. Peningkatan pelayanan perizinan secara profesionalisme dengan 

realisasi survey Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap 

Pelayanan. 

Disisi lain, rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran dari tahun  

2018-2021 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan sebagai berikut : 

1. Adanya kebijakan anggaran sehingga terjadi penurunan penyerapan 

realisasi anggaran pada tahun 2019; 

2. Adanya intruksi dari Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah 

Daerah untuk percepatan penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam 

rangka penanganan Covid-19; 

3. Pembinaan petugas front office (FO) secara internal sehingga tidak 

perlu mengundang narasumber dari pihak luar; 

4. Penyerapan anggaran dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pada 

Tahun 2021; 

5. Tahun 2021 Tidak diserapnya alokasi belanja untuk penambahan 2 

Gerai Pelayanan Publik di Bantargebang dan Grand Mall pada Sub 

Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 

Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik, hal tersebut belum bisa terealisasi dikarenakan Pasar 

Bantargebang masih dalam tahap revitalisasi dan belum terdapat titik 

temu kesepakatan antara pihak Grand Mall dengan DPMPTSP Kota 

Bekasi. 

 

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN DINAS PENANAMAN MODAL 

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BEKASI 

a. Tantangan  
 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Bekasi berdiri Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 

2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi 

Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan 

Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi. kelembagaan pelayanan 

penanaman modal dan pelayanan perijinan dari yang bersifat koordinasi 

menjadi Perangkat Daerah Teknis. Tantangan yang dihadapi oleh Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi sebagai 

lembaga/instansi pelaksana di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan yang baru terbentuk dalam proyeksi 5 (lima) tahun kedepan 

adalah sebagai berikut : 

http://bekasikota.go.id/files/fck/LD%20Perda%20Nomor%2002%20THN%202013%20TTG%20PERUBAHAN%20KEDUA%20PERDA%2005%20TTG%20LEMTEKDA.pdf
http://bekasikota.go.id/files/fck/LD%20Perda%20Nomor%2002%20THN%202013%20TTG%20PERUBAHAN%20KEDUA%20PERDA%2005%20TTG%20LEMTEKDA.pdf
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1. Belum efektif dan efisiennya kegiatan promosi dan kerjasama yang 

dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu 

Kota Bekasi sebagai upaya menarik minat calon investor baik tingkat 

lokal, domestik, maupun mancanegara guna meningkatkan penanaman 

modal di Kota Bekasi; 

2. Belum adanya Sinkronisasi dan harmonisasi arah dan kebijakan 

penanaman modal dan pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasidengan regulasi 

lainnya yang hingga saat ini masih terjadi tumpang tindih, akibat dari 

banyaknya jenis peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh 

berbagai Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; 

3. Rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan LKPM; 

4. Menciptakan dan mengembangkan produk-produk investasi yang 

diselaraskan dengan kebutuhan pasar modal, sehingga menjadi daya 

Tarik yang strategis untuk menarik dana dari investor local maupun 

asing; 

5. Konsep Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mengedepankan 

prinsip Trust but Verify yakni dengan mempermudah proses penerbitan 

perizinan berusaha namun memberikan tantangan yang sangat besar 

bagi DPMPTSP Kota Bekasi  dalam memperkuat pengawasan dan 

pengendalian pelaksanaan kegiatan usaha yang sesuai dengan aturan 

perundang-undangan; 

6. Kurangnya program peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur 

(SDA) DPMPTSP Kota Bekasi melalui pendidikan dan pelatihan terkait 

tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan   prima sesuai 

dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan 

perijinan yang mudah, cepat, dan transparan, serta untuk 

mengimbangi perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan 

untuk membangun berbagai sistem aplikasi pelayanan perijinan dan 

penanaman modal di Kota Bekasi;   

7. Dalam pencapaian indikator kinerja utama yaitu peningkatan nilai 

investasi daerah, DPMPTSP Kota Bekasi akan menghadapi tantangan 

masuknya investor yang akan menginvestasikan modalnya di wilayah 

Kota Bekasi terkait dengan kondisi perekonomian nasional, regional, 

maupun global pada tahun yang akan datang. Proyeksi inflasi dan nilai 

suku bunga acuan yang ditetapkan Bank Indonesia yang diprediksi 

akan meningkat pada tahun mendatang akan menjadi bahan 
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pertimbangan para investor untuk berinvestasi di Indonesia pada 

umunya dan di wilayah Kota Bekasi pada khususnya;  

(Sumber : https://www.suara.com/bisnis/2022/09/23/110007/bi-

diprediksi-naikkan-suku-bunga-hingga-5-pada-akhir-tahun-hingga-

2023) 

8. Tahun 2023 umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di 

Kota Bekasi merupakan dimulainya tahun politik menjelang pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden, Legislatif serta pemilihan kepala daerah 

(Pilkada) serentak pada tahun 2024. Situasi perpolitikan akan 

mempengaruhi stabilitas keamanan yang menjadi salah satu faktor 

utama bagi para investor dalam mengambil keputusan berinvestasi di 

suatu daerah. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi DPMPTSP Kota 

Bekasi bagaimana agar kegiatan investasi di Kota Bekasi tetap tumbuh 

dan berkembang dari tahun ke tahun. 

 
 

b. Peluang 
 

 

Dalam rangka mengakselerasi perekonomian Kota Bekasi di bidang 

penanaman modal dan pelayanan perizinan, selain melihat pada 

kekuatan yang ada, aparatur pemerintah daerah di lingkungan Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi juga 

wajib mengetahui celah atau peluang yang ada sehingga mampu 

membuat perencanaan strategi yang inovatif dan dapat bersaing dengan 

daerah lain dalam pemberian layanan perijinan yang mudah, cepat dan 

transparan serta menarik banyak minat para investor yang ingin 

menanamkan modalnya di Kota Bekasi. Adapun peluang yang mampu 

dimanfaatkan tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Kebijakan pemerintah pusat melalui terbitnya Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko, dimana aturan hukum turunannya yaitu Peraturan 

Daerah Kota Bekasi tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko telah ditetapkan. Dengan peraturan-peraturan 

tersebut penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko 

dilakukan secara terintegrasi melalui sistem elektronik Online Single 

Submission (OSS). Melalui Sistem OSS memberikan kemudahan bagi 

pelaku usaha di seluruh wilayah Indonesia dalam melakukan proses 

perizinan kegiatan usahanya;   

https://www.suara.com/bisnis/2022/09/23/110007/bi-diprediksi-naikkan-suku-bunga-hingga-5-pada-akhir-tahun-hingga-2023
https://www.suara.com/bisnis/2022/09/23/110007/bi-diprediksi-naikkan-suku-bunga-hingga-5-pada-akhir-tahun-hingga-2023
https://www.suara.com/bisnis/2022/09/23/110007/bi-diprediksi-naikkan-suku-bunga-hingga-5-pada-akhir-tahun-hingga-2023
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2. Tersedianya dasar hukum yang kuat dari Pemerintah Pusat yang 

memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengembangkan 

akses penanaman modal dan aspek perijinan usaha yang ada di 

daerah dengan seluas-luasnya; 

3. Tersedianya dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) 

Kota Bekasi yang sudah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah 

(RTRW) dan rencana detil tata ruang (RDTR) sehingga memberikan 

kepastian berinvestasi berdasarkan peruntukan wilayah dan tata 

ruang; 

4. Sudah berlakunya peraturan daerah perihal insentif dan disinsentif 

bagi para pelaku usaha yang melakukan kegiatan investasinya di 

wilayah Kota Bekasi. Dengan adanya aturan mengenai insentif dan 

disinsentif, akan menjadi bahan pertimbangan bagi para investor 

untuk berinvestasi di wilayah Kota Bekasi dibandingkan dengan 

wilayah kota/kabupaten lainnya; 

5. Tersedianya jaringan infrastruktur yang dibangun baik oleh 

Pemerintah Daerah Kota Bekasi maupun oleh pemerintah pusat 

dapat menjadi daya tarik pelaku usaha atau investor untuk 

melakukan kegiatan investasinya di Kota Kota Bekasi; 

6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang semakin 

pesat membuka peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi untuk lebih 

mengeksplorasi serta berinovasi mengembangkan pelayanan 

perijinan terpadu agar lebih efisien dan efektif bagi masyarakat dalam 

mengurus perijinan dengan lebih mudah dan lebih cepat; 

7. Meningkatnya intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara 

horizontal maupun vertikal, yang bermanfaat dalam memecahkan 

berbagai permasalahan dan hambatan yang di hadapi; 

8. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya 

aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan aset badan. 

9. Tingginya potensi realisasi investasi dari pelaku usaha yang belum 

melaporkan LKPM. 
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

 

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

DPMPTSP 
 

Sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 

(PTSP) di Pemerintah Kota Bekasi dilaksanakan oleh Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi melalui 

pendelegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan 

Pemerintah Kota Bekasi  kepada Kepala DPMPTSP Kota Bekasi. 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2021 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi nomor 07 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Bekasi, Kedudukan DPMPTSP adalah unsur pelayanan masyarakat di 

bidang penanaman modal dan perizinan yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Wali Kota Bekasi, dengan tugas pokok 

menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal 

dan perizinan terpadu, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, 

pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Bekasi 

di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu meliputi aspek 

pelayanan perizinan, sosialisasi dan promosi penanaman modal dan 

pengendalian investasi.  

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan penanaman modal dan 

perizinan yang profesional, perlu membaca peraturan perundangan yang 

terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kota Bekasi, antara lain : 

1. Adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

2. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha di daerah; 

3. Adanya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2010 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu jo. Peraturan 

http://bekasikota.go.id/files/fck/LD%20Perda%20Nomor%2002%20THN%202013%20TTG%20PERUBAHAN%20KEDUA%20PERDA%2005%20TTG%20LEMTEKDA.pdf
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Gubernur No.92 Tahun 2014 tentang Juklak Perda No. 7 Tahun 2010 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu serta Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Barat No. 21 Tahun 2011 tentang 

Penanaman Modal jo Peraturan Gubernur No. 48 Tahun 2014 tentang 

Juklak Perda No. 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal; 

4. Adanya Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 117 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata 

Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kota Bekasi. 

Dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Peraturan 

Wali Kota Bekasi Nomor  49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single 

Submission) di Kota Bekasi dan juga Keputusan Kepala DPMPTSP Kota 

Bekasi Nomor 076/Kep.377.A-DPMPTSP/VIII/2021 tentang jenis dan 

standar operasional prosedur pelayanan perizinan berbasis resiko pada 

DPMPTSP Kota Bekasi yang diintegrasikan dengan OSS sebanyak 4 jenis 

Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Rendah, Menengah Rendah, 

Menengah Tinggi dan Risiko Tinggi. 

Ada 48 izin yang menggunakan pelayanan perizinan dengan 

Pemenuhan Komitmen Online (SILAT) berdasarkan Keputusan Wali Kota 

Bekasi Nomor 060/Kep.253-Org/V/2021 tentang Perubahan atas 

Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.450-Org/VIII/2020 tentang 

Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di 

Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. 

Terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

memuat penyederhanaan penyelenggaraan perizinan baik di tingkat pusat 

maupun daerah. Turunan dari undang-undang tersebut berupa 45 

Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden dimana 2 peraturan 

pemerintah telah dimandatkan pada Kementerian Dalam Negeri berupa 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Kedua PP tersebut 

memberikan tugas kepada pemerintah daerah untuk menyusun Peraturan 

Daerah atau Peraturan Kepala Daerah tentang Peralihan Perizinan 

Berusaha di Daerah, Penyusunan Perda/Perkada tentang Dinas 
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Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk berdiri sendiri 

dan non tipologi, Penyusunan Perda/ Perkada tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah/ Rencana Detail Tata Ruang, Penyusunan Perkada 

pendelegasian kewenangan Kepala Daerah kepada Kepala Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Penetapan dan 

pelantikan jabatan struktural dan fungsional dalam rangka 

penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah. 

Atas dasar tujuan pembentukan kelembagaan pelayanan sesuai 

peraturan perundangan dan kedudukan DPMPTSP Kota Bekasi sebagai 

unsur pelayanan masyarakat di bidang penanaman modal dan perizinan 

serta hasil evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kota 

Bekasi, telah teridentifikasi melalui pemetaan permasalahan sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan  
Sasaran Pembangunan Daerah  

 

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

1 2 3 4 

1. 

 

 

Belum 

terpenuhinya 

Investasi yang 

berkualitas dan 

berkelanjutan di 

Kota Bekasi  

1. Promosi dan 

pengembangan Investasi 

di Kota Bekasi untuk 

mendorong peningkatan 

investasi dan 

perekonomian 

masyarakat belum 

maksimal; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Belum Patuhnya 

perusahaan PMDN dalam 

menyampaikan LKPM; 

 

 

 

1. Belum 

optimalnya 

kegiatan promosi 

dan 

pengembangan 

investasi dalam 

pemanfaatan 

teknologi 

informasi yang 

berkembang; 

2. Kurangnya 

keterlibatan 

pemangku 

kepentingan 

terkait dalam 

kegiatan promosi 

dan 

pengembangan 

investasi; 
 

3. Belum 

terpenuhinya 

Bimbingan 

Teknologi 

(Bimtek) dan 

sosialisasi untuk 

pelaku usaha. 
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No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

1 2 3 4 

 

3. Belum terpetakannya 

lokasi untuk industri 

berskala 

menegah/besar terbatas 

dalam RTRW dan RDTR 

di Kota Bekasi yang 

diperlukan oleh pelaku 

usaha maupun 

masyarakat luas. 
 

4. Belum memiliki Perda 

mengenai pemberian 

fasilitas/insentif 

penanaman modal yang 

menjadi kewenangan 

daerah kabupaten/kota 

 
 

5. Regulasi investasi dan 

atau penanaman modal 

sering berubah sehingga 

investor tidak memiliki 

kepastian dalam 

berusaha (iklim 

investasi). 

 

4. Kurangnya 

koordinasi antar 

Dinas tehnik 

terkait data-data 

potensi      

investasi di Kota 

Bekasi. 

 

 
 

5. Pelayanan 

Fasilitas 

Penanaman 

Modal belum 

dapat 

dilaksanakan 

secara maksimal. 
 

6. Belum adanya 

dasar hukum 

yang kuat untuk 

pelaksanaan 

regulasi investasi 

dan penanaman 

modal. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melakukan 

Perubahan 

Kepwal Nomor  

060/Kep.271-

Org/VIII/2022 

tentang 

Pendelegasian 

Wewenang 

Penandatanganan 

Perizinan Melalui 

Sistem Informasi 

dan Layanan 

Terpadu Kepada 

Kepala Dinas 

Penanaman 

Modal dan 

Pelayanan 

Terpadu Satu 

Pintu Kota Bekasi 

 

1. Adanya perubahan 

jumlah  perizinan, 

nomenklatur perizinan  

dan Sistem aplikasi OSS 

dengan 

diberlakukannya UU 

Cipta Kerja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Perubahan 

Kepwal Nomor 

060/Kep.636-

Org/VIII/2020 

tentang 

Pelimpahan 

Kewenangan 

Penandatangan

an Perizinan 

Non Berusaha 

kepada Kepala 

Dinas 

Penanaman 

Modal dan 

Pelayanan 

Terpadu Satu 

Pintu Kota 

Bekasi  
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No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

1 2 3 4 

3. 

 

 

Belum optimalnya 

Intensitas 

koordinasi dan 

konsultasi dengan 

dinas/instansi 

teknis terkait baik 

secara horizontal 

maupun vertikal. 

 

20. Belum optimalnya 

Prosedur Perizinan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Belum optimalnya 

koordinasi dan 

komunikasi dengan 

pemilik jaringan 

diskominfostandi  

 

3. Kurangnya Sistem 

Pelaporan yang Belum 

Maksimal 

 

 

 

4. Belum optimalnya 

dalam sistem 

Pengawasan pelayanan 

perizinan  

1. Masih 

Terhambatnya 

Koordinasi dan 

konsultasi 

dengan Dinas 

Teknis yang 

menangani 

perizinan 

 

2. Masih kurangnya 

pemahaman 

pelaksanaan 

standar 

pelayanan pada 

petugas FO   

 

3. Masih adanya 

beberapa fasilitas 

yang belum 

dimiliki pada 

Pelayanan Publik 

Bersama. 

 

4. Masih belum 

optimalnya 

pelayanan 

jaringan 

bekasikota.go.id 

 

5. Masih belum 

optimalnya 

pengembangan 

sistem aplikasi 

SILAT 

 

6. Masih lemahnya 

kontrol petugas 

verifikasi dan 

validasi berkas 

sehingga masih 

ada kesalahan 

ketik data 

pemohon yang 

lolos. 
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Dengan permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi tersebut diatas 

disimpulkan isu-isu strategis sebagai berikut : 

1. Meningkatkan pelayanan yang efektif dan efisien; 

2. Kurangnya Pengembangan sistem pelaporan melalui SILAT; 

3. Penerapan Informasi Teknologi yang belum optimal; 

4. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang 

berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu 

pintu belum maksimal; 

5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna 

menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses 

penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu; 

6. Penataan kembali sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan 

perizinan terpadu satu pintu; 

7. Perbaikan sistem pengendalian internal di lingkungan DPMPTSP. Hal 

ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang 

sehat, terselenggaranya penilaian resiko, aktifitas pengendalian, 

sistem informasi dan komunikasi serta kegiatan pemantauan 

pengendalian; 

8. Peningkatan Intensitas koordinasi dan konsultasi dengan 

dinas/instansi teknis terkait baik secara horizontal maupun vertikal. 

Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan 

hambatan yang dihadapi; 

9. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya 

aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan penglolaan aset dinas; 

10. Potensi Daerah Kota Bekasi yang berdaya saing tinggi guna 

meningkatkan nilai investasi di Kota Bekasi; 

11. Penataan kebijakan investasi; 

12. Peningkatan mutu pelayanan perizinan melalui pengembangan 

sistem on line dan pengembangan aplikasi terintegrasi; 

13. Peningkatan pemeliharaan sistem dan server, layanan provider 

secara rutin; 
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14. Optimalisasi pelayanan data penanaman modal dan perizinan; 

15. Peningkatan kerjasama promosi dan kerjasama investasi; 

16. Lahan bagi usaha industri terbatas; 

17. Belum optimalnya kegiatan promosi investasi; 

18. Belum memadainya informasi potensi investasi. 

 

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Terpilih 

3.2.1 Visi dan Misi Wali Kota Periode 2018-2023 

  

   Dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023, Visi 

pembangunan jangka menengah Kota Bekasi adalah “Kota Bekasi 

Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan”.  

   Visi merupakan pandangan dan langkah-langkah ke depan 

menuju bagaimana mewujudkan Kota Bekasi sebagai kota yang 

maju secara konsisten, antisipatif, inovatif, dan produktif. 

Pandangan tersebut adalah suatu gambaran yang dituju tentang 

keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin 

diwujudkan, melalui penggalian aspirasi dan persepsi masyarakat 

yang telah dilakukan serta dibangun melalui proses refleksi dan 

proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh 

komponen dan pemangku kepentingan di Kota Bekasi. Pernyataan 

Visi Kota Bekasi 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut : 

1. Bekasi yang Cerdas bahwa Kota Bekasi senantiasa 

memaksimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi dalam mendukung program-program kota menuju 

kota cerdas (smart City), kota layak huni secara efisien dan 

berkesinambungan serta berwawasan lingkungan.  

2. Bekasi yang Kreatif bahwa warga Kota Bekasi memiliki semangat 

untuk membangun wilayah dan masyarakat yang dilandasi nilai-

nilai kreatif dan inovatif, mengingat kehidupan dan kemajuan 

masa depan masyarakat Kota Bekasi tidak dapat mengandalkan 

terhadap daya dukung sumber daya alam, dibutuhkan nilai, 

sikap, dan perilaku kreatif dari aparatur, masyarakat, dan pelaku 

usaha dalam beraktivitas, berkehidupan, dan berusaha.  
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3. Bekasi yang Maju mengandung arti bahwa pembangunan 

perekonomian masyarakat berkembang dengan baik dan 

mempunyai daya saing tinggi yang disertai dengan tumbuhnya 

investasi dan kapasitas ekonomi masyarakat, serta meningkatnya 

dukungan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber 

daya alam yang berwawasan lingkungan secara 

berkesinambungan.  

4. Bekasi yang Sejahtera, mengandung arti bahwa suatu kondisi 

keadaan masyarakat Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, dan maju 

dilengkapi dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dan sekunder 

secara lahir dan bathin sehingga tercipta suasana kehidupan 

sosial kemasyarakatan yang aman dan damai.  

5. Bekasi yang Ihsan mengandung arti bahwa dalam menjalankan 

pemerintahan yang baik (good governance) dan kesadaran 

berperilaku bagi warga kota dalam mentaati 

peraturan/perundangan yang berlaku. Makna ihsan bagi 

masyarakat luas adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas 

kehidupan beragama dan kerukunan hidup beragama. Demikan 

pula warga Kota Bekasi senantiasa mengembangkan derajat 

keihsanannya melalui kedisiplinan dan ketertiban sosial dalam 

membangun ketahanan sosial masyarakat perkotaan. 

   Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, Misi 

berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah, dan tindakan nyata 

bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa 

mengabaikan mandat yang diberikannya. Misi yang ditetapkan 

Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2018-2023untuk mencapai Visi 

adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kapasitas tata kekola pemerintahan yang 

baik. 

2. Membangun,  meningkatkan,  dan  mengembangkan   

prasarana     dan sarana kota yang maju dan memadai. 

3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif 

dan perdagangan yang berdaya saing. 

4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan 

masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, 

kreatif dan inovatif. 
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5. Membangun meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan 

kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang 

nyaman. 

Visi dan Misi Pemerintah Kota Bekasi tersebut dijabarkan kembali 

dalam tujuan dan sasaran agar pencapaian masing-masing misi dapat 

terukur. Tujuan dan sasaran adalah salah satu tahap perencanaan 

kebijakan yang strategis dalam menjabarkan Visi dan Misi 

Pembangunan Kota Bekasi periode 2018-2023 ke dalam tahapan 

rencana pembangunan tahunan secara operasional.Tujuan dan 

sasaran yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi terdapat pada tujuan 

dari misi ke 1(satu) “Meningkatkan kapasitas tata kelola 

pemerintahan yang baik” Tujuan diarahkan pada upaya untuk 

mewujudkan  tata kelola pemerintahan yang transparan dan 

partisipatif serta memberi kemudahan, kepastian dan transparansi 

proses pelayanan perizinan dan non perizinan mengembangkan 

perizinan online untuk mendukung penyelenggaraan PTSP di Kota 

Bekasi, dengan sasaran meningkatnya kinerja pelayanan perizinan 

dan non perizinan diharapkan dapatmeningkatkan kepastian hukum 

dan penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan, serta 

memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam 

pelaksanaan penanaman modal serta untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan dengan 

profesional, ramah, ikhlas, mudah dan akuntabel. 

Misi ke 3 (tiga) “Meningkatkan perekonomian berbasis potensi 

jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing” dengan tujuan 

memperkuat struktur perkonomian kota melalui pengembangan 

industri dan jasa kreatif (ekonomi kreatif) sebagai upaya optimalisasi 

kontributor sektor ekonomi terhadap pembangunan daerah. Dalam 

sasaran peningkatan nilai investasi dan tersedianya Pelayanan Publik 

yang prima,maka perlu mengimplementasikan Program dan 

Sasaranya, disusunlah program dan kegiatan pada perubahanRenstra 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) sesuai dengan Visi dan Misi pasangan Wali Kota dan Wakil 

Wali Kota dengan Peningkatanan transparansi pelayanan publik 

melalui membangun sistem informasi pemerintahan berbasis teknologi 

informasi. Pembangunan sistem informasi ini juga dilakukan dalam 
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rangka peningkatan pelayanan perizinan terpadu serta promosi 

investasi dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk menarik 

pasar investasi yang lebih luas. 

Berlandaskan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, 

selanjutnya dirumuskan beberapa strategi dan kebijakan baik di 

tingkat kabupaten/kota yang dijabarkan dalam bentuk program dan 

kegiatan dengan beberapa indikator kinerjanya sebagai ukuran 

ataupun penilaian kinerja dan keberhasilan pelaksanaan program dan 

kegiatan tersebut. Adanya Peraturan perundang-undangan yang 

ditetapkan setelah penyusunan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 

2019 tentang penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kota Bekasi 2018-2023 juga menjadi pertimbangan isu 

strategis Pemerintah Kota Bekasi salah satunya dengan beberapa 

Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi 2018-2023. 

Dalam rangka peningkatan investasi daerah, Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai 

perangkat daerah yang memiliki urusan di bidang penanaman modal 

dan pelayanan perizinan memiliki 2 Indikator Kinerja Utama  (IKU) 

yaitu Peningkatan Nilai investasi dan  Indeks Kepuasan Masyarakat 

terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan. Namun dalam 

menciptakan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan di Kota 

Bekasi masih terdapat beberapa faktor penghambat seperti belum 

optimalnya realisasi investasi PMA & PMDN di Kota Bekasi dan belum 

optimalnya perusahaan PMA & PMDN yang menyampaikan LKPM. 

Selain itu dalam meningkatkan indeks kepuasan masyarakat juga 

masih terdapat faktor penghambat antara lain ketepatan waktu 

penerbitan perizinan belum sesuai dengan waktu yang ditetapkan, 

terbitnya PP N0. 24 Tahun 2018 dan keterbatasan sarana dan 

prasarana dalam mendorong pelayanan perizinan. 

 

3.2.2 PROGRAM PRIORITAS  PEMBANGUNAN  KOTA  BEKASI  TAHUN   

2018 – 2023 

Program prioritas Wali Kota Bekasi 2018-2023 adalah 

meneruskan penataan pembangunan yang sudah berjalan dengan 

baik, serta meningkatkan program-program pembangunan yang akan 

memberikan manfaat bagi warga masyarakat dengan berbasis 

teknologi dan inovasi.  
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Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi tersebut, dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Pemerintah Kota Bekasi 2018-2023 yang dijadikan pedoman atau 

rujukan dalam penyusunan program dan kegiatan yang mengacu 

pada 45 (empat puluh lima) prioritas pembangunan Kota Bekasi, 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Bekasi diarahkan pada: 

1. Peningkatan efektivitas skim pendidikan dasar 9 tahun gratis dan 

subsidi siswa keluarga miskin.  

2. Peningkatan kapasitas lembaga kursus dan pelatihan yang 

menghasilkan lulusan yang tersertifikasi. 

3. Peningkatan layanan pendidikan bagi siswa, orang tua, dan 

masyarakat berbasis teknologi informasi (smart school). 

4. Pemberian beasiswa berbasis prestasi akademik, minat/bakat, 

dan Tahfidz Al-Qur’an. 

5. Penguatan sistem tata kelola layanan KARTU SEHAT (KS) 

Berbasis NIK yang selaras dengan jaminan kesehatan nasional. 

6. Peningkatan kapasitas layanan sistem informasi kesehatan 

(perwujudan smart health. 

7. Pengembangan wirausaha industri kreatif berbasis komunitas. 

8. Revitalisasi dan aktivasi 65% kelembagaan koperasi di Kota 

Bekasi. 

9. Peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi pencari kerja dan 

pelaku UMKM. 

10. Pembukaan peluang 150.000 tenaga kerja baru melalui 

peningkatan kompetensi, pengembangan usaha baru, dan 

penyelenggaraan bursa tenaga kerja. 

11. Pembentukan “BEKASI CITY START-UP”, melalui kerjasama 

pengembangan inkubator bisnis, untuk  melahirkan wirausaha 

baru. 

12. Pengelolaan rantai pasok sembako melalui teknologi digital untuk 

stabilisasi pasokan dan harga sembako. 

13. Pengembangan “urban tourism” untuk meningkatkan daya tarik 

wisata Kota Bekasi. 

14. Penyediaan ruang serta prasarana dan sarana pendukung 

pengembangan ekonomi kreatif melalui pembangunan “Bekasi 

City Techno Park. 
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15. Pengembangan creative society melalui penyelenggaraan event 

“BEKASI CREATIVE” di tingkat kota dan kecamatan. 

16. Penyediaan prasarana dan sarana olahraga dalam rangka 

pemassalan olahraga, yang dapat diakses oleh seluruh lapisan 

masyarakat, di tingkat kota dan lingkungan masyarakat. 

17. Penguatan keshalehan spiritual, ketahanan sosial, dan kearifan 

budaya dalam membentuk kehidupan sosial budaya multikultur 

dan kehidupan masyarakat yang ihsan. 

18. Pengembangan Sistem Layanan Sosial Terpadu (pendidikan, 

kesehatan, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial. 

19. Pembangunan Panti Rehabilitasi Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS). 

20. Pengembangan daya dukung fasilitas umum yang memadai di 

lingkungan RT/RW untuk kepentingan prasarana dan sarana 

social. 

21. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik 

melalui Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi. 

22. Pengembangan layanan publik berbasis IT. 

23. Pengembangan sistem layanan cepat tanggap penanganan 

sampah, jalan, saluran, PJU, dan  kemacetan berbasis IT. 

24. Peningkatan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan melalui pemberian apresiasi dan insentif bagi 

Ketua RT, RW, Linmas, Kader Posyandu, Marbot Masjid, dan 

kelompok penggerak sosial lainnya. 

25. Pengembangan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang 

disabilitas dan lansia Kota Bekasi. 

26. Pengembangan kawasan ramah bersepeda (Bekasi City Bike). 

27. Penambahan dan pemeliharaan taman-taman kota bernuansa 

tema tertentu (tematis: budaya Bekasi, patriotis, kreatif, dll.). 

28. Peningkatan kapasitas TPA Sumur Batu melalui ekstensifikasi 

teknologi dan kerjasama TPA Bantargebang untuk memastikan 

kontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan di Kota 

Bekasi. 

29. Penataan dan pengendalian estetika papan reklame 

(mengarahkan pada reklame digital bersumber energi surya. 
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30. Peningkatan perilaku pemilahan sampah rumah tangga, 

revitalisasi “Smart Waste Management”, dan konversi “Waste to 

Energy. 

31. Bedah rumah pada kawasan kumuh. 

32. Pembangunan Rusun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. 

33. Pengendalian komposisi ruang yang proporsional dan serasi 

untuk RTH, permukiman, dan aktivitas usaha. 

34. Pengelolaan TPU dengan standar pemakaman untuk menjamin 

ketersediaan dan keasrian sehingga dapat berfungsi sebagai RTH. 

35. Penanggulangan banjir melalui penerapan penanganan banjir 

berwawasan lingkungan (eco drainage). 

36. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 

37. Pemberdayaan minat dan kiat usaha bagi perempuan. 

38. Peningkatan layanan penerbitan akte kelahiran dan layanan 

administrasi kependudukan lainnya berbasis IT. 

39. Penyediaan angkutan publik massal. 

40. Pemeliharaan prasarana dan sarana LLAJ. 

41. Pembangunan gedung commuter transit parking (stasiun KA dan 

LRT). 

42. Pengenalan dan pemberlakuan smart parking di pusat 

perbelanjaan. 

43. Pembangunan sarana transportasi City Tourism. 

44. Pembangunan dan penataan jalur pejalan kaki dan jalur khusus 

sepeda. 

45. Pengelolaan event “car free day” yang berkontribusi terhadap 

promosi ekonomi kreatif dan pembangunan berkelanjutan. 
 

Pada Tahun 2021 DPMPTSP mengacu pada Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 

tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kod Efikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

Dan Keuangan Daerah. pada bagian ini merupakan hasil dari kajian 

masing-masing bidang/urusan yang ada di Pemerintahan Kota Bekasi 

terhadap kinerja capaian masing-masing urusan selama periode 2013-

2018. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021, penyajian permasalahan 

dilakukan dengan memadukan dan mempertimbangkan seluruh 

proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan 
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pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di 

lingkungan Pemerintah Kota Bekasi untuk menghasilkan dokumen 

perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang 

terintegrasi. Klasifikasi dan kodefikasi urusan pemerintahan konkuren 

menurut Peraturan Menteri DPMPTSP masuk dalam Urusan 

Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

yaitu Penanaman Modal. 

Program prioritas tersebut mempunyai korelasi dengan program 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 

akan diwujudkan melalui program-program sebagai berikut : 

Program Prioritas  

a. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik 

melalui Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi. 

Program dan kegiatan pada DPMPTSP berikut merupakan 

penjabaran dari Program Prioritas Wali Kota Bekasi dimaksud, 

terdiri dari : 

1. Program Pelayanan Penanaman Modal : 
 

Program ini merupakan upaya Pemerintah Kota Bekasi 

mempermudah dan mempercepat proses pelayanan perizinan, 

serta perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan 

dan penanaman modal secara berkesinambungan demi 

mewujudkan pelayanan publik yang prima di bidang 

Pembangunan dan Jasa Usaha. Tujuannya untuk 

meningkatkan kinerja pelayanan sehingga tercapai Indeks 

Kepuasan Masyarakat (IKM) yang baik.  

 

b. Pengembangan layanan publik berbasis IT. 

Program dan kegiatan pada DPMPTSP berikut merupakan 

penjabaran dari Program Prioritas Wali Kota Bekasi dimaksud, 

terdiri dari : 

2. Program Pengolahan Data Informasi Perizinan dan Investasi  

setelah revisi RPJMD menjadi Program Pengelolaan Data 

Dan Sistem Informasi Penanaman Modal: 

Program ini merupakan upaya meningkatkan kualitas 

dalam menyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. 

Tujuannya untuk mengembangkan sistem pelayanan sehingga 

seluruh pelayan perizinan dapat dilakukan secara online. 
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Tabel 3.2 

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPMPTSP Kota Bekasi  

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan 

 Wakil Kepala Daerah 
 
 

VISI :“KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN”” 

NO 

MISI DAN 

PROGRAM KDH 

DAN WAKIL KDH 

TERPILIH 

PERMASALAHAN 

PELAYANAN DPMPTSP 

FAKTOR 

PENGHAMBAT PENDORONG 

1 2 3 4 5 

I. Misi ke 1 

Meningkatkan Kapasitas Tatakekola Pemerintahan yang baik 

1. Program Pelayanan 

Penanaman Modal 

 

 Kurangnya informasi 

persyaratan perizinan 

 Terhambatnya 

Koordinasi dan 

konsultasi dengan Dinas 

Teknis yang menangani 

perizinan 

 kurangnya pemahaman 

pelaksanaan standar 

pelayanan pada petugas 

FO   

 adanya beberapa 

fasilitas yang belum 

dimiliki pada Pelayanan 

Publik Bersama 

 

 

 

 Adanya OSS 

 Adanya aplikasi 

perizinan online SILAT 

(sistem informasi 

layanan terpadu) 

DPMPTSP Kota Bekasi 

 

2 Program 

pengelolaan data 

dan Sistem 

Informasi 

Penanaman Modal 

 Belum optimalnya 

sistem aplikasi yang 

terintegrasi pada 

pelaksanaan 

pengolahan data 

pelayanan perizinan; 

 Kurangnya 

Pengawasan 

pelayanan izin belum  

optimal; 

 Fisik server masih 

dititip didata center 

milik 

diskominfostandi kota 

bekasi. 

 

 

 
 

 

 Belum optimalnya Akurasi 

data dalam pelaksanaan 

pengolahan data sebagai 

kendali untuk monitoring 

penyelenggaraan 

pelayanan; 

 Masih lemahnya kontrol 

petugas verifikasi dan 

validasi berkas sehingga 

masih ada kesalahan ketik 

data pemohon yang lolos; 

 belum memilki ruang 

server yang memadai 

secara mandiri. 

 

 Adanya aplikasi 

perizinan OSS (Online 

single submission) 

pada pelayanan 

perizinan di Kota 

Bekasi berdasarkan 

Perwal 49 Tahun 2020 

tentang perubahan 

atas Perwal 92 Tahun 

2019 tentang OSS. 

 Adanya aplikasi 

SIMPEL ANTRI (sistem 

informasi pelayanan 

antrian terintegrasi 

online) di Mal 

Pelayanan Publik 

sesuai dengan Kepwal 

Bekasi Nomor 

065.2/Kep.345-

DPMPTSP/V/2020 

 Survei Kepuasan 

Masyarakat (SKM) 

terintegrasi antara 

SILAT dengan aplikasi 

SiSukma (Sistem 

Survei Kepuasan 

Masyarakat) dari 

Bagian Organisasi 

Setda Kota Bekasi. 
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VISI :“KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN”” 

NO 

MISI DAN 

PROGRAM KDH 

DAN WAKIL KDH 

TERPILIH 

PERMASALAHAN 

PELAYANAN DPMPTSP 

FAKTOR 

PENGHAMBAT PENDORONG 

1 2 3 4 5 

IV. Misi ke III 

Meningkatkan Perekonomian Berbasis Potensi Jasa Kreatif dan Perdagangan yang berdaya saing. 

1. Program 

Pengembangan 

Iklim Penanaman 

Modal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Belum memiliki 

Perda mengenai 

pemberian 

fasilitas/insentif 

penanaman modal 

yang menjadi 

kewenangan daerah 

kabupaten/kota; 

 Lahan bagi usaha 

industri berskala 

menengah/besar 

terbatas. 

 

 

 

 

 

 
 

 Masih rendahnya 

minat investor untuk 

berinvestasi 

 Belum adanya profil 

investasi Kota Bekasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Belum optimalnya 

pertumbuhan nilai 

investasi di Kota 

Bekasi 

 

 

 Pelayanan Fasilitas 

Penanaman Modal belum 

dapat dilaksanakan 

secara maksimal; 

 Belum terpetakannya 

lokasi untuk industri 

berskala menengah/ 

besar terbatas.; 

 Regulasi investasi dan 

atau penanaman modal 

sering berubah sehingga 

investor tidak memiliki 

kepastian dalam 

berusaha (iklim 

investasi). 

 

 

 Belum optimalnya 

kegiatan promosi dan 

pengembangan investasi 

dalam pemanfaatan 

teknologi informasi yang 

berkembang; 

 Belum tersedianya data 

potensi dan peluang 

investasi; 

 kurangnya keterlibatan 

pemangku kepentingan 

terkait dalam kegiatan 

promosi dan 

pengembangan investasi. 

 

 

 Kurangnya Pelaku usaha 

yang tidak memahami 

OSS-RBA; 

 Belum terpenuhinya 

Bimbingan Teknologi 

(Bimtek) dan sosialisasi 

untuk pelaku usaha. 

 Adanya Forum PTSP 

sebagai salah satu 

sarana dalam 

meningkatkan 

perencanaan 

penanaman modal 

terintegerasi berbasis 

kepentingan nasional 

sesuai kebutuhan 

penanaman modal; 

 Mendorong 

peningkatan 

penanaman modal 

yang melakukan 

transfer pengetahuan 

dan teknologi. 

 

 Meningkatkan iklim 

penanaman modal 

yang berdaya saing; 

 Peningkatan promosi 

terkait investasi; 

 Tersusunnya 

dokumen profil 

investasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Adanya peraturan 

kepala BKPM RI 

Nomor 5 Tahun 2021 

tentang pedoman dan 

tatacara pengawasan 

perizinan berusaha 

berbasis resiko; 

 Mengetahui realisasi 

investasi di Kota 

Bekasi. 

 

2. 

 

Program Promosi 

penanaman modal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

3. Program 

Pengendalian 

Pelaksanaan 

Penanaman Modal 
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3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi 
 

Perumusan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 

2018-2023 tidak terlepas dari penentuan tujuan, sasaran, arah kebijakan 

ataupun permasalahan yang dihadapi baik tingkat provinsi maupun pusat. 

Ditingkat Provinsi DPMPTSP Provinsi jawa Barat terdapat 4 (empat) 

masalah pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan                      

fungsinya yaitu : 

1. Pandemi covid-19 yang masih berlangsung; 

2. Penurunan minat investasi; 

3. Dalam implementasi Pelayanan Perizinan Investasi secara teknis masih 

terkendala belum optimalnya OSS yang dikelola BKPM di Jakarta 

(kementerian/L yang mempunyai pelayanan perijinan blm sesuaidengan 

perka 14 Tahun 2017); 

4. Dalam Implementasi pelayanan perijinan yang terintegrasi secara 

elektronik (Online Single submission). 

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang terjadi di 

Kota Bekasi yaitu belum optimalnya realisasi investasi PMDN dan PMA, 

kurangnya kepatuhan para pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan 

usahanya dalam bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) baik 

secara online maupun manual, menyebabkan hasil perhitungan tidak 

mencapai target atau bahkan pada tahun tertentu melampaui target yang 

ditetapkan. 

Dari permasalahan lain berdasarkan peluang dan permasalahan yang ada 

di BKPM, baik dari aspek yang ada di dalam negeri secara nasional maupun 

regional serta global, dapat diperoleh isu strategis terkait penanaman modal. 

Adapun isu strategis BKPM Tahun 2020-2024 tersebut adalah:  

1. Melambatnya pertumbuhan penanaman modal,  

2. Penanaman modal yang belum berkualitas, dan  

3. Pelayanan penanaman modal yang belum sesuai dengan investor needs. 

pada Renstra BKPM tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian 

sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan 

kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana 

tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024.  

Strategi Pemerintah Kota Bekasi meningkatkan perekonomian sangat 

memerlukan dukungan dari berbagai bidang, dan salah satunya adalah 

investasi, baik investasi yang menggunakan fasilitasi Penanaman Modal 

Asing (PMA) maupun investasi yang menggunakan fasilitasi Penanaman 
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Modal Dalam Negeri (PMDN). Sebagai upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam 

perbaikan iklim penanaman modal yang selaras dengan Sasaran Strategis 

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam rencana aksinya               

antara lain : 

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal; 

2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; 

3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani. 

Sasaran strategis tersebut menjadi dasar dalam penyusunan arah 

kebijakan penanaman modal Tahun 2020-2024, yaitu Peningkatan Inovasi 

dalam Rangka Pencapaian Target Penanaman Modal serta Peningkatan 

Kualitas Penanaman Modal dalam Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 

yang Inklusif dan Berkelanjutan.  

Dalam renstra BKPM 2020-2024 disebutkan bahwa sejalan dengan arah 

kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal 

merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang 

lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. 

BKPM menetapkan dua arah kebijakan, yaitu:  

1. Peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal; 

Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan pertama  

adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang 

berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanam 

modal (investor needs); 

b. Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing; 

c. Meningkatkan kualitas kerjasama penanaman modal; 

d. Meningkatkan efektifitas promosi penanaman modal; 

e. Meningkatkan kualitas layanan penanaman modal; 

f. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman 

modal; 

g. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. 

 

2. Peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya 

mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 

Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan kedua adalah 

sebagai berikut : 
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a. Mendorong peningkatan penanaman modal di bidang usaha yang 

banyak menyerap tenaga kerja; 

b. Mendorong peningkatan produktivitas penanaman modal; 

c. Mendorong peningkatan penanaman modal yang melakukan transfer 

pengetahuan dan teknologi; 

d. Mendorong peningkatan daya saing dan akses pasar; 

e. Mendorong peningkatan penanaman modal pada industri yang 

berorientasi ekspor dan industri substitusi impor; 

f. Mendorong peningkatan penanaman modal yang berwawasan 

lingkungan dan memiliki dampak sosial yang besar; 

g. Mendorong peningkatan optimalisasi penggunaan sumber daya alam 

dan hasil produksi dalam negeri; 

Telaahan Renstra Kementrian atau Lembaga yang berhubungan langsung 

dalam pelaksanaan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi dan yang mempengaruhi terhadap 

penanganan permasalahan baik faktor-faktor yang bersifat menghambat 

maupun yang mendorong dapat terlihat seperti tabel di bawah ini : 

Tabel 3.3 

Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan  

Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi 

berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat  

dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 
 

NO 

SASARAN JANGKA 

MENENGAH 

RENSTRA K/L 

PERMASALAHAN 

PELAYANAN DPMPTSP 

KOTA BEKASI 

SEBAGAI FAKTOR 

PENGHAMBAT PENDORONG 

1 2 3 4 5 

1. DEPUTI PELAYANAN PUBLIK KEMENPAN & RB. (IKU) 

Misi ke 1 

Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik 

  Jumlah unit 

pelayanan yang 

melaksanakan 

pelayanan yg 

berstandar 

pada peraturan 

yang berlaku.  

 

 

 

 

 

 Jumlah unit 

pelayanan yang 

melaksanakan 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

(IKM) 

 

 Penyiapan Sarana dan 

Prasarana Pendukung 

Layanan belum 

Optimal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frekuensi dan 

Capaian Hasil Survey 

IKM masih terbatas 

dan perlu 

ditingkatkan. 

 

 

 Adanya pandemi 

covid- 

19 membuat 

anggaran 

Dinas PMPTSP 

direfocusing 

untuk 

kepentingan 

penanggulangan/ 

penyebaran 

covid-19. 

 

 Terbatasnya 

anggaran 

DPMPTSP. 

 

 Sesuai Permenpan 

&RB Nomor 36/2012 

ttg Standar 

Pelayanan; 

 Depdagri No. 500/ 

1191/V/Bangda ttg 

Penyempurnaan 

Pedoman Nasional 

PTSP 

 

 

 

 Tersediannya Proses 

pengurusan perizinan 

yang berlokasi di Mal 

Pelayanan Publik 

(MPP) yang tersebar 

di wilayah kota bekasi 

yang mudah dan 

cepat. 
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2. BKPM-RI (2020-2024)  

Misi ke III 

Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing 

   Meningkatnya 

realisasi 

penanaman 

modal; 

 Meningkatnya 

kepercayaan 

pelaku 

usaha/penanam 

modal; dan 

 Terwujudnya 

birokrasi yang 

bersih, efektif, dan 

melayani. 

 

 Pandemi covid-19 

yang 

masih 

berlangsung; 

 Penurunan minat 

investasi; 

 Dalam 

implementasi 

Pelayanan 

Perizinan 

Investasi secara 

teknis 

masih terkendala 

belum optimalnya 

OSS 

yang dikelola 

BKPM di 

Jakarta. 

(kementerian/L 

yang 

mempunyai 

pelayanan 

perijinan blm 

sesuaidengan 

Perka 14 th 

2017; 

 Dalam 

Implementasi 

pelayanan 

perijinan 

yang terintegrasi 

secara elektronik 

(Online Single 

submission). 

 

 Tidak dapat 

melakukan 

visitasi 

lapangan; 

 Dinas PMTSP 

belum 

optimal dalam 

pelayanan 

perijinan 

Sesuai PP 

nomor 24 

tahun 2018 

pasal 107; 

 Mulai 

berlakukan nya 

Sistem 

perizinan 

Online 

Single 

Submission 

Risk 

Based Approach 

(OSS RBA) yang 

diamanatkan 

oleh 

Undang-undang 

Nomor 11 

Tahun 

2020 yang 

belum 

optimal dan 

tidak 

tersambung 

dengan 

sistem perizinan 

satu 

pintu di daerah 

Komitmen yang 

tidak 

dapat 

diselesaikan di 

PTSP Kab/Kota. 

 Percepatan 

penyelenggaraan 

pelayanan perizinan 

secara daring; 

 Dukungan 

Pendampingan 

Pengoperasian OSS 

oleh BKPM berjalan 

sampai sekarang 

 Usulan 

Penyempurnaan 

aplikasi OSS; 

 Pemerintah Provinsi 

Jawa Barat telah 

menyusun dan 

segera mensahkan 

Peraturan Daerah 

dan Peraturan 

Kepala Daerah 

turunan dari 

Undang-undang 

Nomor 11 Tahun 

2020. 

 
 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis 
 

 
 

Tabel 3.4 
Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kota Bekasi 

 berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong 
Keberhasilan Penanganannya 

 

N

O 

HASIL KLHS terkait 

Tugas dan Fungsi 

DPMPTSP 

PERMASALAHAN 

PELAYANAN 

DPMPTSP KOTA 

BEKASI 

SEBAGAI FAKTOR 

PENGHAMBAT PENDORONG 

1 2 3 4 5 

1. Lebih selektif dalam 

memilih investasi yang 

 Banyaknya 

investasi di Kota 

Bekasi di sektor 

Untuk mencapai 

realisasi investasi 

Keinginan 

Pemerintah Kota 
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akan ditanamkan di Kota 

Bekasi agar tidak 

mengurangi kapasitas 

daya dukung dan daya 

tampung lingkungan 

hidup untuk 

pembangunan 

industri 

manufaktur yang 

akan mengurangi 

kapasitas daya 

dukung dan daya 

tampung 

lingkungan 

yang tinggi industri 

manufaktur masih 

merupakan andalan  

Bekasi untuk 

mengembangkan 

investasi di bidang 

pertanian, 

peternakan dan 

perikanan serta 

agro industri 

 

 

2.  Daya saing daerah 

pembangunan Kota 

Bekasi yang turut 

dipengaruhi 

oleh tingkat 

kesejahteraan 

masyarakat yang 

terbentuk. 

 Pemanfaatan 

struktur 

perekonomian Kota 

Bekasi 

melaluipeningkatan 

iklim investasi yang 

dihasilkan dari 

komponen daya saing 

daerah sepertidaya 

dukung sarana dan 

prasarana kota, 

kesejahteraan sosial 

(keamanan, 

tingkatkriminalitas 

yang rendah) hingga 

daya beli masyarakat 

kota Bekasi menjadi 

lebih baik. 

 

 

 

 Banyaknya 

industri di Kota 

Bekasi bersumber 

dari keterbatasan 

lahan untuk 

pengembangan, 

dukungan 

infrastruktur kota 

serta layanan 

perizinan. 

 meningkatkan 

daya saing  

investasi melalui 

pembangunanter

hadap target 

PAD 

3. Struktur perekonomian 

Kota Bekasi didominasi 

oleh sektor industri 

pengolahan dan salah 

satu tempat untuk 

berinvestasi. 

 Belum optimalnya 

Mutu Pelayanan 

Perizinan melalui 

Pengembangan 

Sistem on line dan 

pengembangan 

aplikasi terintegrasi 

melalui OSS 

 

 Masih rendahnya 

kinerja pelayanan 

investasi 

Peningkatan nilai 

investasi dan 

terciptanya iklim 

investasi 

 Peningkatan 

Pemeliharaan 

Sistem dan 

Server, layanan 

provider secara 

rutin 

 

 

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 

Review Rencana Strategis ini salah satunya dilatar belakangi oleh 

pandemi covid-19 yang merajalela di seluruh dunia. Dampak dari pandemi 

ini terhadap perekonomian regional dan kinerja dinas adalah penurunan 

invetasi yang cukup signifikan, baik Penanaman Modal Asing maupun 

Penanaman Modal Dalam Negeri. Kemudian disahkannya Undang-undang 

Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengubah dan menghapus 

berbagai peraturan perundangan yang dinilai rumit dan boros birokrasi 

dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan. Hal ini membuat tata cara 

pelayanan perizinan termasuk tata laksana organisasi penyelenggara 

perizinan di daerah turut berubah. 
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Sehingga pada akhirnya, sejalan dengan Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 

2018-2023 yang memfokuskan Prioritas Pembangunan Daerah Sesuai Isu 

Strategis Pembangunan Kota Bekasi dimana point ketiga adalah 

”Penguatan Daya Saing Daerah”, dimana beberapa permasalahan strategis 

tersebut meliputi :  

a. Rendahnya daya beli;  

b. Peningkatan kapasitas dan pengelolaan keuangan daerah;  

c. Peningkatan masalah keamanan dan iklim investasi;  

d. Keterbatasan kapasitas keuangan daerah. 

Dalam menentukan isu strategis yang sedang berkembang di Kota 

Bekasi sebagaimana uraian penjelasan di atas, Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi dapat diidentifikasi 

menggunakan dua aspek yaitu : 

1. Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang usaha 

pangan yang skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara 

strategis dengan sektor lain untuk mendukung daya saing Kota Bekasi; 

2. Reformasi pelayanan perizinan terkait dengan Implementasi Terbitnya 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 6 

Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 

dan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang 

Bangunan Gedung. 

Untuk mendukung tujuan dan sasaran serta untuk melaksanakan 

tupoksi DPMPTSP Kota Bekasi maka ditentukan rencana program kegiatan, 

indikator kinerja, serta pendanaan yang menjawab isu-isu strategis 

DPMPTSP adalah sebagai berikut : 

1. Kualitas pelayanan perizinan masih rendah dikarenakan masih banyak  

para pelaku usaha belum patuh dalam melaporkan kegiatan Investasi; 

2. Masih terbatasnya ketersediaan fasilitas dan insfrastruktur daerah 

untuk penunjang peningkatan daya tarik investasi dan mendukung 

operasional; 

3. Mempercepat penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan 

perizinan berusaha di Kota Bekasi dan mengembalikan kepercayaan 

investasi dengan memperluas stimulus kemudahan perizinan di daerah 
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yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja dan turunannya; 

4. Peningkatan intensifitas koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Teknis 

terkait baik secara Horizontas maupun Vertikal masih adanya 

perbedaan; 

5. Meningkatkan implementasi pola kemitraan antara industri besar 

dengan UMKM sebagai salah satu solusi dalam mengatasi keterbatasan 

bahan baku impor dan penciptaan lapangan kerja baru serta mendorong 

formalisasi UMKM sebagai salah satu tumpuan perekonomian regional; 

6. Semakin tingginya kebutuhan masyarakat di dunia usaha untuk 

memperoleh informasi penanaman modal melalui pengembangan sistem 

online dan pengembangan aplikasi terintegrasi; 

7. Kurang SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsi 

guna penunjang keberhasilan keberhasilan pelaksanaan keseluruhan 

proses penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu; 

8. Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang energi 

alternatif untuk memasok kebutuhan energi investasi skala besar dan 

memiliki daya saing; 

9. Meningkatkan realisasi investasi yang mengalami penurunan akibat 

pandemic covid-19 dengan mempermudah dan mempromosikan investasi 

serta mendorong sector-sektor ekonomi untuk berusaha dengan 

menerapkanprotokol kesehatan. 
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN  

 

 

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). 

4.1.1 Tujuan 

Berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017,Tujuan diartikan 

sebagaisuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 

jangka waktu 5 (lima) tahunan.Perumusan Tujuan Dinas Penanaman 

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi 

sesuai dengan Visi Kota BekasiYaitu “Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, 

Maju Sejahtera dan Ihsan”.  

Selain pencapaian visi, Tujuan DPMPTSP Kota Bekasi 

dirumuskan untuk mendukung pencapaian misi telah ditetapkan 

adalah sebagai berikut :  

1. Misi Pertama RPJMD   :    Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola 

                                      Kota Bekasi Pemerintahan yang baik. 

 

 Tujuan Renstra : 1. Meningkatkan Kualitas Kinerja 

DPMPTSP Tujuan ini diarahkan 

pada upaya untuk peningkatan 

kinerja aparatur DPMPTSP dalam 

pelaksanaan tugas terkait 

pelayanan publik dan investasi.  

 

  2..   Meningkatkan kualitas pelayanan 

Perizinan kepada masyarakat. 

Tujuan ini diarahkan pada upaya 

untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan multi prima kepada 

masyarakat dalam memberikan 

pelayanan dengan profesional, 

ramah, ikhlas, mudah dan 

akuntabel.  
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Indikator                  :   1.  Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP; 

2.. Indeks Kepuasan Masyarakat. 

 

 

2. Misi Ketiga RPJMD  :   Meningkatkan Perekonomian Berbasis  

Kota Bekasi Potensi Jasa Kreatif dan 

Perdagangan yang Berdaya Saing   

 

Tujuan Renstra  :  Peningkatan daya saing investasi  

               Daerah.  

Tujuan ini diarahkan pada upaya untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi dalam 

peningkatan investasi pada baik dalam 

perbaikan insfrastruktur maupun iklim 

usaha yang berada di Kota Bekasi.   

 

Indikator :    Peringkat Realisasi Investasi Regional  

                               Jawa Barat. 

 

4.1.2    Sasaran  

 

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi 

Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun 

waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan 

tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan Perumusan Tujuan Renstra 

DPMPTSP yang mengacu pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 

maka dapat dirumuskan 2 (dua) sasaran Renstra DPMPTSP, yaitu :  

 

Sasaran Pertama :   1. Meningkatnya Kualitas dan  

       Pengawasan Kinerja DPMPTSP. 

Sasaran ini diarahkan pada 

peningkatan kinerja aparatur DPMPTSP 

dalam pelaksanaan tugas terkait 

pelayanan publik dan investasi. 

 

2..Meningkatnya kinerja pelayanan 

perizinan dan non perizinan. Sasaran 

ini diarahkan pada meningkatkan 

kualitas kinerja pelayanan perizinan 
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dan non perizinandalam rangka 

memberikan pelayanan yangprima dan 

reponsif melalui PTSP yangterintegrasi. 

 

Indikator  :   1. Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP 

   2.. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 

 
 

Sasaran Kedua :   Peningkatan Nilai Investasi Daerah. 

Sasaran ini diarahkan pada meningkatnya 

daya tarik penanaman modal melalui  

promosi yang informatif berorientasi pada 

efektifitas, efisiensi  dan kemudahan pada 

pelayanan prima baik PMA/PMDN guna 

peningkatan investasi.  
 

Indikator :   Persentase Peningkatan Nilai Investasi  

                                              Berskala Nasional.njdhjhsjfhsjfhjshsjkm
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Tabel 4.1 
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi 
 

 

 

NO TUJUAN SASARAN 

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- 

2019 2020 2021 2022 2023 

  (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) 

1. Meningkatkan Kualitas Kinerja 

DPMPTSP 

- Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP - - 83,75 83,80 83,85 

  Meningkatnya Kualitas dan 

Pengawasan Kinerja 

DPMPTSP 

Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP - - 83,75 83,80 83,85 

2. Meningkatkan Kualitas 

Pelayanan Perizinan Kepada 

Masyarakat 

- Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)  82,70 82,80 82,90 83,00 83,10 

  Meningkatnya Kinerja 

Pelayanan Perizinan dan 

Non Perizinan 

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 

Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan 

82,70 82,80 82,90 83,00 83,10 

3. 

 

Peningkatan Daya Saing 

Investasi Daerah 

- Peringkat Realisasi Investasi 

Regional Jawa Barat 

10% 10% 4% 

 

4% 4% 

  Peningkatan  Nilai Investasi 

Daerah 

Persentase Peningkatan Nilai 

Investasi Berskala Nasional  

10% 10% 4% 4% 4% 
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 
 

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi2018 –

2023 

Dalam upaya pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran untuk pencapaian target pembangunan yang tertuang dalam 

RPJMD Kota Bekasi selama 5 (lima) tahun ke depan yaitu Tahun 2018- 2023 DPMPTSP telah menyusun Strategi dan Arah 

Kebijakan berdasarkan Tujuan dan Sasaran Renstra sebagai berikut : 

Tabel 5.1  

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 
 

VISI      :  “KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN” 

MISI  I  :MENINGKATKAN KAPASITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK 

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

Meningkatkan 

Kualitas Kinerja 

DPMPTSP 

Meningkatnya 

Kualitas dan 

Pengawasan Kinerja 

DPMPTSP 

 

 

Meningkatnya Kualitas dan Pengawasan 

Kinerja Aparatur DPMPTSP 

 

Melaksanakan reward dan punisment terhadap kinerja aparatur 

DPMPTSP 
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VISI      :  “KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN” 

MISI  I  :MENINGKATKAN KAPASITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK 

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

Meningkatkan 

Kualitas 

Pelayanan 

Perizinan kepada 

Masyarakat 

 

 

Meningkatnya Kinerja 

Pelayanan Perizinan 

dan Non Perizinan 

Mengembangkan dan meningkatkan 

pelayanan perizinan dan non perizinan 

dengan adanya Mal Pelayanan Publik 

(MPP) Bekasi Junction diikuti dengan 

Gerai Pelayanan Publik (GPP) Pondokgede, 

GPP Cibubur,  

Melakukan inovasi dalam pengembangan teknologi informasi 

yang komprehensif dan berkelanjutan dalam pengelolaan 

sarana dan prasarana perizinan dan Penanaman Modal seperti 

pendaftaran secara online, chek status berkas,sms centre, media 

cetak dan  elektronik (Radio), sosialisasipelayanan perizinan, 

Simpel Antri Online, dan One day Service (ODS), pengiriman 

perizinan jadi ke pemohon, penempatan Tim teknis pada 

DPMPTSP, Penyusunan Kepwal SOP, simplifikasi perizinan,  

Meningkatkan sistem serta sarana 

prasarana pelayanan publik berbasis 

teknologi informasi 

Pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi 

informasi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh dinas teknis 
 

Peningkatan pemanfaatan TIK untuk pelayanan publik 

Meningkatkan  koordinasi dan komunikasi antar instansi yang 

terkait dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dan penanaman 

modal. 

  pengembangan teknologi informasi melalui penggunaan QR 

Code 

  Meningkatkan kualitas aparatur DPMPTSP  Pemenuhan sumber daya aparatur sesuai dengan standar 

kompetensi dan peningkatan kapasitas melalui bimtek service 

excelent, 
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VISI      :  “KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN” 

MISI  I  :MENINGKATKAN KAPASITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK 

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

  Meningkatkan Sarana dan Prasarana 

Pelayanan Perizinan  

Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan pada 

MPP, GPP dan DPMPTSP 

  Membangun zona integritas menuju 

wilayah bebas korupsi pada dinas 

penanaman modal dan pelayanan terpadu 

satu pintu dan Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi 

Meningkatkan penyelenggaraan pembangunan zona integritas 

menuju wilayah bebas korupsi sesuai dengan tujuan kebijakan 

dan rencana tindak 

  Melakukan penandatanganan Pakta Integritas bagi seluruh 

aparatur secara berjenjang. 
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VISI      :  “KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN” 

MISI  III    :Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing. 

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

Peningkatan  Daya 

SaingInvestasi Daerah 

 Peningkatan  Nilai 

Investasi Daerah 

Memberikan kemudahan berinvestasi di 

Kota Bekasi dengan penyederhanaan 

prosedur perizinan dan non perizinan 

bagi calon investor 

Menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi 

dengan pusat dan daerah terkait regulasi 

dan siytem pelayanan perizinan lainnya 

serta menyusun rekomendasi penghapusan 

perundang-undangan di daerah yang 

menghambat investasi  

  Meningkatkan efektivitas strategi, 

peningkatan investasi dalam 

pengembangan UMKM dan upaya 

promosi investasi 

Memperluas penyebaran informasi potensi, 

promosi, meningkatkan peluang investasi 

yang berdaya saing, kuantitas dan kualitas 

UMKM dan prosedur pelaksanaan 

penanaman modal 

  Menciptakan iklim investasi dan iklim 

usaha yang kondusif bagi pelaku usaha 

dan investor dengan melaksanakan 

pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi 

penanganan permasalahan investasi bagi 

perusahaan PMDN/PMA,  

Mengoptimalkan fungsi pemusatan 

database,penyusunan profil 

investasi,potensi investasi, pengolahan 

informasi peluang investasi, sebagai alat 

perencana, pelayanan, pengendalian dan 

pembinaan dalam meningkatkan realisasi 

investasi di Kota Bekasi 
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  Peningkatan SDM aparatur Mengikuti Diklat PTSP Bidang Penanaman 

Modal, Diklat PTSP Bidang Penanaman 

Modal subtansi OSS, Bintek Peningkatan 

Kinerja Pelayanan Publik menunju standar 

Pelayanan Prima, berkualitas dan Inovasi 

  Peningkatan jumlah perusahaan yang 

dapat memenuhi kewajibannya 

melaporkan LKPM 

Pembinaan dan Pengawasan terhadap 

Perusahaan PMDN/PMA 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 

Untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran serta untuk 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi, maka ditentukan 

rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan 

pendanaan indikatif, sebagai berikut : 

 

6.1 PROGRAM DAN KEGIATAN 
 

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam 

bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan 

sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai 

dengan tugas dan fungsi. sedangkan Kegiatan Perangkat Daerah adalah 

serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat 

Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai 

hasil (outcome) suatu program sesuai dengan Permendagri No. 86                           

Tahun 2017. 
 

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan atau 

program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan di mana kegiatan 

itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu 

atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang 

terukur dan terarah pada suatu program. 
 

Dengan adanya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan 

dan keuangan daerah maka terdapat beberapa perubahan pada 

Program/Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DPMPTSP) yang dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur 

kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga ada perencanaan 

anggarannya. 
 

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi adalah 

sebagai berikut:  
 

1. Program Penunjang adalah sebagai berikut: 

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  (2019-2020) 

setelah Revisi RPJMD Program Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah (2021-2023) 
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Program ini merupakan upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam 

penataan administrasi dan penunjang operasional kantor. 
 

Dengan kegiatan sebagai berikut: 

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik; 

3. Penyediaan jasa kebersihan kantor; 

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor; 

5. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan; 

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor; 

7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan; 

8. Penyediaan Makanan dan Minuman; 

9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Koordinasi Ke Luar Daerah; 

10. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran; 

11. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

12. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor; 

13. Penataan arsip. 

nama kegiatan sesuai dengan nomenklatur dalam Permendagri 

Nomor 90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut : 

1) Administrasi Umum Perangkat Daerah. 

    dengan sub kegiatan adalah : 

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor; 

2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor; 

3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 

4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 

undangan; 

5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; 

6. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD. 
 

 

nama kegiatan sesuai dengan nomenklatur dalam Permendagri 

Nomor 90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut : 

2) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah. 

    dengan sub kegiatan adalah : 

1. Penyediaan jasa Surat Menyurat; 

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; 

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor; 
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b. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur (2019-2023) 

Setelah Revisi Rpjmd Program Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah (2021-2023) 

Program ini merupakan upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam 

meningkatkan sarana dan prasarana bagi kelancaran pelaksanaan 

tupoksi : 

 Dengan kegiatan sebagai berikut: 

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; 

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; 

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor; 

4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya. 

nama kegiatan sesuai dengan nomenklatur dalam Permendagri 

Nomor 90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut : 

3) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

    dengan sub kegiatan adalah : 

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan 

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan; 

2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya. 

c. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur (2019-2020) 

Setelah Revisi Rpjmd Program Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah (2021-2023) 

Program ini merupakan upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam 

meningkatkan sarana dan prasarana bagi kelancaran pelaksanaan 

tupoksi : 

 Dengan kegiatan sebagai berikut: 

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; 

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; 

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor; 

5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan  

Lainnya. 

nama kegiatan sesuai dengan nomenklatur dalam Permendagri 

Nomor 90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut : 
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4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

    dengan sub kegiatan adalah : 

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan 

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan; 

2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya. 

 

d. Program Peningkatan Disiplin Aparatur (2019-2020)setelah 

Revisi RPJMD Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

(2021-2023) 

Program ini merupakan  upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam 

meningkatkan disiplin aparatur dalam bentuk pembinaan jasmani 

Dengan kegiatan sebagai berikut: 

1. Pengadaan Pakaian Olah Raga; 

2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya. 

nama kegiatan sesuai dengan nomenklatur dalam Permendagri 

Nomor 90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut : 

5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

    dengan sub kegiatan adalah : 

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya. 

 

e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  (2019-

2010) setelah Revisi RPJMD Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah (2021-2023) 

Program ini merupakan upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam 

peningkatan sumber daya aparatur dalam pelaksanaan tugas 

pelayanan yang maksimal. 

Dengan kegiatan sebagai berikut: 

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal; 

nama kegiatan sesuai dengan nomenklatur dalam Permendagri 

Nomor 90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut : 
 

6) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

   dengan sub kegiatan adalah : 

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi. 
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f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan (2019-2020) setelah Revisi RPJMD 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2021-2023) 

Program ini merupakan upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam 

meningkatkan dan mengembangkan sistem pelaporan kinerja dan 

keuangan yang akuntabel. 

Dengan kegiatan sebagai berikut: 

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja   SKPD; 

nama kegiatan sesuai dengan nomenklatur dalam Permendagri 

Nomor 90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut : 

7) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

    dengan sub kegiatan adalah : 

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. 

 

g. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan (2019-2020) setelah Revisi RPJMD 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2021-2023) 

Program ini merupakan upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam 

meningkatkan dan mengembangkan sistem pelaporan kinerja dan 

keuangan yang akuntabel. 

Dengan kegiatan sebagai berikut: 

1. Penyusunan Laporan Keuangan; 

nama kegiatan sesuai dengan nomenklatur dalam Permendagri 

Nomor 90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut : 

8) Administrasi keuangan Perangkat Daerah 

    dengan sub kegiatan adalah : 

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; 

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD. 

 

2. Program Prioritas  

 

a. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik melalui 

Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi. 

Program dan kegiatan pada DPMPTSP berikut merupakan 

penjabaran dari Program Prioritas Wali Kota Bekasi dimaksud, 

terdiri dari : 
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1. Program Pengelolaan PTSP (2019-2023) setelah revisi RPJMD  

Program Pelayanan Penanaman Modal (2021-2023) : 

Program ini merupakan upaya Pemerintah Kota Bekasi 

mempermudah dan mempercepat proses pelayanan perizinan, 

serta perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan 

dan penanaman modal secara berkesinambungan demi 

mewujudkan pelayanan publik yang prima di bidang 

Pembangunan dan Jasa Usaha. Tujuannya untuk meningkatkan 

kinerja pelayanan sehingga tercapai Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) yang baik.  

1. Kegiatan Sinergitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 

Bidang Jasa Usaha; 

2. Kegiatan Sinergitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 

Bidang Pembangunan; 

3. IKM Pelayanan Perizinan. 

4. Kegiatan Rapat Koordinasi Investasi dan Pelayanan Perizinan 

Tingkat Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat; 

5. Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Mall Pelayanan 

Perizinan (MPP); 

6. Pengembangan Pelayanan pada Mall Pelayanan Perizinan 

(MPP) (DID). 

 

nama kegiatan sesuai dengan nomenklatur dalam Permendagri 

Nomor 90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut : 

1) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu 

Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi 

Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota. 

dengan nama sub kegiatan yaitu : 

1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non-

Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi secara Elektronik; 

2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non 

Perizinan Penanaman Modal. 

 

b. Pengembangan layanan publik berbasis IT. 

Program dan kegiatan pada DPMPTSP berikut merupakan 

penjabaran dari Program Prioritas Wali Kota Bekasi dimaksud, 

terdiri dari : 
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2. Program Pengolahan Data Informasi Perizinan dan Investasi 

(2019-2020) setelah revisi RPJMD Program Pengelolaan Data 

Dan Sistem Informasi Penanaman Modal (2021-2023) : 

Program ini merupakan upaya meningkatkan kualitas dalam 

menyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. 

Tujuannya untuk mengembangkan sistem pelayanan sehingga 

seluruh pelayan perizinan dapat dilakukan secara online. 

1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pelayanan 

Perizinan Online; 

2. Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Online (DID); 

nama kegiatan sesuai dengan nomenklatur dalam Permendagri 

Nomor 90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut : 

2) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non 

Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

dengan nama sub kegiatan yaitu : 

1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan 

Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 

Elektronik. 

 

3. Program Pendukung 

 

a. Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman 

Modal (2019-2020) setelah revisi RPJMD Program Pengembangan 

Iklim Penanaman Modal (2021-2023): 

 

Program ini merupakan upaya memberikan iklim investasi yang 

kondusif, bertujuan menambah daya tarik investor dalam 

berinvestasi serta sosiaisasi potensi investasi, meningkatkan 

kualitas investasi yang memberikan iklim investasi yang kondusif 

serta promosi dan kerjasama investasi. Tujuannya untuk 

mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan dibidang 

Penanaman Modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada 

investor melalui koordinasi dengan instansi terkait provinsi dan 

Pusat. 

1. Kegiatan Penyusunan Profil Potensi Investasi Kota Bekasi. 

2. Kegiatan Review RUPM Kota Bekasi Tahun 2015; 

3. Analisis Profil Potensi Investasi Kota Bekasi; 
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4. Invesment Forum; 

5. Pemberdayaan UMKM Melalui Kemitraan dengan 

PMDN/PMA(DID). 

nama kegiatan sesuai dengan nomenklatur dalam Permendagri 

Nomor 90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut : 

3) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman 

Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 

dengan nama sub kegiatan yaitu : 

1. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian 

Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; 

4) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 

dengan nama sub kegiatan yaitu : 

1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah 

Kabupaten/Kota; 

2. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota. 

 

b. Program Promosi Penanaman Modal : 
 

Program ini merupakan untuk memberikan arah pengembangan 

investasi pada tahun berikutnya dengan tujuan untuk 

meningkatkan efektifitas promosi dan kualitas pelayanan dalam 

bidang penanaman modal, meningkatkan iklim investasi dan 

realisasi investasi. 

1. Kegiatan Sosialisasi Regulasi Penanaman Modal; 

2. Kegiatan Promosi Peluang Investasi; 

3. Revisi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Penanaman Modal; 

4. Seminar Promosi Peluang Investasi; 

5.  Penyusunan Kajian Produk Hukum yang Menghambat  

 Investasi. 

nama kegiatan sesuai dengan nomenklatur dalam Permendagri 

Nomor 90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut : 

5) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi 

Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 

dengan nama sub kegiatan yaitu : 

1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah 

Kabupaten/Kota; 

2. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal. 
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c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal: 
 

Program ini merupakan upaya dalam melakukan pembinaan, 

pemantauan dan pengawasan salah satunya dengan melakukan 

evaluasi. Tujuannya sebagai wadah bagi Pemerintah Kota Bekasi 

dalam melakukan pengawasan serta pengendalian dan memberikan 

kepastian hukum dalam melakukan investasi di Kota Bekasi. 

1. Kegiatan Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi PMDN/PMA; 

2. Kegiatan Training LKPM Bagi PMDN/ PMA di Kota Bekasi; 

3. Kegiatan Forum Komunikasi Investasi PMDN/PMAdi Kota   

Bekasi. 

nama kegiatan sesuai dengan nomenklatur dalam Permendagri 

Nomor 90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut : 
 

6) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota  

  dengan nama sub kegiatan yaitu : 

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan 

Penanaman Modal; 

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan 

Penanaman Modal. 

 

6.2 PENDANAAN INDIKATIF  

Indikatif pendanaan program dan kegiatan didasarkan kepada program 

dan kegiatan yang efeknya dapat dirasakan secara langsung oleh 

masyarakat atau stake holder terkait. 

Untuk penjelasan tentang rencana program, kegiatan, indikator kinerja, 

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota  Bekasi dapat di lihat pada Tabel 

6.1 Rencana Program, Kegiatandan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Kota Bekasi dan Tabel 6.2 revisi rencana program dan 

kegiatan serta pendanaan sesuai PERMENDAGRI 90 Tahun 2019. 
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Tabel  6.1 

Rencana Program, Kegiatandan Pendanaan  

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Bekasi 

  

Tujuan Sasaran 

Indikator 

Kinerja 
Tujuan 

dan 
Sasaran 

Kode 
Program dan 

Kegiatan  

Indikator 

Kinerja Program 
(outcome) dan 

Kegiatan (output) 

Data Capaian pada 
Tahun Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra OPD 

Unit Kerja OPD 
Penang-gung 

Jawab 

Lokasi 

Tahun  2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun- 2022 Tahun- 2023 

target Rp target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp  
 

Meningkatkan 

kualitas 

pelayanan 

perizinan 

kepada 

masyarakat 

Meningkatnya 

kinerja 

pelayanan 

perizinan dan 

non perizinan 

Indeks 

Kepuasan 
Masyarakat 

(IKM) 
Pelayanan 
Perizinan 

dan Non 
Perizinan 

12 01 06  Program 

Peningkatan 
Pengembangan 

Sistem Pelaporan 
Capaian Kinerja 
dan Keuangan 

Optimalisasi 

pengembangan 
sistem pelaporan 

capaian kinerja 
dan keuangan 

100% 100% 10.057.415.000 100% 11.507.800.000 - - - - - - 100% 11.507.800.000 Sekretaris KOTA 

BEKASI 

   12 01 06 01 Penyusunan 

Laporan capaian 

Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

Jumlah dokumen 

Renstra DPMPTSP 

Tahun 2018-2023, 

Jumlah Dokumen 

Lakip, Jumlah 

Dokumen Renja, 

Jumlah Dokumen 

evaluasi kinerja 

DPMPTSP 

1Jumlah dokumen 

Renstra DPMPTSP 

Tahun 2018-2023, 

1 Jumlah Dokumen 

Lakip, 1 Jumlah 

Dokumen Renja, 1 

Jumlah Dokumen 

evaluasi kinerja 

DPMPTSP 

1 Jumlah 

dokumen Renstra 

DPMPTSP Tahun 

2018-2023, 1 

Jumlah Dokumen 

Lakip, 1 Jumlah 

Dokumen Renja, 1 

Jumlah Dokumen 

evaluasi kinerja 

DPMPTSP 

15.000.000 1 Jumlah dokumen 

Renstra DPMPTSP 

Tahun 2018-2023, 

1 Jumlah Dokumen 

Lakip, 1 Jumlah 

Dokumen Renja, 1 

Jumlah Dokumen 

evaluasi kinerja 

DPMPTSP 

15.000.000 - - - - - - 1Jumlah 

dokumen 

Renstra 

DPMPTSP 

Tahun 2018-

2023, 1 Jumlah 

Dokumen Lakip, 

1 Jumlah 

Dokumen Renja, 

1 Jumlah 

Dokumen 

evaluasi kinerja 

DPMPTSP 

15.000.000 Sekretaris KOTA 

BEKASI 

     06 02 Penyusunan 

Laporan Keuangan 

 

Laporan keuangan 3 jenis laporan 3 jenis laporan 15.000.000 3 jenis laporan 15.000.000 - - - - - - 3 jenis laporan 15.000.000 Sekretaris KOTA 

BEKASI 

   12 01 03  Program 
Peningkatan 

Disiplin 
 

 
 

 

Optimalisasi  
Disiplin Aparatur 

100% 100% 0 100% 475.000.000 - - - - - - 100% 475.000.000 Sekretaris KOTA 
BEKASI 



REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018-2023 

 

DPMPTSP KOTA BEKASI  136 
 

Tujuan Sasaran 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan 
dan 

Sasaran 

Kode 
Program dan 

Kegiatan  

Indikator 

Kinerja Program 
(outcome) dan 

Kegiatan (output) 

Data Capaian pada 

Tahun Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra OPD 

Unit Kerja OPD 

Penang-gung 
Jawab 

Lokasi 

Tahun  2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun- 2022 Tahun- 2023 

target Rp target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp  
 

     03 01 Pengadaan 
Pakaian Olahraga 

 
 

 
 

 

Jumlah pakaian 
olahraga 

 
 

 
 

100% - 0 215 stel 200.000.000 - - - - - - 215 stel 200.000.000 Sekretaris KOTA 
BEKASI 

     03 02 Pengadaan 
pakaian dinas 

beserta 
perlengkapannya 
 

 

Jumlah pakaian 
dinas 

 
 

 

- - 0 215 stel 275.000.000 - - - - - - 215 stel 275.000.000 Sekretaris KOTA 
BEKASI 

   12 01 05  Program 

Peningkatan 
Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur 

Optimalisasi 

Peningkatan 
Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur 
 

100% 100% 0 100% 50.000.000 - - - - - - 100% 50.000.000 Sekretaris KOTA 

BEKASI 

     05 01 Pendidikan dan 
pelatihan formal 

Keikutsertaan 
dalam pendidikan 

dan pelatihan 
formal 
 

- - 0 5 orang 50.000.000 - - - - - - 5 orang 50.000.000 Sekretaris KOTA 
BEKASI 

   12 01 01  Program 
Pelayanan 

Administrasi 
Perkantoran 

Optimalisasi 
Pelayanan 

Administrasi 
Perkantoran 

100% 100% 9.861.000.000 100% 10.442.800.000 - - - - - - 100% 10.442.800.000 Sekretaris KOTA 
BEKASI 

     01 01 Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

Jumlah 
Dokumen/Surat 

Dinas Terkirim 
 

2.750 surat 24 orang dan 40 
dokumen 

3.000.000 500 surat 10.000.000 - - - - - - 24 orang dan 40 
dokumen dan 

500 surat 

10.000.000 Sekretaris KOTA 
BEKASI 

     01 02 Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 

Sumber Daya Air 
dan Listrik 

Jumlah rekening 
telepon, listrik dan 

dedicated, pulsa 
sms center, TV 

kabel, hosting net 

1 line telepon, 1 
rekening listrik, 

dedicated internet, 
sms center, TV 

kabel, Hosting net 

1 line telepon, 1 
rekening listrik, 

dedicated internet, 
sms center, TV 

kabel, Hosting net 

679.000.000 t1 line telepon, 1 
rekening listrik, 

dedicated internet, 
sms center, TV 

kabel, Hosting ne 

747.000.000 - - - - - - 1 line telepon, 1 
rekening listrik, 

dedicated 
internet, sms 

center, TV kabel, 
Hosting net 

747.000.000 Sekretaris KOTA 
BEKASI 

     01 08 Penyediaan Jasa 
Kebersihan Kantor 

Luas bangunan 
yang dibersihkan 

1.848 M2 gedung 
bertingkat, 1091 M2 

halaman gedung 

1.848 M2 gedung 
bertingkat, 1091 

M2 halaman 
gedung 

200.000.000 1.848 M2 gedung 
bertingkat, 1091 M2 

halaman gedung 

250.000.000 - - - - - - 1.848 M2 
gedung 

bertingkat, 1091 
M2 halaman 

gedung  
 

 

250.000.000 Sekretaris KOTA 
BEKASI 
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Tujuan Sasaran 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan 
dan 

Sasaran 

Kode 
Program dan 

Kegiatan  

Indikator 

Kinerja Program 
(outcome) dan 

Kegiatan (output) 

Data Capaian pada 

Tahun Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra OPD 

Unit Kerja OPD 

Penang-gung 
Jawab 

Lokasi 

Tahun  2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun- 2022 Tahun- 2023 

target Rp target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp  
 

     01 10 Penyediaan Alat 
Tulis kantor 

Jumlah alat tulis 
kantor 

51 jenis 51 jenis 300.000.000 51 Jenis 350.000.000 - - - - - - 51 Jenis 350.000.000 Sekretaris KOTA 
BEKASI 

     01 11 Penyediaan 

Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Jumlahbarang 

cetakan dan 
penggandaan 

57 jenis 57 Jenis 200.000.000 57 Jenis 300.000.000 - - - - - - 57 jenis 

 
 

300.000.000 Sekretaris KOTA 

BEKASI 

     01 12 Penyediaan 
komponen 

instalasi 
listrik/penerangan 
bangunan kantor 

 

Jumlah komponen 
instalasi 

listrik/penerangan 
bangunan kantor 

7 jenis 7 jenis 5.000.000 7 jenis 10.000.000 - - - - - - 7 Jenis 10.000.000 Sekretaris KOTA 
BEKASI 

     01 15 Penyediaan Bahan 

Bacaan dan 
Peraturan 

Perundang-
undangan 
 

Jumlah Bahan 

Bacaan/ 
perundang-

undangan 

400 eksemplar 400 Eksemplar 40.000.000 400 Eksemplar 40.000.000 - - - - - - 400 buku/ 

eksemplar 

40.000.000 Sekretaris KOTA 

BEKASI 

     01 17 Penyediaan 
Makanan dan 

Minuman 

Jumlah makanan  
minuman  harian 

pegawai, tamu dan 
rapat 

300 jamuan makan, 
600 jamuan ringan, 

900 air isi ulang 
galon, 150 dus air 

mineral 600 ml, 50 
dus air mineral 330 

ml, 80 dus air 

mineral gelas 

300 jamuan 
makan, 600 

jamuan ringan, 
900 air isi ulang 

galon, 150 dus air 
mineral 600 ml, 50 
dus air mineral 330 

ml, 80 dus air 
mineral gelas 

 
 

 

51.400.000 300 jamuan makan, 
600 jamuan ringan, 

900 air isi ulang 
galon, 150 dus air 

mineral 600 ml, 50 
dus air mineral 330 

ml, 80 dus air 

mineral gelas 

75.000.000 - - - - - - 300 jamuan 
makan, 600 

jamuan ringan, 
900 air isi ulang 

galon, 150 dus 
air mineral 600 
ml, 50 dus air 

mineral 330 ml, 
80 dus air 

mineral gelas 

75.000.000 Sekretaris KOTA 
BEKASI 

     01 18 Rapat-rapat 
koordinasi dan 

konsultasi ke luar 
daerah 

 
 

 
 

 
 

Jumlah frekuensi 
rapat2 koordinasi / 

konsultasi ke luar 
dan kedalam 

daerah 

40 oh perjalanan 
dalam daerah, 100 

oh perjalanan luar 
daerah 

40 oh perjalanan 
dalam daerah, 100 

oh perjalanan luar 
daerah 

250.000.000 50 oh perjalanan 
dalam daerah, 100 

oh perjalanan luar 
daerah 

250.000.000 - - - - - - 50 oh perjalanan 
dalam daerah, 

100 oh 
perjalanan luar 

daerah 

250.000.000 Sekretaris KOTA 
BEKASI 

     01 19 Penyediaan jasa 

tenaga 
administrasi/ 

teknis 
perkantoran 
 

 

Jumlah tenaga 

administrasi/tekni
s perkantoran 

126 orang x 12 

bulan 

126 orang x 12 

bulan 

7.702.600.000 133 orang x 12 

bulan 

8.114.200.000 - - - - - - 133 orang x 12 

bulan 

8.114.200.000 Sekretaris KOTA 

BEKASI 
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Tujuan Sasaran 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan 
dan 

Sasaran 

Kode 
Program dan 

Kegiatan  

Indikator 

Kinerja Program 
(outcome) dan 

Kegiatan (output) 

Data Capaian pada 

Tahun Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra OPD 

Unit Kerja OPD 

Penang-gung 
Jawab 

Lokasi 

Tahun  2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun- 2022 Tahun- 2023 

target Rp target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp  
 

     01 22 Penyebarluasan 
informasi 

penyelenggaraan 
pemerintah daerah 

 
 

Jumlah Frekuensi 
Penyebaran 

informasi 
penyelenggaraan 

pemerintah daerah 

858 mmk color and 
700 B/W 

858 mmk color and 
700 B/W 

60.000.000 1,600 mmk color 
and B/W 

75.000.000 - - - - - - 1,600 mmk color 
and B/W 

75.000.000 Sekretaris KOTA 
BEKASI 

     01 27 Penyediaan Jasa 

Keamanan Kantor 
 

 

Jumlah Keamanan 51 jenis 51 jenis 300.000.000 2 Orang x 12 bulan 121.600.000 - - - - - - 2 Orang x 12 

bulan 

121.600.000 Sekretaris KOTA 

BEKASI 

     01 31 Penataan Arsip 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Jumlah arsip yang 
ditata/dikelola 

2 lemari arsip, 300 
dus arsip 

2 lemari  arsip, 
300 dus 

arsip, 
pengawet 

arsip 
 

70.000.000 2 lemari arsip, 300 
dus arsip, pengawet 

arsip 

100.000.000 - - - - - - 2 lemari  arsip, 
300 dus arsip, 

pengawet arsip 
 

 
 

 
 

100.000.000 Sekretaris KOTA 
BEKASI 

   12 01 02  Program 

Peningkatan 
Sarana dan 

Prasarana 
Aparatur 

Optimalisasi 

Peningkatan 
Sarana dan 

Prasarana 
Aparatur 

100% 100% 166.415.000 100% 510.000.000 - - - - - - 100% 510.000.000 Sekretaris KOTA 

BEKASI 

     02 22 Pemeliharaan 
rutin/berkala 

gedung kantor 
 

 
 

 

Terlaksananya 
pemeliharaan 

gedung kantor 

666 M2 666 M2 100.000.000 1.848 M2 150.000.000 - - - - - - 1.848 M2 150.000.000 Sekretaris KOTA 
BEKASI 

     02 24 Pemeliharaan 
rutin/berkala 

kendaraan dinas/ 
operasional 

Terpenuhinya 
pemeliharaan 

kendaraan 
dinas/operasional 

dan STNK 

Pembayaran utang 
atas Kegiatan 

Pemeliharaan Rutin/ 
Berkala Kendaraan 

Dinas/ Operasional 
TA. 2018 

Pembayaran utang 
atas Kegiatan 

Pemeliharaan 
Rutin/ Berkala 

Kendaraan Dinas/ 
Operasional TA. 

2018 

6.415.000 10 unit mobil, 6 unit 
motor 

300.000.000 - - - - - - 10 unit mobil, 6 
unit motor 

300.000.000 Sekretaris KOTA 
BEKASI 

     02 28 Pemeliharaan 

rutin/berkala 
peralatan gedung 

kantor 
 

 
 

 
 

 
 

Terlaksananya 

pemeliharaan 
peralatan gedung 

kantor 

58 unit 58 unit 60.000.000 58 unit 60.000.000 - - - - - - 58 unit 60.000.000 Sekretaris KOTA 

BEKASI 
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Tujuan Sasaran 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan 
dan 

Sasaran 

Kode 
Program dan 

Kegiatan  

Indikator 

Kinerja Program 
(outcome) dan 

Kegiatan (output) 

Data Capaian pada 

Tahun Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra OPD 

Unit Kerja OPD 

Penang-gung 
Jawab 

Lokasi 

Tahun  2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun- 2022 Tahun- 2023 

target Rp target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp  
 

   12 1 22 5 Program 
Pengelolaan 

Pelayanan 
Terpadu   Satu 

Pintu 

Indeks kepuasan 
masyarakat (IKM) 

pelayanan 
perizinan dan non 

perizinan 

82,67 82,70 4.350.000.000 82,80 5.450.000.000 - - - - - - 82,80 5.450.000.000 Bidang Jasa 
Usaha, 

perencanaan, 
bid. 

pembangunan
, Bidang Data, 

Pengembanga
n Teknologi 
informasi, 

administrasi 
perizinan dan 

pengaduan 

KOTA 
BEKASI 

     22 5  Persentase 
Penerbitan 

Perizinan Bidang 
Jasa Usaha sesuai 

SOP 
 

 

98,96% 100% 200.000.000 100% 250.000.000 - - - - - - 100% 250.000.000 Bidang Jasa 
Usaha 

KOTA 
BEKASI 

     22 5 1. Sinergitas 
Pelayanan 

Perizinan dan 
non perizinan 

Bidang Jasa 
Usaha 

Jumlah laporan 
perizinan bidang 

jasa usaha 
(dokumen izin dan 

rekapitulasi 
realisasi laporan 

penerbitan izin dan 
non izin) per 

semester 
 

2 dokumen 2 dokumen 50.000.000 2 dokumen  150.000.000 - - - - - - 4 dokumen  150.000.000 Bidang Jasa 
Usaha 

KOTA 
BEKASI 

     22 2 1. Rapat Koordinasi 

Pelayanan 
Perizinan 

Tingkat Kota 
Bekasi dan 
Provinsi Jawa 

Barat 

Jumlah Dokumen 

Rekapitulasi dan 
Realisasi 

Penerbitan Izin dan 
Non Perizinan 

12 dokumen 12 dokumen  150.000.000 - - - - - - - - 12 dokumen - Perencanaan KOTA 

BEKASI 

        Jumlah Laporan 

Rapat koordinasi 
pelayanan 

perizinan tingkat 
kota bekasi dan 
Provinsi Jawa 

Barat dan jumlah 
Laporan rapat 

Evaluasi Kinerja 
DPMPTSP Kota 

Bekasi  

2 laporan Rapat 

koordinasi 
pelayanan perizinan 

tingkat kota bekasi 
dan Provinsi Jawa 

Barat dan 4 

Laporan rapat 
Evaluasi Kinerja 

DPMPTSP Kota 
Bekasi 

- - 2 laporan Rapat 

koordinasi 
pelayanan perizinan 

tingkat kota bekasi 
dan Provinsi Jawa 

Barat dan 4 

Laporan rapat 
Evaluasi Kinerja 

DPMPTSP Kota 
Bekasi  

Rp. 100.000.000 - - - - - - 2 laporan Rapat 

koordinasi 
pelayanan 

perizinan 
tingkat kota 
bekasi dan 

Provinsi Jawa 
Barat dan 4 

Laporan rapat 
Evaluasi Kinerja 

DPMPTSP Kota 
Bekasi  

Rp. 100.000.000 Perencanaan KOTA 

BEKASI 
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Tujuan Sasaran 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan 
dan 

Sasaran 

Kode 
Program dan 

Kegiatan  

Indikator 

Kinerja Program 
(outcome) dan 

Kegiatan (output) 

Data Capaian pada 

Tahun Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra OPD 

Unit Kerja OPD 

Penang-gung 
Jawab 

Lokasi 

Tahun  2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun- 2022 Tahun- 2023 

target Rp target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp  
 

        Persentase 

Penerbitan 

Perizinan Bidang 

Pembangunan 

sesuai SOP 

99,88% 100% 50.000.000 100% 100.000.000 - - - - - - 100% 100.000.000 Bidang 

Pembangunan 

KOTA 

BEKASI 

     22 04 3.Sinergitas 
Pelayanan 

Perizinan               
dan non 

perizinan 
Bidang 

Pembangunan 

Jumlah laporan 
perizinan bidang 

pembangunan 
(dokumen izin dan 

reka-pitulasi 
realisasi laporan 

penerbitan izin dan 
non izin) per 

semester 
 

4 dokumen 2 dokumen 50.000.000 2 dokumen 100.000.000 - - - - - - 4 dokumen 100.000.000 Bidang 
Pembangunan 

KOTA 
BEKASI 

        Jumlah Jenis 

Pelayanan 
Perizinan dan Non 

Perizinan pada 
Mall Pelayanan 
Publik 

32 Jumlah jenis 55 Jumlah jenis 4.100.000.000 60 Jumlah jenis 5.100.000.000  - - - - - - 75 jenis 5.100.000.000  Bidang Data, 

Pengembanga
n Teknologi 

informasi, 
administrasi 
perizinan dan 

pengaduan 
 

 

KOTA 

BEKASI 

     22 1 4. Peningkatan 
Kinerja 

Pelayanan pada 
Mal Pelayanan 

Perizinan (MPP) 

 Operasional 
penunjang 

pelayanan MPP 

1 Gerai layanan 
publik 

3 lokasi MPP 4.000.000.000 5 lokasi 5.000.000.000 - - - - - - 5 lokasi 5.000.000.000 Bidang Data, 
Pengembangan 

Teknologi 
informasi, 

administrasi 
perizinan dan 

pengaduan 
 

KOTA 
BEKASI 

     22 6 5. IKM Pelayanan 

Perizinan 

Jumlah Survei 

Kepuasan 
Masyarakat 

4 kali survey 2 kali survey 100.000.000 2 kali survey 100.000.000 - - - - - - 4 kali survey 100.000.000 Bidang Data, 

Pengembanga
n Teknologi 

informasi, 
administrasi 

perizinan dan 
pengaduan 

 

KOTA 

BEKASI 

       2.Program 
pengelolaan data 

informasi 

Persentase sistem 
pelayanan 

perizinan yang 
terintegrasi 

 
 

 
 
 

 

43% 100% 120.000.000 100% 800.000.000 - - - - - - 100% 800.000.000 Bidang Data, 
Pengembanga

n Teknologi 
informasi, 

administrasi 
perizinan dan 

pengaduan 
 

KOTA 
BEKASI 
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Tujuan Sasaran 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan 
dan 

Sasaran 

Kode 
Program dan 

Kegiatan  

Indikator 

Kinerja Program 
(outcome) dan 

Kegiatan (output) 

Data Capaian pada 

Tahun Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra OPD 

Unit Kerja OPD 

Penang-gung 
Jawab 

Lokasi 

Tahun  2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun- 2022 Tahun- 2023 

target Rp target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp  
 

     23 1 1. Pengelolaan dan 
Pengembangan 

sistem 
pelayanan 

perizinan online 

Pengelolaan/main
tenance sistem 

pelayanan 
perizinan online 

secara berkala 
 

 
 

 

1 pengelolaan 
server, 1 

pengelolaan sistem,  
1 DRC, 1 ISO 

9001:2015, 1 
jaringan 

 

1 sistem, 2 mesin 
scanner, 3 printer, 

4 komputer, 1 
server 

100.000.000 1 server 
pengelolaan, 1 

sistem 
pengembangan 

jaringan, 1 UPS, 1 
DRC, 1 ISO 

9001:2015 

800.000.000 - - - - - - 1 server 
pengelolaan, 1 

sistem 
pengembangan 

jaringan, 1 UPS, 
1 DRC, 1 ISO 

9001:2015 

800.000.000 Bidang Data, 
Pengembangan 

Teknologi 
informasi, 

administrasi 
perizinan dan 

pengaduan 

KOTA 
BEKASI 

     2. 2
5 

3. 0
2 

4. Revisi Perwal 
Pelaksanaan 

Perizinan dan 
non perizinan 

online 

Jumlah perwal 
yang di revisi 

 
 

 
 
 

 
 

1 perwal 1 perwal 20.000.000 - - - - - - - - 1 perwal -   

Peningkatan 
Daya Saing 
Invstasi 

Daerah 
 

Peninkatan 
Nillai  investsi 

 

Persentase 
Peningkata
n Nilai 

Investasi 
Berskala 

Nasional 
(PMDN/ 

PMA) 
 

2 18   Peningkatan nilai 
investasi 
 

 10% 

10.460.000.053.50

4.800,00 

10%  10%        10% 
Rp 

16.846.020.770.

015,40 

 Bidang 
Penanaman 
Modal dan 

Bidang 
Pengendalian 

Pelaksanaan 
Penanaman 

Modal 

KOTA 
BEKASI 

   2 18 2  Program 

Perencanaan 
dan 

Pengembangan 
Iklim 

Penanaman 
Modal 

Prosentase 

kenaikan 
penanaman 

modal 
berdasarkan 

LKPM 
 

6.372.571.600,00 10% Rp. 

190.000.000,- 

10% Rp. 

230.000.000,- 

- - - - - - 10% Rp. 

230.000.000,- 

Bidang 

Penanaman 
Modal 

KOTA 

BEKASI 

   2 12 16 2 Penyusunan 
Profil Potensi 

Investasi Kota 
Bekasi. 

 

 

- Buku profile 
potensi invensi 

kota bekasi 
 

150 Buku 150 buku Rp. 
100.000.000,- 

- - - - - - - - 150 buku - Bidang 
Penanaman 

Modal 

KOTA 
BEKASI 

   2 12 16 3 Review RUPM 
Kota Bekasi 

Tahun 2015 

Dokumen RUPM 
Kota Bekasi 

1 dok 1 dok Rp. 90.000.000,- - - - - - - - - 1 dok - Bidang 
Penanaman 

Modal 

KOTA 
BEKASI 
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Tujuan Sasaran 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan 
dan 

Sasaran 

Kode 
Program dan 

Kegiatan  

Indikator 

Kinerja Program 
(outcome) dan 

Kegiatan (output) 

Data Capaian pada 

Tahun Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra OPD 

Unit Kerja OPD 

Penang-gung 
Jawab 

Lokasi 

Tahun  2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun- 2022 Tahun- 2023 

target Rp target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp  
 

   2 12 24 01 Analisis Profil 
Potensi 

Investasi Kota 
Bekasi 

 
 

 
 

Dokumen 
Analisis Profil 

Potensi 
Investasi Kota 

Bekasi 

1 Dokumen - - 1 Dokumen Rp. 
100.000.000,- 

- - - - - - 1 Dokumen Rp. 
100.000.000,- 

Bidang 
Penanaman 

Modal            

KOTA 
BEKASI 

   2 12 24 03 Pemberdayaan 
UMKM Melalui 

Kemitraan 
dengan PMA dan 

PMDN  

Jumlah UMKM 
yang mengikuti 

kegiatan 
Pemberdayaan 

UMKM melalui 
Kemitraan 

dengan PMA 
dan PMDN di 

Kota Bekasi 
 

165 umkm - - 165 umkm Rp. 
130.000.000,- 

- - - - - - 165 umkm Rp. 
130.000.000,- 

Bidang 
Pngendalian 

Pelaksanaan 
Penanaman 

Modal            

KOTA 
BEKASI 

       Program 

Promosi 
Penanaman 

Modal 

Prosentase 

Kenaikan 
Penanaman 

Modal 
Berdasarkan 
Perizinan Usaha 

dan Penyertaan 
Modal 

Rp. 

4.087.481.904.80
0,00 

10% Rp. 

320.000.000,- 

10% Rp. 

390.000.000,- 

- - - - - - 10% Rp. 

390.000.000,- 

Bidang 

Penanaman 
Modal 

KOTA 

BEKASI 

     25 1 1. Sosialisasi 

Regulasi 
Penanaman 

Modal 

Jumlah 

Aparatur dan 
pelaku usaha 

memahami 
regulasi 
Penanaman 

Modal 

200 orang 200 orang Rp. 

100.000.000,- 

- - - - - - - - 200 orang - Bidang 

Penanaman 
Modal 

KOTA 

BEKASI 

     25 2 2. Promosi 

Peluang 
Investasi. 

Jumlah 

pameran 
promosi peluang 

investasi 

7 event 4 event Rp. 

220.000.000,- 

3 event Rp. 

200.000.000,- 

- 0 - 0 - 0 7 event Rp. 

200.000.000,- 

Bidang 

Penanaman 
Modal 

KOTA 

BEKASI 

       3. Seminar 

promosi 
peluang 

investasi 

Jumlah Pelaku 

Usaha dan 
Akademisi yang 

mengikuti 
Seminar Promosi 
Peluang Investasi 

130 orang dan 1 

event 

- - 130 orang dan 1 

event 

Rp. 90.000.000,- - - - - - - 130 orang dan 1 

event 

Rp. 90.000.000,- Bidang 

Penanaman 
Modal 

KOTA 

BEKASI 
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Tujuan Sasaran 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan 
dan 

Sasaran 

Kode 
Program dan 

Kegiatan  

Indikator 

Kinerja Program 
(outcome) dan 

Kegiatan (output) 

Data Capaian pada 

Tahun Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra OPD 

Unit Kerja OPD 

Penang-gung 
Jawab 

Lokasi 

Tahun  2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun- 2022 Tahun- 2023 

target Rp target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp  
 

       4. Revisi 
Peraturan 

Daerah Nomor 
12 Tahun 2014 

Tentang 
Penyelenggaraa

n Penanaman 
Modal 

1. Revisi Perda 
Nomor 12 

Tahun 2014 
yang tidak 

sesuai 
2. Perubahan 

Perda tentang 
Penyelenggaraa

n Penanaman 
Modal guna 
meningkatnya 

investasi 
penanaman 

modal 

- 1 Revisi Perda 
Nomor 12 Tahun 

2014 yang tidak 
sesuai 

- Perubahan Perda 
tentang 
Penyelenggaraan 

Penanaman 
Modal guna 

meningkatnya 
investasi 

penanaman 
modal 

- - - 1 Revisi Perda 
Nomor 12 Tahun 

2014 yang tidak 
sesuai 

- Perubahan Perda 
tentang 
Penyelenggaraan 

Penanaman 
Modal guna 

meningkatnya 
investasi 

penanaman 
modal 

Rp. 
100.000.000,- 

- - - - - - - 1 Revisi Perda 
Nomor 12 

Tahun 2014 
yang tidak 

sesuai 

- Perubahan 
Perda tentang 

Penyelenggara
an 

Penanaman 
Modal guna 

meningkatnya 
investasi 
penanaman 

modal 

 

 
 

Rp. 
100.000.000,- 

Bidang 
Penanaman 

Modal 

KOTA 
BEKASI 

     21 1 1. Program 

Pengendalian 
Pelaksanaan 

Penanaman 
Modal 

Persentase 

peningktan 
jumlah 

Perusahaan 
PMDN/PMA yang 
patuh terhadap 

kewajiban LKPM 
 

 
 

 

397 perusahaan 25% 

496 Perusahaan 

Rp. 190.000.000,- 38% 

548 

Perusahaan 

Rp. 

230.000.000,- 

- - - - - - 65% 

655 

Perusahaan 

Rp. 

230.000.000,- 

Bidang 

Pengendalian 
Pelaksanaan 

Penanaman 
Modal 

KOTA 

BEKASI 

     21 1 1. Pengawasan,
Monitoring 

dan Evaluasi 
PMDN/PMA 

 

Jumlah 
PMDN/PMA yang 

diawasi, dimonitor 
dan di evaluasi 

800 PMDN/PMA 500 PMDN/PMA Rp. 100.000.000,- 300 PMDN/PMA Rp. 150.000.000,- - 0 - 0 - 0 800 PMDN/PMA Rp. 150.000.000,- Bidang 
Pengendalian 

Pelaksanaan 
Penanaman 

Modal 

KOTA 
BEKASI 

     21 2 2. Training LKPM 
Bagi PMDN/ 

PMA di Kota 
Bekasi 

 

Tersusunnya LKPM 
oleh PMDN/PMA  

se Kota Bekasi 

650 Peserta 500 Peserta Rp. 50.000.000,- 150 Peserta Rp. 80.000.000,- - 0 - 0 - 0 650 Peserta Rp. 80.000.000,- Bidang 
Pengendalian 

Pelaksanaan 
Penanaman 

Modal 

KOTA 
BEKASI 

     21 3 3. Forum 
Komunikasi 

Investasi 
PMDN/PMA di 

Kota Bekasi 

 

Jumlah Pertemuan 
dengan Investor 

1 kali 1 kali Rp. 40.000.000,- - 0 - 0 - 0 - 0 1 kali 0 Bidang 
Pengendalian 

Pelaksanaan 
Penanaman 

Modal 

KOTA 
BEKASI 
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Tabel  6.2  

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN  

  

Tujuan Sasaran 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan dan 
Sasaran 

Kode 
Program dan 

Kegiatan  

Indikator 
Kinerja Program 

(outcome) dan 
Kegiatan (output) 

Data 
Capaian 

pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra OPD 

Unit Kerja OPD 

Penang-gung 
Jawab 

Lokasi 

Tahun  2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun- 2022 Tahun- 2023 

target Rp target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp  
 

Meningkatkan 

Kualitas 

Kinerja 

DPMPTSP 

Meningkatnya 

Kualitas dan 

Pengawasan 

Kinerja 

DPMPTSP 

Nilai (LHE) 
AKIP 
DPMPTSP 

      83,75 - - - - 83,75 - 83,80 - 83,85 - 83,85 - Sekretaris, 

Bidang Data, 

Pengembanga

n Teknologi 

informasi, 

administrasi 

perizinan dan 

pengaduan, 

Bidang Jasa 

Usaha, bid. 

pembangunan

, Bidang 

Penanaman 

Modal dan 

Bidang 

Pengendalian 

Pelaksanaan 

Penanaman 

Modal.   

KOTA 
BEKASI 

Meningkatkan 

kualitas 

pelayanan 

perizinan 

kepada 

masyarakat 

Meningkatnya 

kinerja 

pelayanan 

perizinan dan 

non perizinan 

Indek 

Kepuasan 
Masyarakat 

(IKM) 
Pelayanan 

Perizinan 
dan Non 
Perizinan 

      82,90 - - - - 82,90 - 83 - 83,10 - 83,10 - Bidang Data, 

Pengembanga
n Teknologi 

informasi, 
administrasi 

perizinan dan 
pengaduan, 
Bidang Jasa 

Usaha, bid. 
pembangunan 

KOTA 

BEKASI 
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Tujuan Sasaran 

Indikator 

Kinerja 
Tujuan dan 

Sasaran 

Kode 
Program dan 

Kegiatan  

Indikator 

Kinerja Program 
(outcome) dan 

Kegiatan (output) 

Data 
Capaian 

pada Tahun 
Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra OPD 

Unit Kerja OPD 

Penang-gung 
Jawab 

Lokasi 

Tahun  2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun- 2022 Tahun- 2023 

target Rp target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp  
 

   18 1 2.01  Program 
Penunjang Urusan 

Pemerintah 
Daerah 

Kabupaten/kota) 
(Perencanaan, 

Penganggaran dan 
Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah) 

Optimalisasi 
Pelayanan 

Administrasi 
Perkantoran 

100% - - - - 100% 28.958.672.000 100% 30.062.072.000 100% 30,162,072,000 100% 30,162,072,000 Sekretaris KOTA 
BEKASI 

   18 1 2.01  Kegiatan 
Perencanaan, 
Penganggaran, 

dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat 

Daerah 
 

 

Persentase 
Penyusunan 
Perencanaan, 

Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 
 

 
 

 
 

 

8 - - - - 8 15.000.000 8 15.000.000 11 15.000.000 12 15.000.000 Sekretaris KOTA 
BEKASI 

   18 1 2.01 06 Sub Kegiatan 
Koordinasi dan 

Penyusunan 
Laporan capaian 

Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

Jumlah Dokumen 
Laporan Kinerja 

Perangkat Daerah 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Jumlah laporan 
 

 
 
Jumlah laporan 

Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD dan 
laporan hasil 

Koordinasi 
Penyusunan 

Laporan Capaian 
kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 
SKPD 
 

 

8 
Jumlah 

Laporan 
Capaian 

Kinerja 
DPMPTSP, 

LKIP 2021, 
Renja 2021, 

Review 

Renstra 
DPMPTSP 

2018-2023, 
SAKIP 2021 

 
 

11 laporan 
 

 
 

12 laporan 

- 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

- 
 

 
 
- 

- 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

- 
 

 
 
- 

- 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

- 
 

 
 
- 

- 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

- 
 

 
 
- 

8 Dokumen 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

- 
 

 
 
- 

 

15.000.000 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

- 
 

 
 
- 

8 Dokumen 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

- 
 

 
 
- 

15.000.000 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

- 
 

 
 
- 

- 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

11 
Laporan 

 
 
- 

- 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

15.000.000 
 

 
 
- 

- 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

- 
 

 
 

12 laporan 

- 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

- 
 

 
 

15.000.000 

Sekretaris KOTA 
BEKASI 
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Tujuan Sasaran 

Indikator 

Kinerja 
Tujuan dan 

Sasaran 

Kode 
Program dan 

Kegiatan  

Indikator 

Kinerja Program 
(outcome) dan 

Kegiatan (output) 

Data 
Capaian 

pada Tahun 
Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra OPD 

Unit Kerja OPD 

Penang-gung 
Jawab 

Lokasi 

Tahun  2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun- 2022 Tahun- 2023 

target Rp target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp  
 

   18 1 2.02   Optimalisasi 
pengembangan 

sistem pelaporan 
capaian kinerja dan 

keuangan 
 

100% 100% - - - 100% 15.092.632.000 100% 15.092.632.000 100% 15.092.632.000 100% 15.092.632.000 Sekretaris KOTA 
BEKASI 

   18 1 2.02  Kegiatan 

Administrasi 
Keuangan 

Perangkat Daerah 

Persentase 

Keuangan 
Perangkat Daerah 

 

100%     100% 15.092.632.000 100% 15.092.632.000 100% 15.092.632.000 100% 15.092.632.000 Sekretaris KOTA 

BEKASI 

   18 1 2.02 01 Sub Kegiatan 
Penyediaan gaji 
dan Tunjangan 

ASN 

Jumlah 
pembayaran Gaji 

ASN dan Premi 
BPJS 

Jumlah 

pembayaran Gaji 
ASN dan Premi 

BPJS 
Serta tunjangan 

ASN 
 
Jumlah orang 

yang menerima 
gaji dan tunjangan 

ASN 
 

924 
Orang/Bulan 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1846 orang  

 

- 
 
 

 
 

 
- 

 
 

 
 

 
- 

- 
 
 

 
 

 
- 

 
 

 
 

 
- 

- 
 
 

 
 

 
- 

 
 

 
 

 
- 
 

- 
 
 

 
 

 
- 

 
 

 
 

 
- 

924 Orang/ 
Bulan  

 

 
 

 
- 

 
 

 
 

 
- 
 

15.077.632.000 - 
 
 

 
 

 
852 

Orang/ 
bulan 

 
 

 
- 

- 
 
 

 
 

 
15.077.632.000 

 
 

 
 

 
- 

- 
 
 

 
 

 
- 

 
 

 
 

 
1846 

Orang/ 

Bulan 
 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

15.077.632.000 

- 
 
 

 
 

 
- 

 
 

 
 

1846 
Orang/ 
Bulan 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

15.077.632.000 

Sekretaris KOTA 
BEKASI 

   18 1 2.02 05 Sub Kegiatan 
Koordinasi dan 

Penyusunan 
Laporan Keuangan 

Akhir Tahun 
 

Jumlah Laporan  
 

 
 

 
Jumlah Laporan 

keuangan  Akhir 
Tahun SKPD dan 

Laporan Hasil 
Koordinasi 

Penyusunan laporan 
Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

 
 

1 laporan 

 

 

 

1 Laporan 

- 
 

 
 

 
 

- 

- 
 

 
 

 
 

- 

- 
 

 
 

 
 

- 

- 
 

 
 

 
 

- 

1 laporan 
 

 
 

 
 

- 
 

15.000.000 
 

 
 

 
 

- 

1 laporan 
 

 
 

 
 

- 
 

15.000.000 
 

 
 

 
 

- 

- 
 

 
 

 
 

1 laporan 
 

 
 

 
 

- 
 

 
 

 
 

15.000.000 

- 
 

 
 

 
 

1 laporan 
 

15.000.000 Sekretaris KOTA 
BEKASI 

   18 1 2.05   Optimalisasi 
Peningkatan 

Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 
 

 

100% - - - - 100% 250.000.000 100% 450.000.000 100% 450.000.000 100% 450.000.000 Sekretaris KOTA 
BEKASI 

   18 1 2.05  Kegiatan 

Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Persentase 

Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

 
 

 
 

100% - - - - 100% 250.000.000 100% 450.000.000 100% 450.000.000 100% 450.000.000 Sekretaris KOTA 

BEKASI 
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Tujuan Sasaran 

Indikator 

Kinerja 
Tujuan dan 

Sasaran 

Kode 
Program dan 

Kegiatan  

Indikator 

Kinerja Program 
(outcome) dan 

Kegiatan (output) 

Data 
Capaian 

pada Tahun 
Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra OPD 

Unit Kerja OPD 

Penang-gung 
Jawab 

Lokasi 

Tahun  2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun- 2022 Tahun- 2023 

target Rp target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp  
 

   18 1 2.05 02 Sub Kegiatan 
Pengadaan pakaian 

dinas beserta 
atribut 

perlengkapannya 
 

 

Jumlah pakaian 
olahraga 

 
 

Jumlah Pakaian 
Dinas Beserta 

Perlengkapannya 

250 Stel  
 

 
 

 
500 Stel 

- 
 

 
 

 
- 

- 
 

 
 

 
- 

- 
 

 
 

 
- 

- 
 

 
 

 
- 

250 Stel 
 

 
 

 
- 

200.000.000 
 

 
 

 
- 

- 
 

 
 

 
500 Stel 

0 
 

 
 

 
400.000.000 

- 
 

 
 

 
500 Stel 

0 
 

 
 

 
400.000.000 

- 
 

 
 

 
500 Stel 

- 
 

 
 

 
400.000.000 

Sekretaris KOTA 
BEKASI 

   18 1 2.05 09 Sub Kegiatan 
Pendidikan dan 

Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi 
 

 

Jumlah peserta 
pendidikan dan 

pelatihan formal 
 

 
Jumlah Pegawai 

 
 
Jumlah Pegawai 

Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi yang 

mengikuti 
Pendidikan dan 

Pelatihan 
 

- 
 

 
 

 
4 Orang 

 
 
 

3 Orang 

- 
 

 
 

 
- 

 
 
 

- 

- 
 

 
 

 
- 

 
 
 

- 

- 
 

 
 

 
- 

 
 
 

- 

- 
 

 
 

 
- 

 
 
 

- 

5 orang 
 

 
 

 
- 

 
 
 

- 

50.000.000 
 

 
 

 
- 

 
 
 

- 

- 
 

 
 

 
4 orang 

 
 
 

- 
 

- 
 

 
 

 
50.000.000 

 
 
 

- 

- 
 

 
 

 
- 

 
 
 

3 orang 

- 
 

 
 

 
- 

 
 
 

50.000.000 

- 
 

 
 

 
- 

 
 
 

3 orang 
 

 

- 
 

 
 

 
- 

 
 
 

50.000.000 

Sekretaris KOTA 
BEKASI 

   18 1 2.06   Optimalisasi 

Pelayanan 
Administrasi 

Perkantoran 

100% - - - - 100% 1.415.000.000 100% 1.490.000.000 100% 1.490.000.000 100% 1.490.000.000 Sekretaris KOTA 

BEKASI 

   18 1 2.06  Kegiatan 
Administrasi 
Umum Perangkat 

Daerah 

Persentase 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

100% - - - - 100% 1.415.000.000 100% 1.490.000.000 100% 1.490.000.000 100% 1.490.000.000 Sekretaris KOTA 
BEKASI 

   18 1 2.06 01 Sub Kegiatan 
Penyediaan 

komponen instalasi 
listrik/penerangan 

bangunan kantor 
 
 

Jumlah komponen 
instalasi listrik/ 

penerangan 
bangunan kantor 

 
 
Jumlah paket 

Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 
yang disediakan 

192 Unit 
 

 
 

 
 

1 Paket 

- 
 

 
 

 
 
- 

- 
 

 
 

 
 
- 

- 
 

 
 

 
 
- 

- 
 

 
 

 
 
- 

192 Unit 
 

 
 

 
 
- 

10.000.000 
 

 
 

 
 
- 

184 Unit 
 

 
 

 
 
- 

10.000.000 
 

 
 

 
 
- 

- 
 

 
 

 
 

1 Paket 

- 
 

 
 

 
 

10.000.000 

- 
 

 
 

 
 

1 Paket 

- 
 

 
 

 
 

10.000.000 

Sekretaris KOTA 
BEKASI 

   18 1 2.06 04 Sub Kegiatan 
Penyediaan bahan 
logitik kantor 

Jumlah Alat Tulis 
Kantor dan Bahan 
Komputer 

 
Jumlah Makanan 

dan Minuman 
 

 
Jumlah Bahan 

Logistik 
 

Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
Disediakan 

3392 Unit 
 
 

 
2525 Pack 

 
 

 
15633 unit 

 
 

 
1 paket 

- 
 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

- 
 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

- 
 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

- 
 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

3392 Unit 
 
 

 
2525 Pack 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

550.000.000 
 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

- 
 
 

 
- 

 
 

 
15633 Unit 

 
 

 
- 

 

- 
 
 

 
- 

 
 

 
500.000.000 

 
 

 
- 

- 
 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
1 Paket 

 

- 
 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
500.000.000 

- 
 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
1 Paket 

 

- 
 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
500.000.000 

Sekretaris KOTA 
BEKASI 
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Tujuan Sasaran 

Indikator 

Kinerja 
Tujuan dan 

Sasaran 

Kode 
Program dan 

Kegiatan  

Indikator 

Kinerja Program 
(outcome) dan 

Kegiatan (output) 

Data 
Capaian 

pada Tahun 
Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra OPD 

Unit Kerja OPD 

Penang-gung 
Jawab 

Lokasi 

Tahun  2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun- 2022 Tahun- 2023 

target Rp target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp  
 

   18 1 2.06 05 Sub kegiatan 
Penyediaan Barang 

Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah barang 
cetakan 

 
Jumlah 

penggandaan 
 

 
Jumlah Paket 

Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang 
Disediakan 

 

40570 Unit 
 

 
130874 

Lembar 
 

 
1 Paket 

- 
 

 
- 

 
 

 
- 

- 
 

 
- 

 
 

 
- 

- 
 

 
- 

 
 

 
- 

- 
 

 
- 

 
 

 
- 

40.570 Unit 
 

 
130874 

Lembar 
 

 
- 

540.000.000 9085 Unit 
 

 
13.3303 

Lembar 
 

 
- 

540.000.000 - 
 

 
- 

 
 

 
1 Paket 

- 
 

 
 

 
 

 
540.000.000 

- 
 

 
 

 
 

 
1 Paket 

- 
 

 
 

 
 

 
540.000.000 

Sekretaris KOTA 
BEKASI 

   18 1 2.06 06 Sub kegiatan 

Penyediaan Bahan 
Bacaan dan 
Peraturan 

Perundang-
undangan 

 

Jumlah bahan 

bacaan/ peraturan 
perundang- 
undangan 

 
Jumlah Dokumen 

bahan bacaan dan 
peraturan 

perundang- 
undangan yang 

Disediakan 
 

 

200 

eksemplar 
 
 

 
12 Dokumen 

- 

 
 
 

 
- 

 

- 

 
 
 

 
- 

- 

 
 
 

 
- 

- 

 
 
 

 
- 

800 eksemplar 

 
 
 

 
- 

40.000.000 

 
 
 

 
- 

2400 

eksemplar 
 
 

 
- 

40.000.000 

 
 
 

 
- 

- 

 
 
 

 
12 

Dokumen 

- 

 
 
 

 
 

40.000.000 

- 

 
 
 

 
12 

Dokumen 

- 

 
 
 

 
 

40.000.000 

Sekretaris KOTA 

BEKASI 

   18 1 2.06 08 Sub kegiatan 
Fasilitasi 

Kunjungan Tamu 
 

Jumlah Kunjungan 
 

 
 

Jumlah Laporan 
Fasilitas Kunjungan 
Tamu 

 

12 
Kunjungan 

 
 

12 Laporan 

- 
 

 
 

- 

- 
 

 
 

- 

- 
 

 
 

- 

- 
 

 
 

- 

- 
 

 
 

- 

- 
 

 
 

- 

12 
Kunjungan 

 
 

- 

100.000.000 
 

 
 

- 

- 
 

 
 

12 
Laporan 

- 
 

 
 

 
100.000.000 

- 
 

 
 

 
12 Laporan 

- 
 

 
 

 
100.000.000 

Sekretaris KOTA 
BEKASI 

   18 1 2.06 09 Sub kegiatan 

Penyelenggaraan 
Rapat koordinasi 
dan konsultasi 

SKPD 

Jumlah frekuensi 

rapat-rapat 
koordinasi dan 
konsultasi ke luar 

daerah/ perjalanan 
dinas 

 
 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 

SKPD 
 

320 kali 

 
 
 

 
 

 
 

24 Laporan 

- 

 
 
 

 
 

 
 

- 

- 

 
 
 

 
 

 
 

- 

- 

 
 
 

 
 

 
 

- 

- 

 
 
 

 
 

 
 

- 

320 kali 

 
 
 

 
 

 
 

- 

175.000.000 

 
 
 

 
 

 
 

- 

40 kali 

 
 
 

 
 

 
 

- 

200.000.000 

 
 
 

 
 

 
 

- 

- 

 
 
 

 
 

 
 

24 
Laporan 

- 

 
 
 

 
 

 
 

200.000.000 

- 

 
 
 

 
 

 
 

24 Laporan 

- 

 
 
 

 
 

 
 

200.000.000 

Sekretaris KOTA 

BEKASI 

   18 1 2.06 10 Sub kegiatan 

Penatausahaan 
Arsip Dinamis pada 

SPKD 

Jumlah arsip yang 

ditata/dikelola 
 

 
Jumlah Dokumen 

 
 
Jumlah Dokumen 

Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD 

 

801 box arsip 

 
 

 
682 Dokumen 

 
 

600 Dokumen 

- 

 
 

 
- 

 
 
- 

- 

 
 

 
- 

 
 
- 

- 

 
 

 
- 

 
 
- 

- 

 
 

 
- 

 
 
- 

801 box arsip 

 
 

 
- 

 
 
- 

100.000.000 

 
 

 
- 

 
 
- 

- 

 
 

 
682 

Dokumen 
 
- 

- 

 
 

 
100.000.000 

 
 
- 

- 

 
 

 
- 

 
 

600 

Dokumen 

- 

 
 

 
- 

 
 

100.000.000 

- 

 
 

 
- 

 
 

600 

Dokumen 

- 

 
 

 
- 

 
 

100.000.000 

Sekretaris KOTA 

BEKASI 
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Tujuan Sasaran 

Indikator 

Kinerja 
Tujuan dan 

Sasaran 

Kode 
Program dan 

Kegiatan  

Indikator 

Kinerja Program 
(outcome) dan 

Kegiatan (output) 

Data 
Capaian 

pada Tahun 
Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra OPD 

Unit Kerja OPD 

Penang-gung 
Jawab 

Lokasi 

Tahun  2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun- 2022 Tahun- 2023 

target Rp target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp  
 

   18 1 2.08   Optimalisasi 
Pelayanan 

Administrasi 
Perkantoran 

 
 

 
 

 

100% - - - - 100% 11.614.440.000 100% 11.864.440.000 100% 11.964.440.000 100% 11.964.440.000 Sekretaris KOTA 
BEKASI 

   18 1 2.08  Kegiatan 
Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan 

Daerah 

Persentase 
Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan 

Daerah 
 
 

 
 

100% - - - - 100% 11.614.440.000 100% 11.864.440.000 100% 11.964.440.000 100% 11.964.440.000 Sekretaris KOTA 
BEKASI 

   18 1 2.08 01 Sub Kegiatan 
Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

 

Jumlah 
Dokumen/Surat 
Dinas Terkirim 

 
 

 
 

680 
dokumen/su

rat 

- - - - 680 
dokumen/ 

surat 

10.000.000 600 
dokumen 

/surat 

10.000.000 600 
dokumen 

/surat 

10.000.000 600 
dokumen 

/surat 

10.000.000 Sekretaris KOTA 
BEKASI 

   18 1 2.08 02 Sub kegiatan 
Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 
Sumber Daya Air 

dan Listrik 

Jumlah rekening 
telepon, Air, listrik 

dan internet 
 

 
Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, sumber 

daya air dan listrik 
yang disediakan 
 

36 rekening/ 
Bulan 

 
 

 
12 Laporan  

- 
 

 
 

 
- 

- 
 

 
 

 
- 

- 
 

 
 

 
- 

- 
 

 
 

 
- 

36 rekening/ 
bulan  

 
 

 
- 

497.000.000 
 

 
 

 
- 

36 rekening 
/bulan 

 
 

 
-  

747.000.000 
 

 
 

 
- 

- 
 

 
 

 
12 

Laporan  

- 
 

 
 

 
747.000.000 

 
 

 

- 
 

 
 

 
12 Laporan  

- 
 

 
 

 
747.000.000 

Sekretaris KOTA 
BEKASI 

   18 1 2.08 04 Sub kegiatan 
Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 
kantor 
 

 
 

 
 

Jumlah Jasa 
Keamanan 

 
 
Jumlah jasa tenaga 

administrasi/teknis 
perkantoran yang 

disediakan 
 

Luas bangunan 
 

Jumlah tenaga 
Pelayanan Umum 

Kantor 
 
 

Jumlah Laporan 
Penyediaan jasa 

Pelayanan Umum 
kantor yang 

Disediakan 

24 
Orang/Bulan 

 
 

2052 

orang/bulan 
 

 
 

2939 M2 
 

2124 
orang/bulan 

 
 
 

12 Laporan 

- 
 

 
 
- 

 
 

 
 

- 
 

 
- 

 
 
 

- 

- 
 

 
 
- 

 
 

 
 

- 
 

 
- 

 
 
 

- 

- 
 

 
 
- 

 
 

 
 

- 
 

 
- 

 
 
 

- 

- 
 

 
 
- 

 
 

 
 

- 
 

 
- 

 
 
 

- 

24 Orang/ 
Bulan 

 
 

2052 orang/ 

bulan 
 

 
 

2939 M2 
 

 
- 

 
 
 

- 

11.107.440.000 
 

 
 
- 

 
 

 
 

- 
 

 
- 

 
 
 

- 

- 
 

 
 
- 

 
 

 
 

- 
 

 
2124 Orang/ 

Bulan 
 
 

- 
 

 
 

- 
 

 
 
- 

 
 

 
 

- 
 

 
11.107.440.000 

 
 
 

- 

- 
 

 
 
- 

 
 

 
 

- 
 

 
- 

 
 
 

12 
Laporan 

- 
 

 
 
- 

 
 

 
 

- 
 

 
- 

 
 
 

11.207.440.000 

- 
 

 
 
- 

 
 

 
 

- 
 

 
- 

 
 
 

12 Laporan 

- 
 

 
 
- 

 
 

 
 

- 
 

 
- 

 
 
 

11.207.440.000 

Sekretaris KOTA 
BEKASI 
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Tujuan Sasaran 

Indikator 

Kinerja 
Tujuan dan 

Sasaran 

Kode 
Program dan 

Kegiatan  

Indikator 

Kinerja Program 
(outcome) dan 

Kegiatan (output) 

Data 
Capaian 

pada Tahun 
Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra OPD 

Unit Kerja OPD 

Penang-gung 
Jawab 

Lokasi 

Tahun  2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun- 2022 Tahun- 2023 

target Rp target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp  
 

   18 1 2.09   Optimalisasi 
Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 
Aparatur 

100% - - - - 100% 571.600.000 100% 750.000.000 100% 750.000.000 100% 750.000.000 Sekretaris KOTA 
BEKASI 

   18 1 2.09  Kegiatan 

Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah Penunjang 

Urusan 
Pemerintahan 

Daerah 
 

 
 

Persentase 

Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah Penunjang 

Urusan 
Pemerintahan 

Daerah 

100% - - - - 100% 571.600.000 100% 750.000.000 100% 750.000.000 100% 750.000.000 Sekretaris KOTA 

BEKASI 

   18 1 2.09 01 Sub kegiatan 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, 

Biaya 
Pemeliharaan dan 

Pajak Kendaran 
Perorangan Dinas 

atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 
 

 

Jumlah kendaraan 

dinas jabatan 
 

 
 

Jumlah kendaraan 
perorangan dinas 

atau kendaraan 
dinas jabatan yang 
dipelihara dan 

dibayarkan 
pajaknya 

14 Unit 

 
 

 
 

7 Unit  

- 

 
 

 
 

- 

- 

 
 

 
 

- 

- 

 
 

 
 

- 

- 

 
 

 
 

- 

14 Unit  

 
 

 
 

- 

250.000.000 

 
 

 
 

- 

6 Unit  

 
 

 
 

- 

150.000.000 

 
 

 
 

- 

- 

 
 

 
 

7 Unit  

- 

 
 

 
 

150.000.000 

- 

 
 

 
 

7 Unit  

- 

 
 

 
 

150.000.000 

Sekretaris KOTA 

BEKASI 

   18 1 2.09 02 Sub kegiatan 
Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, 

Biaya 
Pemeliharaan dan 

Pajak Kendaran 
Dinas Operasional 

atau Lapangan 
 

 

Jumlah kendaraan 
operasional / 
lapangan 

 
 

Jumlah kendaraan 
dinas operasional 

atau lapangan yang 
dipelihara dan 

dibayarkan pajak 
dan perizinannya 

14 Unit  
 
 

 
 

7 Unit 

- 
 
 

 
 

- 

- 
 
 

 
 

- 

- 
 
 

 
 

- 

- 
 
 

 
 

- 

-  
 
 

 
 

- 

- 
 
 

 
 

- 

8 Unit  
 
 

 
 

- 

100.000.000 
 
 

 
 

- 

- 
 
 

 
 

7 Unit  

- 
 
 

 
 

100.000.000 

- 
 
 

 
 

7 Unit  

- 
 
 

 
 

100.000.000 

Sekretaris KOTA 
BEKASI 

   18 1 2.09 06 Sub kegiatan 

Pemeliharaan 
Peralatan dan 

Mesin lainnya 
 

 
 

 

Jumlah peralatan 

gedung kantor 
 

 
Jumlah peralatan 

dan mesin lainnya 
yang dipelihara 

133 Unit 

 
 

 
108 Unit 

- 

 
 

 
- 

- 

 
 

 
- 

- 

 
 

 
- 

- 

 
 

 
- 

133 Unit 

 
 

 
- 

100.000.000 

 
 

 
- 

150 Unit 

 
 

 
- 

200.000.000 

 
 

 
- 

- 

 
 

 
108 Unit 

- 

 
 

 
200.000.000 

- 

 
 

 
108 Unit 

- 

 
 

 
200.000.000 

Sekretaris KOTA 

BEKASI 

   18 1 2.09 09 Sub kegiatan 
Pemeliharan/ 

Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 

bangunan Lainnya 
 
 

 
 

 
 

Luas gedung kantor 
 

 
Jumlah gedung 

kantor dan 
bangunan lainnya 
yang dipelihara/ 

direhabilitasi 

1909 M2 
 

 
 

 
1 Unit 

- 
 

 
 

 
- 

- 
 

 
 

 
- 

- 
 

 
 

 
- 

- 
 

 
 

 
- 

1909 M2 
 

 
 

 
- 

221.600.000 
 

 
 

 
- 

1800 M2 
 

 
 

 
- 

300.000.000 
 

 
 

 
- 

- 
 

 
 

 
1 Unit 

- 
 

 
 

 
300.000.000 

- 
 

 
 

 
1 Unit 

- 
 

 
 

 
300.000.000 

Sekretaris KOTA 
BEKASI 
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Tujuan Sasaran 

Indikator 

Kinerja 
Tujuan dan 

Sasaran 

Kode 
Program dan 

Kegiatan  

Indikator 

Kinerja Program 
(outcome) dan 

Kegiatan (output) 

Data 
Capaian 

pada Tahun 
Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra OPD 

Unit Kerja OPD 

Penang-gung 
Jawab 

Lokasi 

Tahun  2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun- 2022 Tahun- 2023 

target Rp target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp  
 

        Optimalisasi 
Pelayanan 

Administrasi 
Perkantoran 

100% - - - - - - 100% 400.000.000 100% 400.000.000 100% 400.000.000 Sekretaris KOTA 
BEKASI 

   18 1 2.07  Kegiatan 

Pengadaan barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 

Pemerintah 
daerah 

 

Persentase 

Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 

Pemerintahan 
Daerah 

 
 

100% - - - - - - 100% 400.000.000 100% 400.000.000 100% 400.000.000 Sekretaris KOTA 

BEKASI 

   18 1 2.07 06 Sub kegiatan 

Pengadaan 
Peralatan dan 

Mesin Lainnya 
 

Jumlah Peralatan 

dan Mesin lainnya 
 

 
 

Jumlah Unit 
Peralatan dan mesin 

lainnya yang 
disediakan 

 
 
 

20 Unit  

 
 

 
 

20 Unit 
 

- 

 
 

 
 

- 

- 

 
 

 
 

- 

- 

 
 

 
 

- 

- 

 
 

 
 

- 

- 

 
 

 
 

- 

- 

 
 

 
 

- 

20 Unit  

 
 

 
 

- 

200.000.000 

 
 

 
 

- 

- 

 
 

 
 

20 Unit  

- 

 
 

 
 

200.000.000 

- 

 
 

 
 

20 Unit  

- 

 
 

 
 

200.000.000 

Sekretaris KOTA 

BEKASI 

   18 1 2.07 01 Sub kegiatan 
Pengadaan 

Kendaran 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 

Dinas Jabatan 
 

 
 

Jumlah kendaraan 
dinas/ operasional 

 
 
 

 
Jumlah Unit 

Kendaraan 
Perorangan Dinas 

atau Kendaraan 
Dinas Jabatan yang 

DisediakanJumlah 
Unit Kendaraan 

Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan yang 

Disediakan 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

1 Unit  
 

 
 
 

 
 

 
3 Unit 

- 
 

 
 
 

 
 

 
- 

- 
 

 
 
 

 
 

 
- 

- 
 

 
 
 

 
 

 
- 

- 
 

 
 
 

 
 

 
- 

- 
 

 
 
 

 
 

 
- 

- 
 

 
 
 

 
 

 
- 

1 Unit Mobil 
pickup 

 
 
 

 
 

 
- 

200.000.000 
 

 
 
 

 
 

 
- 

- 
 

 
 
 

 
 

 
3 Unit  

- 
 

 
 
 

 
 

 
200.000.000 

- 
 

 
 
 

 
 

 
3 Unit  

- 
 

 
 
 

 
 

 
200.000.000 

Sekretaris KOTA 
BEKASI 
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Tujuan Sasaran 

Indikator 

Kinerja 
Tujuan dan 

Sasaran 

Kode 
Program dan 

Kegiatan  

Indikator 

Kinerja Program 
(outcome) dan 

Kegiatan (output) 

Data 
Capaian 

pada Tahun 
Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra OPD 

Unit Kerja OPD 

Penang-gung 
Jawab 

Lokasi 

Tahun  2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun- 2022 Tahun- 2023 

target Rp target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp  
 

   18 04 02.01  Program 
Pelayanan 

Penanaman Modal 

Jumlah Jenis 
Pelayanan Perizinan 

dan Non Perizinan 
pada Mall 

Pelayanan Publik 

105 Jumlah 
jenis 

 

- - - - 105 Jumlah 
jenis 

(Perubahan 
jumlah) 

Rp.6.120.000.00
0 

110 Jumlah 
jenis 

(Perubahan 
jumlah) 

Rp.6.380.000.000 113 
Jumlah 

jenis 
(Perubah

an 
jumlah) 

Rp.6.490.000.000 113 
Jumlah 

jenis 
(Perubahan 

jumlah) 

Rp.6.490.000.000 Bidang Jasa 
Usaha, bid. 

pembangunan
, Bidang Data, 

Pengembanga
n Teknologi 

informasi, 
administrasi 

perizinan dan 
pengaduan 

 

KOTA 
BEKASI 

   18 04 02.01  Kegiatan 
Pelayanan 

Perizinan dan Non 
Perizinan secara 
Terpadu Satu 

Pintu dibidang 
Penanaman Modal 

yang menjadi 
Kewenangan 

Daerah 
Kabupaten/ Kota 

1.  Persentase 
Operasional 

Pelayanan Publik  
 
2. Persentase 

Pengaduan yang 
ditindaklanjuti 

 
3. Operasional 

Pelayanan 
Publik 

 

 

 
 

100% 

 
- - - - 100% Rp.5.820.000.00

0 
100% Rp.6.030.000.000 100% Rp.6.140.000.000 100% Rp.6.140.000.000 Bidang Jasa 

Usaha, bid. 

pembangunan
, Bidang Data, 
Pengembanga

n Teknologi 
informasi, 

administrasi 
perizinan dan 

pengaduan 
 

KOTA 
BEKASI 

   18 04 02 1   Sub kegiatan 
Penyediaan 
Pelayanan 

Terpadu Perizinan 
dan Non-Perizinan 

berbasis Sistem 
Pelayanan 

Perizinan 
Berusaha 

Terintegrasi 
secara Elektronik 

 Jumlah 
Operasional 
Penunjang 

Pelayanan MPP dan 
GPP 

 
 

 Jumlah Jenis 
Layanan MPP/GPP 

 
 

 Jumlah Pelaku 
Usaha yang 
Mendapatkan 

Pelayanan Terpadu 
Perizinan dan Non 

Perizinan Berbasis 
Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara 

Elektronik 
 

 
 

5 Lokasi 
 
 

 
 

 
 

 
110 layanan 

- - - - 5 Lokasi 
 
 

 
 

 
 

- 

Rp. 5.820.000.000 - 
 
 

 
 

 
 

110 Layanan 
 

 
 

 
 

30 Pelaku 

Usaha 

- 
 
 

 
 

 
 

Rp. 6.030.000.000 
 

 
 

 
 
- 

- 
 
 

 
 

 
 

- 
 

 
 

 
 

1.000 

Pelaku 
Usaha 

 
 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

Rp.6.140.000.000 

- 
 
 

 
 

 
 

- 
 

 
 

 
 

1.000 
Pelaku 
Usaha 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

Rp.6.140.000.000 

Bidang data KOTA 
BEKASI 
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Tujuan Sasaran 

Indikator 

Kinerja 
Tujuan dan 

Sasaran 

Kode 
Program dan 

Kegiatan  

Indikator 

Kinerja Program 
(outcome) dan 

Kegiatan (output) 

Data 
Capaian 

pada Tahun 
Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra OPD 

Unit Kerja OPD 

Penang-gung 
Jawab 

Lokasi 

Tahun  2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun- 2022 Tahun- 2023 

target Rp target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp  
 

   18 04 02.01   Persentase 
penerbitan 

Perizinan Sesuai 
SOP pada Pelayanan 

Publik 

100% - - - - 100% Rp. 300.000.000 100% Rp. 350.000.000 100% Rp. 350.000.000 100% Rp. 350.000.000 Bidang Jasa 
Usaha, bid. 

pembangunan
, Bidang Data, 

Pengembanga
n Teknologi 

informasi, 
administrasi 

perizinan dan 
pengaduan 

 

KOTA 
BEKASI 

   18 04 02 2   Sub kegiatan 
Pemantauan 

Pemenuhan 
Komitmen 
Perizinan dan 

Non-Perizinan 
Penanaman Modal 

  Jumlah laporan 
Perizinan Berusaha 

dan Non Perizinan 
 
  Jumlah Kegiatan 

Usaha dari Pelaku 
Usaha yang 

Mendapat 
Pemantauan 

Pemenuhan 
Komitmen 

Perizinan Berusaha 
dan Non Perizinan 

Penanaman Modal 

2 laporan 
 

 
 
 

50 Kegiatan 
Usaha 

- - - - 2 laporan    Rp. 300.000.000 2 laporan    Rp. 350.000.000 - 
 

 
 

50 

Kegiatan 
Usaha    

- 
 

 
 

Rp. 350.000.000 

- 
 

 
 

50 Kegiatan 

Usaha    

- 
 

 
 

Rp. 350.000.000 

Bidang Jasa 
Usaha, bidang 

pembangunan 

KOTA 
BEKASI 

   18 06 02  Program 

pengelolaan data 
dan Sistem 

Informasi 
Penanaman 

Modal 
 

 
 

Persentase sistem 

pelayanan perizinan 
yang terintegrasi 

100% - - - - 100% Rp.1.200.000.00

0 

100% Rp. 

1.280.000.000 

100% Rp. 1.320.000.000 100% Rp. 1.320.000.000 Bidang Data, 

Pengembanga
n Teknologi 

informasi, 
administrasi 

perizinan dan 
pengaduan 

 
 
 

KOTA 

BEKASI 

   18 06 02  Kegiatan 
Pengelolaan Data 

dan Informasi 
Perizinan dan 

Non Perizinan 
yang Terintegrasi 
pada Tingkat 

Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase sistem 
pelayanan 

preizinan online 
yang dikelola 

 

100% - - - - 100% Rp.1.200.000.00
0 

100% Rp. 
1.280.000.000 

100% Rp. 1.320.000.000 100% Rp. 1.320.000.000 Bidang Data, 
Pengembanga

n Teknologi 
informasi, 

administrasi 
perizinan dan 

pengaduan 

 
 

 

KOTA 
BEKASI 

   18 06 02 1 Sub kegiatan 

Pengolahan, 
Penyajian dan 

Pemanfaatan Data 
dan Informasi 

Perizinan dan 
Nonperizinan 

berbasis Sistem 
Pelayanan 

Perizinan 

Jumlah Sistem 

Pelayanan 
Perizinan yang 

dikelola dan dapat 
diakses oleh 

perangkat daerah 
teknis 

 
Jumlah aplikasi 

yang dikelola 

1 sistem 

 
 

 
 
 

 
 

 

- 

 
 

 
 

 
 

 
- 

- 

 
 

 
 

 
 

 
- 

- 

 
 

 
 

 
 

 
- 

- 

 
 

 
 

 
 

 
- 

1 sistem 

 
 

 
 

 
 

 
- 

 

Rp. 1.200.000.000 

 
 

 
 

 
 

 
- 

 

- 

 
 

 
 

 
 

 
3 Aplikasi 

 

- 

 
 

 
 

 
 

 
Rp. 1.280.000.000 

- 

 
 

 
 

 
 

 
- 

 

- 

 
 

 
 

 
 

 
- 

 

- 

 
 

 
 

 
 

 
- 

 

- 

 
 

 
 

 
 

 
- 

 

Bidang Data, 

Pengembangan 
Teknologi 

informasi, 
administrasi 

perizinan dan 
pengaduan 

KOTA 

BEKASI 
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Tujuan Sasaran 

Indikator 

Kinerja 
Tujuan dan 

Sasaran 

Kode 
Program dan 

Kegiatan  

Indikator 

Kinerja Program 
(outcome) dan 

Kegiatan (output) 

Data 
Capaian 

pada Tahun 
Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra OPD 

Unit Kerja OPD 

Penang-gung 
Jawab 

Lokasi 

Tahun  2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun- 2022 Tahun- 2023 

target Rp target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp  
 

Berusaha 
Terintegrasi secara 

Elektronik 
 

 

Jumlah 
Pemeliharaan 

Sarana dan 
Prasarana IT  

 
 

Jumlah sertifikat 
ISO 9001:2015 

 
 
Jumlah Data dan 

Informasi Perizinan 
dan Non Perizinan 

Berbasis Sistem 
Pelayanan 

Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara 

Elektronik yang 
Diolah, Dikaji dan 

Dimanfaatkan 
 

 
 

 
 

 
 

12 Dokumen 
 

 
 

 
1 Sertifikasi 

ISO 
 

 
 
- 

 
 

 
 

 
 

- 
 

 
 

- 
 

 
 

 
 

12 

Dokumen 
 

 
 

- 
 

 
 

- 
 

 
 

 
 
 

Rp. 1.320.000.000 

- 
 

 
 

- 
 

 
 

 
 

12 

Dokumen 
 

 
 

- 
 

 
 

- 
 

 
 

 
 
 

Rp. 1.320.000.000 

Peningkatan 

Daya Saing 
Investasi 

Daerah 
 

Peningkatan 

Nilai  investasi 
Daerah 

 

Persentase 

Peningkatan 
Nilai 

Investasi 
Berskala 
Nasional  

 

    Peningkatan nilai 

investasi 
 

10% 10 % - - - - 4 %  

 

- 4 % - 4 % - 4 % - Bidang 

Penanaman 
Modal dan 

Bidang 
Pengendalian 
Pelaksanaan 

Penanaman 
Modal 

KOTA 

BEKASI 

   2 18 2  Program 
Pengembangan 
Iklim 

Penanaman 
Modal 

Persentase 
Kenaikan 
Penanaman Modal 

berdasarkan LKPM 

10 % - - - - 4 %  

 
 

Rp.870.000.000 4 % Rp.890.000.000 4 % Rp.920.000.000 4 % Rp.920.000.000 Bidang 
Penanaman 

Modal 

KOTA 
BEKASI 

   2 18 2  Kegiatan 
Penetapan 

Pemberian 
Fasilitas/Insentif 

Dibidang 
Penanaman Modal 

yang menjadi 
Kewenangan 

Daerah 
Kabupaten/Kota 

Terlaksananya 
pemantauan, 

Pengawasan dan 
Bimbingan 

Teknis/Sosialisasi 
Kemudahan 

Berusaha. 

1 Dokumen  
 

 
 

  1 Dokumen Rp.870.000.000 1 perda         
  1 kegiatan 

Rp.390.000.000   1 
kegiatan 

Rp.920.000.000   1 kegiatan Rp.920.000.000 Bidang 
Penanaman 

Modal 

KOTA 
BEKASI 

   2 18 2 1 Sub Kegiatan 
Penetapan 

Kebijakan Daerah 
mengenai 

Pemberian 
Fasilitas/Insentif 

dan Kemudahan 
Penanaman Modal  

jumlah perda 
pemberian 

fasilitas/insentif dan 
kemudahan 

penanaman modal 
terlaksananya 

sosialisasi 
penanaman modal 

 
 

 

1 perda 
1 kegiatan 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

- 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

- 

 

 

 

 

 

 

1 Dokumen 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Rp.870.000.000 

 

 

 

 

 

 

- 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

- 

 

 

 

 

 

 

Bidang 
Penanaman 

Modal 

KOTA 
BEKASI 
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Tujuan Sasaran 

Indikator 

Kinerja 
Tujuan dan 

Sasaran 

Kode 
Program dan 

Kegiatan  

Indikator 

Kinerja Program 
(outcome) dan 

Kegiatan (output) 

Data 
Capaian 

pada Tahun 
Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra OPD 

Unit Kerja OPD 

Penang-gung 
Jawab 

Lokasi 

Tahun  2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun- 2022 Tahun- 2023 

target Rp target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp  
 

Jumlah perda  
 

 
 

Jumlah peserta 
sosialisas 

 
 

Jumlah Peraturan 
Daerah/Provinsi 
dalam Pemberian 

Fasilitas/Insentif 
dan Kemudahan 

Penanaman Modal 
 

1 perda 
 

 
 

85 orang 
 

 

 
 Dokumen 

- 
 

 
 

- 
 

 
 
- 

 
 

 
 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
 

 
 

- 
 

 

 
- 

 
 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 
 

 
 

- 
 

 
 

 
- 
 

 
 

 
 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

1 Perda 
 

 
 

85 Orang 
 

 
 

 
- 
 

Rp.390.000.000 - 
 

 
 

 
- 

 
 

 
1 

Dokumen 

- 

 

 

- 

 

 

Rp.920.000.000 

- 
 

 
 

 
- 

 
 

 
1 Dokumen 

- 

 

 

 

- 

 

 

Rp.920.000.000 

   2 18 2 2 Kegiatan 

pembuatan Peta 
Potensi Investasi 

kabupaten/Kota 

Tersediaya Peta 

Potensi dan 
Peluang Usaha 

Kota Bekasi              
(E-Investasi) 

 

1 Aplikasi - - - - - - 1 Aplikasi 500.000.000 - 0 - 0 Bidang 

Penanaman 
Modal 

KOTA 

BEKASI 

       Penyusunan 
Rencana Umum 

Penanaman Modal 
Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen 
RUPM Kota bekasi 

 
 

1 
dokumen 

- - - - - - 1 dokumen 200.000.000 - 0 - 0 Bidang 
Penanaman 

Modal 

KOTA 
BEKASI 

       Penyediaan Peta 
Potensi dan Peluang 

Usaha 
Kabupaten/Kota 
 

 

Jumlah aplikasi 
terupgrade 

1 aplikasi - - - - - - 1 aplikasi 300.000.000 - 0 - 0 Bidang 
Penanaman 

Modal 

KOTA 
BEKASI 

   18 3 2  Program Promosi 
Penanaman Modal 

Jumlah izin terbit 
dan izin terbit 

dengan 
pemenuhan 

komitmen pada 
DPMPTSP 
 

 

 Jumlah 
12.103 izin 

- - - -  Jumlah  
12.103 izin 

Rp.420.000.000  Jumlah 
7.866 izin 

Rp.540.000.000  Jumlah 
5.113 

izin 

Rp.650.000.000  Jumlah 
5.113 izi n 

Rp.650.000.000 Bidang 
Penanaman 

Modal 

KOTA 
BEKASI 

   18 3 2 1 Kegiatan 

Penyelenggaraan 
Promosi 

Penanaman Modal 
yang menjadi 
Kewenangan 

Daerah 
Kabupaten/Kota 

 
 

 
 

Persentase Izin 

terbit dan 
izinTerbit dengan 

Pemenuhan 
Komitmen pada 
DPMPTSP  

1 event - - - - 1 event Rp.420.000.000  1 event Rp.540.000.000  1 event  Rp.650.000.000  1 event  Rp.650.000.000 Bidang 

Penanaman 
Modal 

KOTA 

BEKASI 
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Tujuan Sasaran 

Indikator 

Kinerja 
Tujuan dan 

Sasaran 

Kode 
Program dan 

Kegiatan  

Indikator 

Kinerja Program 
(outcome) dan 

Kegiatan (output) 

Data 
Capaian 

pada Tahun 
Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra OPD 

Unit Kerja OPD 

Penang-gung 
Jawab 

Lokasi 

Tahun  2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun- 2022 Tahun- 2023 

target Rp target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp  
 

   18 03 02 02 Pelaksanaan 
Kegiatan Promosi 

Penanaman Modal 
Daerah 

Kabupaten/Kota  
 

 
 

 

Jumlah event 
pameran Promosi 

Penanaman Modal  
 

 
Jumlah Event 

1 event - - - - 1 event 

 

 

- 
 

Rp.420.000.000 
 

 
 

 
- 

- 
 

 
 

 
1 event 

- 
 

 
 

 
Rp.540.000.000 

- 
 

 
 

 
1 event 

- 
 

 
 

 
Rp.450.000.000 

- 
 

 
 

 
1 event 

- 
 

 
 

 
Rp.450.000.000 

Bidang 
Penanaman 

Modal 

KOTA 
BEKASI 

       Penyusunan 
strategi promosi 

penanaman modal 
 

 
 
 

 
 

Jumlah  strategi 
promosi Penanaman 

Modal dan  FGD 
 

 
Jumlah Peraturan 
Daerah yang 

Mengatur Promosi 
Penanaman Modal 

Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

2 kali - - - - - - - - 2 kali 
 

 
 

 
 
- 

Rp.200.000.000 2 kali Rp.200.000.000 Bidang 
Penanaman 

Modal 

KOTA 
BEKASI 

   2 18 5  Program 

Pengendalian 
Pelaksanaan 

Penanaman 
Modal 

Persentase 

peningkatan jumlah 
PerusahaanPMDN/ 

PMA yang patuh 
terhadap kewajiban 

LKPM 
 

 
 

 

24% 

1034 
Perusahaan 

- - - - 24% 

1034 
Perusahaan 

Rp. 

680.000.000,- 

26% 

1121 
Perusahaan 

Rp. 730.000.000,- 28% 

1207 
Perusaha

an 

Rp. 780.000.000,- 28% 

1207 
Perusahaan 

Rp. 780.000.000,- Bidang 

Pengendalian 
Pelaksanaan 

Penanaman 
Modal 

KOTA 

BEKASI 

   2 18 5  Kegiatan 
Pengendalian 

Pelaksanaan 
Penanaman 

Modal yang 
menjadi 
Kewenangan 

Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase 
Perusahaan 

PMDN/PMA yang 
patuh Terhadap 

kewajiban LKPM 

24% 
1.034 

Perusahaan 

- - - - 24% 
1.034 

Perusahaan 

Rp. 
680.000.000,- 

26% 
1.121 

Perusahaan 

Rp. 730.000.000,- 28% 
1.207 

Perusaha
an 

Rp. 780.000.000,- 28% 
1.207 

Perusahaan 

Rp. 780.000.000,- Bidang 
Pengendalian 

Pelaksanaan 
Penanaman 

Modal 

KOTA 

BEKASI 

   18 5 2 2 Sub kegiatan 
Koordinasi dan 

Sinkronisasi 
Pembinaan 

Pelaksanaan 
Penanaman 
Modal 

Jumlah dokumen 
LKPM oleh 

PMDN/PMA                   
se Kota Bekasi 

 
 
Jumlah Berita 

Acara Hasil 
Pengawasan 

 
Jumlah pelaku 

usaha yang 
mendapatkan 

pembinaan 
pelaksanaan 

penanaman modal 

225 
PMDN/PMA 

 
 

 
 

150 Berita 

Acara 
 

 
498 Pelaku 

Usaha 

- 
 

 
 

 
 
- 

 
 

 
- 

- 
 

 
 

 
 
- 

 
 

 
- 

- 
 

 
 

 
 
- 

 
 

 
- 

- 
 

 
 

 
 
- 

 
 

 
- 

225 
PMDN/PMA 

 
 

 
 
- 

 
 

 
- 

Rp. 330.000.000,- 
 

 
 

 
 
- 

 
 

 
- 

- 
 

 
 

 
 

150 berita 

acara 
 

 
498 Pelaku 

Usaha 

- 
 

 
 

 
 

Rp. 330.000.000,- 

- 
 

 
 

 
 
- 

 
 

 
300 

Pelaku 
Usaha 

- 
 

 
 

 
 
- 

 
 

 
Rp. 350.000.000,- 

- 
 

 
 

 
 
- 

 
 

300 
PMDN/PMA 

- 
 

 
 

 
 
- 

 
 

 
Rp. 350.000.000,- 

Bidang 
Pengendalian 

Pelaksanaan 
Penanaman 

Modal 

KOTA 
BEKASI 
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Tujuan Sasaran 

Indikator 

Kinerja 
Tujuan dan 

Sasaran 

Kode 
Program dan 

Kegiatan  

Indikator 

Kinerja Program 
(outcome) dan 

Kegiatan (output) 

Data 
Capaian 

pada Tahun 
Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra OPD 

Unit Kerja OPD 

Penang-gung 
Jawab 

Lokasi 

Tahun  2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun- 2022 Tahun- 2023 

target Rp target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp  
 

   18 5 2 3 Sub Kegiatan 
Koordinasi dan 

Sinkronisasi 
Pengawasan 

Pelaksanaan 
Penanaman 

Modal 

Jumlah 
PMDN/PMA yang 

di awasi, di 
monitor dan di 

evaluasi 
 

 
Jumlah Kegiatan 

Usaha dari Pelaku 
Usaha yang 
Melakukan 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 

Pengawasan 

250 
PMDN/PMA 

 
 

 
 

 
300 pelaku 

usaha 

- 
 

 
 

 
 

 
- 

- 
 

 
 

 
 

 
- 

- 
 

 
 

 
 

 
- 

- 
 

 
 

 
 

 
- 

250 
PMDN/PMA 

 
 

 
 

 
- 

Rp. 350.000.000,- 
 

 
 

 
 

 
- 

250 PMDN/ 
PMA 

 
 

 
 

 
- 

Rp. 400.000.000,- 
 

 
 

 
 

 
- 

- 
 

 
 

 
 

300 
Pelaku 

usaha 

- 
 

 
 

 
 

Rp. 430.000.000,- 

- 
 

 
 

 
 

300 Pelaku 
usaha 

- 
 

 
 

 
 

Rp. 430.000.000,- 

Bidang 
Pengendalian 

Pelaksanaan 
Penanaman 

Modal 

KOTA 
BEKASI 
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN 

 

 

7.1  INDIKATOR KINERJA DPMPTSP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN     

       SASARAN RPJMD 

 

Indikator Kinerja adalah alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, 

program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil 

(outcome), dampak (impact). Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) perlu ditetapkan karena secara 

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 

lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian 

tujuan dan sasaran RPJMD. 

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DPMPTSP) Kota  Bekasi yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran 

dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023, terdapat pada Misi                          

Ke-1 (Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) dan 

Misi Ke-3 (Meningkatkan Perekonomian Berbasis Potensi Jasa Kreatif dan 

Perdagangan Yang Berdaya Saing).  

Berkenaan dengan hal tersebut dalam rangka meningkatkan investasi di 

Kota Bekasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kota Bekasi telah menetapkan dua Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 

2018 -2023, yaitu : 

1. Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP; 

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan; 

3. Persentase Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA). 

Mengacu pada Tujuan dan Sasaran tersebut, Indikator Kinerja pada 

bidang selaras dengan Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi yang mengacu pada Revisi 

RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023, yaitu :  

1. Persentase Penerbitan Perizinan Bidang Jasa Usaha sesuai SOP (bidang 

Jasa Usaha); 

2. Persentase Penerbitan Perizinan Bidang Pembangunan sesuai SOP 

(bidang Pembangunan); 
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3. Persentase  penerbitan Perizinan Sesuai SOP pada Pelayanan Publik 

(perubahan bidang Jasa Usaha dan pembangunan); 

4. Jumlah jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Mall 

Pelayanan Publik (perubahan Bidang Data, Pengembangan Teknologi 

informasi, administrasi perizinan dan pengaduan); 

5. Persentase Sistem Pelayanan Perizinan yang Terintegrasi (perubahan 

Bidang Data, Pengembangan Teknologi informasi, administrasi perizinan 

dan pengaduan); 

6. Persentase kenaikan penanaman modal berdasarkan LKPM (Bidang 

Penanaman Modal); 

7. Persentase Kenaikan Penanaman Modal Berdasarkan Perizinan Usaha 

dan Penyertaan Modal (Bidang Penanaman Modal); 

8. Jumlah izin terbit dan izin terbit dengan pemenuhan komitmen pada 

DPMPTSP (perubahan Bidang Penanaman Modal); 

9. Persentase Peningkatan Jumlah Perusahaan PMDN/PMA Yang Patuh 

Terhadap Kewajiban LKPM(Bidang Pengendalian Penanaman Modal).  

 

 Penebalan untuk perubahan indikator sesuai Revisi RPJMD 
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Tabel. 7.1 

Indikator Kinerja DPMPTSP Kota Bekasi 

Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD 

 
 

NO INDIKATOR 

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN  

KONDISI 
KINERJA PADA 

AWAL PERIODE 

RPJMD 

2019 2020 2021 2022 2023 

KONDISI PADA 

AKHIR PERIODE 

RPJMD 

(1) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)  

1. Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP 83,75 - - 83,75 83,80 83,85 83,85 

2. 

 

 

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan 

Perizinan dan Non Perizinan 

82,67 82,70 82,80 82,90 83 83,10 83,10 

 1 Optimalisasi Pelayanan Administrasi 

Perkantoran 

100%             

per Tahun 

100%                       

per Tahun 

100%                        

per Tahun 

100%                       

per Tahun 

100%                       

per Tahun 

100%                       

per Tahun 

100% 

per Tahun 

 2 Optimalisasi Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur 

100%            

 per Tahun 

100%                       

per Tahun 

100%                        

per Tahun 

100% 

per Tahun 

100%                       

per Tahun 

100% 

per Tahun 

100% 

per Tahun 
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NO INDIKATOR 

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN  

KONDISI 

KINERJA PADA 
AWAL PERIODE 

RPJMD 

2019 2020 2021 2022 2023 

KONDISI PADA 

AKHIR PERIODE 

RPJMD 

(1) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)  

 3 Optimalisasi  Disiplin Aparatur 100%      

       per Tahun 

100%                       

per Tahun 

100%                        

per Tahun 

100% 

per Tahun 

100%                       

per Tahun 

100% 

per Tahun 

100% 

per Tahun 

 4 Optimalisasi Peningkatan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur 

100%           

per Tahun 

100%                       

per Tahun 

100%                        

per Tahun 

100%                

        per Tahun 

100%                       

per Tahun 

100%                  

      per Tahun 

100%       

      per Tahun 

 5 Optimalisasi pengembangan sistem 

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 

100%      

    per Tahun 

100%                       

per Tahun 

100%                        

per Tahun 

100%                  

     per Tahun 

100%                       

per Tahun 

100%                   

     per Tahun 

100%          

   per Tahun 

 6 Persentase Penerbitan Perizinan Bidang 

Jasa Usaha Sesuai SOP 

 

98.96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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NO INDIKATOR 

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN  

KONDISI 

KINERJA PADA 
AWAL PERIODE 

RPJMD 

2019 2020 2021 2022 2023 

KONDISI PADA 

AKHIR PERIODE 

RPJMD 

(1) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)  

7 Persentase Penerbitan Perizinan Bidang 

Pembangunan Sesuai SOP 

 

 

99.88% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 8 Persentase  penerbitan Perizinan Sesuai 

SOP pada Pelayanan Publik (Indikator 

Baru) 

 

 

98,96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 9 Persentase Sistem Pelayanan Perizinan 

yang terintegrasi  

 

 

43% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 10 Jumlah Jenis Pelayanan Perizinan dan 

Non Perizinan pada  Mall Pelayanan 

Publik  

32 55 60 65 70 75 75 
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NO INDIKATOR 

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN  

KONDISI 

KINERJA PADA 
AWAL PERIODE 

RPJMD 

2019 2020 2021 2022 2023 

KONDISI PADA 

AKHIR PERIODE 

RPJMD 

(1) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)  

  Jumlah Jenis Pelayanan Perizinan dan 

Non Perizinan pada  Mall Pelayanan 

Publik  

(Perubahan Target Jumlah Jenis Izin) 

 

32 55 60 105 110 113 113 

3. 

 

 Persentase Peningkatan Nilai Investasi 

Berskala Nasional (PMDN/PMA) 

 

 

 

R
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NO INDIKATOR 

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN  

KONDISI 

KINERJA PADA 
AWAL PERIODE 

RPJMD 

2019 2020 2021 2022 2023 

KONDISI PADA 

AKHIR PERIODE 

RPJMD 

(1) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)  

 

 

 Persentase Peningkatan Nilai Investasi 

Berskala Nasional (PMDN/PMA) 

(Perubahan Target pada  penurunan 

target investasi menjadi sebesar 4% 

dikarenakan penetapan target 

peningkatan nilai investasi yang 

melebihi kenaikan target Nasional dan 

provinsi Jawa Barat yang hanya sebesar 

4%. Juga karena keterbatasan lahan 

sebagai potensi dasar investasi di Kota 

Bekasi). 
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NO INDIKATOR 

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN  

KONDISI 

KINERJA PADA 
AWAL PERIODE 

RPJMD 

2019 2020 2021 2022 2023 

KONDISI PADA 

AKHIR PERIODE 

RPJMD 

(1) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)  

  Presentase Kenaikan Penanaman Modal 

berdasarkan LKPM 

(Perubahan Target pada  penurunan 

target investasi menjadi sebesar 4% 

dikarenakan penetapan target 

peningkatan nilai investasi yang 

melebihi kenaikan target Nasional 

dan provinsi Jawa Barat yang hanya 

sebesar 4%. Juga karena 

keterbatasan lahan sebagai potensi 

dasar investasi di Kota Bekasi). 
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NO INDIKATOR 

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN  

KONDISI 

KINERJA PADA 
AWAL PERIODE 

RPJMD 

2019 2020 2021 2022 2023 

KONDISI PADA 

AKHIR PERIODE 

RPJMD 

(1) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)  
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  Perubahan indikator dan target 

program promosi dan penanaman 

modal  menjadi (Jumlah izin terbit 

dan izin terbit dengan pemenuhan 

komitmen pada DPMPTSP) 

 

 

49973 izin - - 12.103 izin 7.866 izin 5.113 izin 5.113 izin 
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NO INDIKATOR 

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN  

KONDISI 

KINERJA PADA 
AWAL PERIODE 

RPJMD 

2019 2020 2021 2022 2023 

KONDISI PADA 

AKHIR PERIODE 

RPJMD 

(1) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)  

 3 Persentase Peningkatan Jumlah 

Perusahaan PMDN/PMA  yang patuh 

pada kewajiban LKPM 

397 Perusahaan 25%                      

496 Perusahaan 

38%                          

548 Perusahaan 

48%                              

588 Perusahaan 

57%                   

623 perusahaan 

65%                          

655 Perusahaan 

65%                  

655 

Perusahaan 

  Persentase Peningkatan Jumlah 

Perusahaan PMDN/PMA  yang patuh 

pada kewajiban LKPM 

(Perubahan Target Jumlah Perusahaan) 

397 Perusahaan 25%                      

496 Perusahaan 

38%                          

548 Perusahaan 

24%                              

1034 Perusahaan 

26%                   

1121 

perusahaan 

28%                          

1207 Perusahaan 

28%                  

1207 

Perusahaan 
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BAB VIII 

P E N U T U P 

 

Revisi Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi Tahun 2018-2023 

merupakan dokumen perencanaan yang berisi pelaksananan 

pembangunan dan ketentuan-ketentuan lain yang berpedoman pada 

Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota 

Bekasi Tahun 2018-2023, yang akan digunakan sebagai acuan dalam 

pembuatan Review Rencana Strategis (RENSTRA) DPMPTSP Kota Bekasi 

dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Digunakan juga sebagai bahan 

evaluasi capaian kinerja guna mencapai target dan rencana kerja yang 

ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun renstra. Diharapkan 

dapat tercapai sasaran yang efektif dan efisien, terukur dan akuntabel 

sesuai dengan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 sehingga dapat 

mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Bekasi 

menjadi kenyataan sesuai dengan harapan kita semua.  

Rencana Strategis DPMPTSP Kota Bekasi mempunyai kelenturan 

dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis dalam proses pelayanan 

tersebut sejauh tidak menyimpang dari visi dan misi yang telah 

ditetapkan dalam Rencana Strategis, sehingga diharapkan akan terjadi 

sinkronisasi dan sinergitas program antar bidang, antar 

instansi/lembaga terkait dalam memberikan pelayanan dan membangun 

investasi di Kota Bekasi yang memberikan manfaat pertumbuhan 

ekonomi serta kemakmuran bagi masyarakat Kota Bekasi khususnya 

dan kemajuan bangsa Indonesia secara umum. 

Keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan program dalam 

RENSTRA ditentukan oleh kerjasama dari semua pihak yang terkait, 

khususnya seluruh aparatur DPMPTSP Kota Bekasi. Dengan rencana 

strategis DPMPTSP diharapkan dapat meningkatkan pelayanan perizinan 

dan non perizinan serta peningkatan investasi di Kota Bekasi.  

Demikian, kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya 

rencana strategis DPMPTSP Tahun 2018-2023 ini Kami ucapkan terima 

kasih, seiring dengan hal tersebut kami juga berharap untuk kritik dan 

sarannya bagi kesempurnaan renstra ini.  
  

Bekasi,          Maret  2022 

 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
KOTA BEKASI 
 

 
 
LINTONG DIANTO PUTRA .AP., S.H., M.Si 
NIP. 19740829 199601 1 001 
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